A. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS

RISIKO

No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter | Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1} (2) (3) 4) (S) (6) (7) (8) 9 (10) {11} (12) (13)
1 03111 | Penang- Kelompok Mikro Menengah | NIB dan - Otomatis Bagi yang - Tanda . Kapal pe- Gubernur
kapan ini Rendah Sertifikat menggunakan Daftar nangkap
Pisces/ mencakup Standar kapal penangkap Kegiatan ikan ber-
g{an‘ . Esa_ha atau ikan: Penang- ukurar_l
Ersiri eglatan R sampail
di Lautp peiang— 1. Memiliki kka parclll dengpan 5
kapan Bulku Kapal lkan di (lima) GT
pisces/ikan Perikanan Kawa- atau tidak
bersirip 2. Memiliki san meng-
antara lain: Persetujuan Konser- gunakan
ikan Berlayar vasl kapal pe-

SK No 154000 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[LA.2
Ne Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
K8LI KBLI Lingkup Usaka Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) {S) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)

cakalang, . Melaporkan - Surat nangkap
madidi- ikan hasil Izin ikan dan
hang, tangkapan Penang- . Daerah
Lorzigkol . Memenuhi kapan penang-
tonékol keten.tuan Ikan :Z&anada
komo, terkait WPPNRI
pelagis pengawakan alin
besar kapal jiuh g12
lainya, perikanan (dua belas)
layang, sesuai mil laut di
kembung, ketentuan wilayah
selar, peraturan adminis-
lemuru, perundang- trasi
kemblang, undangan provinsi
pelagis . Memiliki yang ber-
}‘?Cll Tanda Daftar sangkutan
kalﬁnya, Kegiatan dgn /atau

akap penangkapan di atas 12
Ellgh, Ikan di (dga belas)
rr;;rzlk)x, Kawasan mil laut
Kkuwe, Konservasi,
manyung, bagi yang
cucut, melakukan

i penangkapan

SK No 122554 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

kan informasi:

[LA.3
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9 (10) (11) (12) (13)
kerapu, ikan di
pari, kurisi, kawasan
remang, konservasi
tgmbang, dan
siro, 6. Memiliki
beronang, Surat Izin
biji nangka,
tenggiri Penempatan
bulat Rumpon, bagi
belanak, yang
julung- menempatkan
julung, rumpon
tuna
lainnya, . .
ikan tuna Bagi yang tidak
mata besar, menggunakan
albacora, kapal penangkap
marlin, ikan:
meka, 1. Melaporkan
tncam, ikan hasil
karang, dan .
ikan 2. Menyampai-

SK No 122555 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA4
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
demersal a. Daerah
lainnya, di penang-
laut, muara kapan ikan
sungai, dan
laguna dan b. Alat
o i
. kapan ikan
pengaruhi
pasang - Kecil Tinggi NIB dan 1. Menyampai- 7 Hari . Merealisasi- 1. Kapal pe- | Gubernur
surut - Mene- Izin kan kan kapal nangkap
ngah permohonan penangkap ikan ber-
- Besar dengan ikan, paling ukuran di
melampirkan: lambat 2 atas 5
a. Rencana (dua) tahun (lima)} GT
usaha, . Memiliki sampai
yang surat izin dengan 30
memuat: penangkapan (tiga
1) Rencana ikan puluh) GT
investasi . Memberikan (Khusus
2) Rencana akses kepada Provinsi
penga- petugas Aceh
daan pendataan ukuran
kapal untuk kapal pe-
perikan- melakukan nangkap
an dan pendataan ikan
ikan hasil sesuai

SK No 122556 C




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LLA.S5
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko ‘Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10} (11) (12) (13)
3) Rencana tangkapan dengan
operasi- dan ketentuan
onal . Menyampai- peraturan
b. Surat kan laporan per-
pernyataan kegiatan undang-
mengenai usaha undangan
Pemilik mengenai
Manfaat, Pemerin-
untuk tahan
badan Aceh) dan
hukum . Daerah
c. Pakta penang-
integritas kapan
dari orang ikan di
per- WPPNRI
seorangan paling
atau jauh 12
penang- (dua
gung jawab belas} mil
badan laut di
hukum wilayah
d. Pas foto adminis-
orang trasi
perse- provinsi
orangan yang ber-
atau sangkutan

SK No 122557 C
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I.LA.6

Kode
KBL!

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

{2)

(38)

4)

(5)

(6)

{7)

(8)

9)

(19)

(11)

(12)

(13)

penang-
gung jawab
badan
hukum
terbaru
berwarna

e. Specimen
tanda
tangan
orang per-
seorangan
atau
penang-
gung jawab
badan
hukum
dan

f. Surat
pernyataan
bermeterai
cukup atas
kebenaran
data dan
informasi
yang
disampai-

SK No 122558 C
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PRESIDEN

[LA.7

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

4)

(5)

(6)

(7)

(8)

%)

(10)

(11)

(12)

(13)

kan dari
orang
perse-
orangan
atau
penang-

badan
hukum
2. Membayar
Penerimaan

Pajak atas

sumber daya
alam
perikanan
sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan

gung jawab

Negara Bukan

pemanfaatan

- Kecil
- Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Izin

1. Menyampai-
kan
permohonan

4 Hari

1. Merealisasi-
kan kapal
penangkap

. Kapal pe-
nangkap
ikan ber-
ukuran di

Menteri/
Kepala
Badan

SK No 122559 C




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[LA.8
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
- Besar dengan ikan, paling atas 5
melampirkan: lambat 2 (dua) (lima) GT
a. Rencana tahun dan
usaha, 2. Memiliki surat 2. Daerah
yang izin penang- penang-
memuat: kapan ikan kapan
1) Rencana 3. Memberikan ikan pada
investasi akses kepada WPPNRI
2) Rencana di atas 12
petugas (dua
peng- pendataan belas) mil
adaan untuk laut
kapal melakukan dan/atau
perikan- pendataan laut lepas
an dan ikan hasil
3) Rencana tangkapan
operasi- dan
onal 4. Menyampai-
b. Surat kan laporan
pernyataan kegiatan
mengenail usaha
Pemilik
Manfaat,
untuk

SK No 122560 C
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REPUBLIK INDONESIA

[.LA9

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

8)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

)

(10)

(11)

(12)

(13)

badan
hukum

c. Pakta
integritas
dari orang
perse-
orangan
atau
penang-
gung jawab
badan
hukum

d. Pas foto
orang
perse-
orangan
atau
penang-
gung jawab
badan
hukum
terbaru
berwarna

SK No 122561 C
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REPUBLIK INDONESIA

ILA.10

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

9)

(10)

(11)

(12)

(13)

e. Specimen
tanda
tangan
orang
perse-
orangan
atau pe-
nanggung
jawab
badan
hukum
dan

f. Surat
pernyataan
bermeterai
cukup atas
kebenaran
data dan
informasi
yang
disampai-
kan dari
orang
perse-

SK No 122562 C
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[LA.11

No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter | Kewenangan

KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) {7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)

orangan
atau pe-
nanggung
jawab
badan
hukum
2. Membayar
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak atas
pemanfaatan
sumber daya
alam
perikanan
sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan

2 03112 | Penang- Kelompok Mikro Menengah | NIB dan - Otomatis Bagi yang - Tanda 1. Kapal pe- Gubernur
kapan ini Rendah Sertifikat : menggunakan Daftar nangkap
Crusta- mencakup Standar kapal penangkap Kegiatan ikan ber-
cea di usaha atau ikan: Penang- ukuran
Laut kegiatan kapan sampali
penang- dengan 5

SK No 122563 C



&Q@
124

&

%

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.12
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

kapan 1. Memiliki Ikan di (lima) GT
Crustacean Buku Kapal Kawa- atau tidak
meliputi Perikanan san meng-
udang 2. Memiliki Konser- gunakan
(udang Persetujuan vasi kapal pe-
windu, Berlayar - Surat pkangl;ap
ud?rﬁg 3. Melaporkan Izin i)::raﬁ n
gg alné ikan hasil Penang- |~ penang-
dogol), tangkapaq kapan kapan
lobster, 4. Memenuhi Ikan ikan pada
kepiting, ketentuan WPPNRI
rajungan terkait paling
dan pengawakan jauh 12
Crustacea kapal (dua belas)
laut perikanan mil laut di
lainnya di sesuai wilayah
laut, muara ketentuan adminis-
sungai, peraturan trasi
laguna dan perundang- provinsi
Tempat undangan yang ber-
lain yang sangkutan
dipenga- dan . dan/atau
ruhi 5. Memiliki di atas 12

Tanda Daftar (dua belas)

Kegiatan mil laut

SK No 122564 C
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[LA.13

Kode
KBLI1

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

4)

(S)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

{11)

(12)

(13)

pasang
surut

penangkapan
Ikan di
Kawasan
Konservasi,
bagi yang
melakukan
penangkapan
ikan di
kawasan
konservasi

Bagi yang tidak
menggunakan
kapal penangkap
ikan:

1.

Melaporkan
ikan hasil
tangkapan
dan

. Menyampai-
kan informasi:

SK No 122565 C
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LA 14
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) {11) (12) (13)
a. Daerah
penang-
kapan ikan
dan
b. Alat
penang-
kapan ikan
- Kecil Tinggi NIB dan 1. Menyampai- 7 Hari . Merealisasi- . Kapal Gubernur
- Mene- Izin kan kan kapal penangkap
ngah permohonan penangkap ikan
- Besar dengan ikan, paling berukuran
melampirkan: lambat 2 (dua) di atas 5
a. Rencana tahun (lima) (.}T
usaha, . Memiliki surat Zampal
.. engan 30
yang izin penang- (tiga puluh)
memuat: kapan ikan (khusus
1) Rencana . Memberikan Provinsi
investasi akses kepada Aceh
2) Rencana petugas ukuran
peng- pendataan kapal
adaan untuk penangkap
kapal melakukan ikan sesuai
pendataan dengan
ketentuan

SK No 122566 C
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REPUBLIK INDONESIA
[LA.15
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11} (12) (13)

perikan- ikan hasil peraturan

an dan tangkapan per-

3) Rencana dan undang-
operasi- . Menyampai- undangap
onal kan laporan mengenai

b. Surat kegiatan Pemerin-
pernyataan usaha tahan
mengenai Aceh) dan

e . Daerah
Pemilik penang-
Manfaat, kapan ikan
untuk pada
badan WPPNRI
hukum paling jauh
. Pakta 12 (dua
integritas belas) mil
dari orang laut di
perse- wilayah
orangan adminis-
atau trasi' .
provinsi
penang- yang ber-
gu(rjlg jawab sangkutan
adan
hukum

SK No 122567 C
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[LA.16

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4}

(5)

(6)

(7)

(8)

%)

(10)

(11)

(12)

(13)

d. Pas foto
orang
perseora-
ngan atau
pe-
nanggung
jawab
badan
hukum
terbaru
berwarna

e. Specimen
tanda
tangan
orang per-
seorangan
atau
penang-
gung jawab
badan
hukum
dan

f. Surat
pernyataan

SK No 122568 C
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[LLA.17

No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan

(1) (2} (3) 4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)

bermeterai
cukup atas
kebenaran
data dan
informasi
yang
disampai-
kan dari
orang
perse-
orangan
atau
penang-
gung jawab
badan
hukum
2. Membayar
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak atas
pemanfaatan
sumber daya
alam
perikanan

SK No 122569 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.18
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S5) (6) (7) (8) 9 (10) (11) (12) (13)
sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
- Kecil Tinggi NIB dan 1. Menyampai- 4 Hari 1. Merealisasi- 1. Kapal Menteri/
- Mene- Izin kan kan kapal penangkap | Kepala
ngah permohonan penangkap ikan Badan
- Besar dengan ikan, paling b'erukuran
melampirkan: lambat 2 (dua) di atas 5
a. Rencana tahun (lima) GT
usaha, 2. Memiliki surat dan
.. 2. Daerah
yang izin penang- penang-
memuat: kapan ikan kapan
1) Rencana 3. Memberikan ikan pada
investasi akses kepada WPPNRI di
2) Rencana petugas atas 12
pengada pendataan (dua belas)
an kapal untuk mil laut
perikan- melakukan dan/atau
an dan pendataan laut lepas
ikan hasil

SK No 122570 C
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[.LA.19

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

9)

(10)

(11)

(12)

(13)

3) Rencana
operasi-
onal

b. Surat
pernyataan
mengenai

Pemilik

Manfaat,

untuk

badan
hukum
c. Pakta
integritas
dari orang
perse-
orangan
atau pe-
nanggung
jawab
badan
hukum
d. Pas foto
orang
perse-

tangkapan
dan

. Menyampai-

kan laporan
kegiatan
usaha

SK No 122571 C
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REPUBLIK INDONESIA

[.LA.20

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

8)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

9)

(10)

(11)

(12)

(13)

orangan
atau pe-
nanggung
jawab
badan
hukum
terbaru
berwarna

e. Specimen
tanda
tangan
orang
perseo-
rangan
atau pe-
nanggung
jawab
badan
hukum
dan

f. Surat
pernyataan
bermeterai
cukup atas

SK No 122572 C
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[.LA.21

No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter | Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan

(1) (2) (38) (4) (S) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)

kebenaran
data dan
informasi
yang
disampai-
kan dari
orang per-
seorangan
atau
penang-
gung jawab
badan
hukum
dan
2. Membayar
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak atas
pemanfaatan
sumber daya
alam
perikanan
sesuai
ketentuan

SK No 122573 C
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[LA.22
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
peraturan
perundang-
undangan
3 03113 | Penang- Kelompok Mikro Menengah | NIB dan - Otomatis | Bagi yang - Tanda . Kapal Gubernur
kapan ini Rendah Sertifikat menggunakan Daftar penangkap
Mollusca | mencakup Standar kapal penangkap Kegiatan ikan
di Laut Esqha atau ikan: Penang- beruquan
egiatan _ sampai
Penang- 1. Memiliki i{]fprg' dengan 5
kapan BulFu Kapal K an d (lima) GT
mollusca Perikanan awa- atau tidak
mehputl 2. Memiliki san menggu-
cumi-cumi, Persetujuan Konser- nakan
sotong, Berlayar vasl kapal
gurita, dan 3. Melaporkan - Surat penangkap
jenis ikan hasil Izin ikan dan
lainnya tangkapan Penang- |2. Daerah pe-
remis, 4. Memenuhi kapan nangkap-
simping, ketentuan Ikan an ikan
kerang terkait pada
darah, WPPNRI
keran pengawakan lin
g paling
hijau, kapal jauh 12
tiram, dan penkgnan {dua belas)
jenis sesuai mil laut di

SK No 122574 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.23
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)

kekerangan ketentuan wilayah
lainnya di peraturan adminis-
laut, muara pemndang_ trasi
sungai, undangan provinsi
laguna dan dan yang ber-
tempat lain 5. Memiliki sangkutan
yang Tanda Daftar dfin/ atau
dipenga- . di atas 12
ruhi Kegiatan (dua belas)
pasang Penangkapan mil laut
surut Ikan di

Kawasan

Konservasi,

bagi yang

melakukan

Penangkapan

ikan di

kawasan

konservasi

Bagi yang tidak
menggunakan

SK No 122575C
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REPUBLIK INDONESIA
[.LA.24
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
kapal penangkap
ikan:
1. Melaporkan
ikan hasil
tangkapan
dan
2. Menyampai-
kan informasi:
a. Daerah
Penang-
kapan ikan
dan
b. Alat
Penang-
kapan ikan
- Kecil Tinggi NIB dan 1. Menyampai- 7 Hari 1. Merealisasi- 1. Kapal Gubernur
- Mene- Izin kan kan kapal penangkap
ngah permohonan penangkap ikan
- Besar dengan ikan, paling bgrukuran
melampirkan: lambat 2 (dua) di atas 5
a. Rencana tahun (lima) (.}T
usaha, . Memiliki sampal
. dengan 30
Surat Izin .
(tiga puluh)

SK No 122576 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.25
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4 (5) (6) (7) (8) 9 (10) (11) (12) (13)
yang Penangkapan GT
memuat: Ikan (Khusus
1) Rencana . Memberikan Provinsi
investasi akses kepada Aceh
2) Rencana petugas ukuran
peng- pendataan kapal K
kapal melakukan dengan
perikan- Pendatagn ketentuan
an dan ikan hasil peraturan
3) Rencana tangkapan per-
operasi- dan undang-
onal . Menyampai- undangan
b. Surat kan laporan mengenai
pernyataan kegiatan Pemerin-
mengenai usaha tahan
Pemilik Aceh) dan
Manfaat, . Daerah Pe-
untuk pangkapan
badan ikan pada
WPPNRI
hukum Lo
paling jauh
C. .Pakta. 12 (dua
Integritas belas) mil
dari orang laut di

SK No 122577 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LLA.26

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(8)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

9)

(10)

(11)

(12)

(13)

perseora-
ngan atau
penang-
gung jawab
badan
hukum

d. Pas foto
orang
perse-
orangan
atau pe-
nanggung
jawab
badan
hukum
terbaru
berwarna

e. Specimen
tanda
tangan
orang
perse-
orangan
atau

wilayah
adminis-
trasi
provinsi
yang ber-
sangkutan

SK No 122578 C




o

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.27

No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan

(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)

penang-
gung jawab
badan
hukum
dan

f. Surat
pernyataan
bermeterai
cukup atas
kebenaran
data dan
informasi
yang
disampai-
kan dari
orang
perseora-
ngan atau
penang-
gung jawab
badan
hukum
dan

SK No 122579 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[LA.28
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
2. Membayar
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak atas
pemanfaatan
sumber daya
alam
perikanan
sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
- Kecil Tinggi NIB dan . Menyampai- 4 Hari . Merealisasi- . Kapal Menteri/
- Mene- Izin kan kan kapal penangkap | Kepala
ngah permohonan penangkap ikan Badan
- Besar dengan ikan, paling bgrukuran
melampirkan: lambat 2 (dua) diatas 5
a. Rencana tahun (lima) GT
usaha, . Memiliki dan
. . Daerah Pe-
yang Surat Izin nangkap-
memuat: Penangkapan an ikan
Ikan pada

SK No 122580 C




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.29
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) {11) (12) _(13)
1) Rencana 3. Memberikan WPPNRI di
investasi akses kepada atas 12
2) Rencana petugas (dua belas)
peng- pendataan : mil laut
adaan untuk dan/atau
kapal melakukan laut lepas
perikan- pendataan
an dan ikan hasil
3) Rencana tangkapan
operasi- dan
onal 4. Menyampai-
b. Surat per- kan laporan
nyataan kegiatan
mengenai usaha
Pemilik
Manfaat,
untuk
badan
hukum
c. Pakta
integritas
dari orang
perseora-
ngan atau

SK No 122581 C
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PRESIDEN

[.LA.30

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(8)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

9)

(10)

(11)

(12)

(13)

penang-
gung jawab
badan
hukum

d. Pas foto
orang
perseora-
ngan atau
pe-
nanggung
jawab
badan
hukum
terbaru
berwarna

e. Specimen
tanda
tangan
orang
perseora-
ngan atau
penang-
gung jawab
badan

SK No 122582 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.31

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Perizinan Persyaratan

Berusaha

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(8)

(4)

(5) (6) (7) (8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(1)

(2)

hukum
dan

f. Surat
pernyataan
bermeterai
cukup atas
kebenaran
data dan
informasi
yang
disampai-
kan dari
orang
perseorang-
an atau
penang-
gung jawab
badan
hukum
dan

2. Membayar

Penerimaan

Negara Bukan

Pajak atas

SK No 122583 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.32
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (S) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
pemanfaatan
sumber daya
alam
perikanan
sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
4 03114 | Penang- Kelompok Mikro Menengah | NIB dan - Otomatis Bagi yang Tanda . Kapal Gubernur
kapan/ ini Rendah Sertifikat menggunakan Daftar penangkap
Peng- mencakup Standar kapal penangkap | Kegiatan Ikan
ambilan usaha atau ikan: Penang- berukuran
Tumbuh- | kegiatan e kapan sampai
an Airdi | Penang- 1. Memiliki Ikan di dengpian 5
Laut kapan/ Buku Kapal Kawasan (lima) GT
pengambil- Perikanan Konser- atau tidak
an semua 2. Memiliki vasi menggu-
jenis Persetujuan nakan
tumbuhan Berlayar kapal
air, seperti 3. Melaporkan penangkap
algae, ikan hasil ikan dan
rumput tangkapan . Daerah pe-
laut, nangkap-

SK No 122584 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.33
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) 9 (10) (11) (12) (13)
ganggang . Memenuhi an ikan
laut, dan ketentuan padaWPPN
tumbuhan terkait RI paling
hias di pengawakan jauh 12
laut, muara kapal (dpa belasf)
sungai, perikanan m.1] laut di
laguna dan . wilayah
. sesual L

tempat lain adminis-
yang di- ketentuan trasi
pengaruhi peraturan provinsi
pasang perundang- yang ber-
surut undangan sangkutan

dan dan/atau

. Memiliki di atas 12

Tanda Daftar (dua belas)

Kegiatan mil laut

Penangkapan

Ikan di

Kawasan

Konservasi,

bagi yang

melakukan

Penangkapan

ikan di

SK No 122585 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
1.LA.34
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan

(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) 9 (10) (11) (12) (13)

kawasan

konservasi

Bagi yang tidak
menggunakan

kapal penangkap

ikan:

1. Melaporkan
ikan hasil
tangkapan
dan

2. Menyampai-

kan informasi:

a. Daerah
Penang-

kapan ikan

dan
b. Alat
Penang-

kapan ikan

SK No 122586 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.35
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (S) 4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
5 03115 | Penang- Kelompok Mikro Menengah | NIB dan - Otomatis Bagi yang - Tanda . Kapal Gubernur
kapan/ ini Rendah Sertifikat menggunakan Daftar penangkap
Peng- mencakup Standar kapal penangkap Kegiatan ikan
ambilan | usaha atau ikan: Penang- berukuran
Induk/ kegiatan e sampai
Beni 1. Memiliki kapan
enih Penang- Ikan di dengan S
Ikan di kapan/ Buku Kapal K (lima) GT
Laut pengam- Perikanan awa- atau tidak
bilan . Memiliki san meng-
induk/ Persetujuan Konser- gunakan
benih ikan, Berlayar vasl kapal
induk/ . Melaporkan - Surat penangkap
benih ikan hasil Izin ikan dan
udang, tangkapan Penang- . Daerah pe-
indgk/ . Memenuhi kapan naqgkap-
L’emh ketentuan Tkan andlkan
erang, - pada
induk/ terkait WPPNRI
benih pengawakan paling
kepiting, kapal jauh 12
dan induk/ perikanan (dua belas)
benih biota sesual mil laut di
lainnya di ketentuan wilayah
laut, peraturan adminis-
muara perundang- trasi
sungai, provinsi

SK No 122587 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.36

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Perizinan
Berusaha

Tingkat
Risiko

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

4)

(S) (6) (7) (8)

9)

(10)

(11)

(12)

(13)

laguna,
dan tempat
lain yang
dipenga-
ruhi
pasang
surut

undangan
dan

. Memiliki

Tanda Daftar
Kegiatan
Penangkapan
Ikan di
Kawasan
Konservasi,
bagi yang
melakukan
Penangkapan
ikan di
kawasan
konservasi

Bagi yang tidak
menggunakan
kapal penangkap
ikan:

. Melaporkan

ikan hasil

yang ber-
sangkutan
dan/atau
di atas 12
(dua belas)
mil laut

SK No 122588 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.37
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
tangkapan
dan
. Menyampai-
kan informasi:
a. Daerah
Penang-
kapan ikan
dan
b. Alat
Penang-
kapan ikan
- Kecil Tinggi NIB dan 1. Menyampai- 7 Hari . Merealisasi- . Kapal Gubernur
- Mene- Izin kan kan kapal penangkap
ngah permohonan penangkap ikan
- Besar dengan ikan, paling bferukur an
melampirkan: lambat 2 (dua) di atas 5
a. Rencana tahun (lima) (.}T
usaha, . Memiliki sampal
. dengan 30
yang Surat Izin (tiga
memuat: Penangkapan puluh) GT
1) Rencana Ikan (Khusus
investasi . Memberikan Provinsi
akses kepada Aceh

SK No 122589 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.38
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) {11) (12) (13)
2) Rencana petugas ukuran
peng- pendataan kapal
adaan untuk penangkap
kapal melakukan ikan )
perikan- pendataan sesual
an dan ikan hasil dengan
ketentuan
3) Rencana tangkapan
. peraturan
operasi- dan per-
onal . Menyampai- undang-

b. Surat kan laporan undangan
pernyataan kegiatan mengenai
mengenai usaha Pemerin-
Pemilik tahan
Manfaat, Aceh) dan
untuk . Daerah pe-
badan nangkap-
hukum an ikan

c. Pakta pada
. . WPPNRI
integritas .
dari orang paling

jauh 12
perse- (dua belas)
orangan mil laut di
atau wilayah
penang- adminis-

SK No 122590 C




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.39

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Perizinan
Berusaha

Tingkat
Risiko

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) (6) (7) (8)

(9)

{10)

(11)

(12)

(13)

gung jawab
badan
hukum

d. Pas foto
orang
perse-
orangan
atau
penang-
gung jawab
badan
hukum
terbaru
berwarna

e. Specimen
tanda
tangan
orang
perse-
orangan
atau
penang-
gung jawab
badan

trasi
provinsi
yang ber-
sangkutan

SK No 122591 C




o

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.40

No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan

(1) (2) (3} (4) (5) (6) (7) (8) %) (10) (11) (12) (13)

hukum
dan

f. Surat
pernyataan
bermeterai
cukup atas
kebenaran
data dan
informasi
yang
disampai-
kan dari
orang
perse-
orangan
atau
penang-
gung jawab
badan
hukum
dan

2. Membayar
Penerimaan
Negara Bukan

SK No 122592 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA41
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Pajak atas
pemanfaatan
sumber daya
alam
perikanan
sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
- Kecil Tinggi NIB dan 1. Menyampai- 4 Hari . Merealisasi- Kapal pe- | Menteri/
- Mene- Izin kan kan kapal nangkap Kepala
ngah permohonan penangkap ikan ber- | Badan
- Besar dengan ikan, paling ukuran di
melampirkan: lambat 2 (dua) atas 5
a. Rencana tahun {lima) GT
usaha, . Memiliki dan
. Daerah
yang Surat Izin pe-
memuat: Penangkapan nangkap-
1) Rencana Ikan an ikan
investasi . Memberikan pada
2) Rencana akses kepada WPPNRI
peng- petugas di atas 12

SK No 122593 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.42
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9 (10) (11) (12) (13)
adaan pendataan (dua
kapal untuk belas) mil
perikan- melakukan laut
an dan pendataan dan/atau
3) Rencana ikan hasil laut lepas
operasi- tangkapan
onal dan
b. Surat . Menyampai-
pernyataan kan laporan
mengenai kegiatan
Pemilik usaha
Manfaat,
untuk
badan
hukum
c. Pakta
integritas
dari orang
perse-
orangan
atau
penang-
gung jawab

SK No 122594 C




o

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.43

No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan

KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan

(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)

badan
hukum
d. Pas foto
orang
perse-
orangan
atau
penang-
gung jawab
badan
hukum
terbaru
berwarna
e. Specimen
tanda
tangan
orang
perse-
orangan
atau
penang-
gung jawab
badan

' SK No 122595 C



o

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.44

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

hukum
dan

f. Surat
pernyataan
bermeterai
cukup atas
kebenaran
data dan
informasi
yang
disampai-
kan dari
orang
perse-
orangan
atau
penang-
gung jawab
badan
hukum
dan

2. Membayar
Penerimaan
Negara Bukan

SK No 122596 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.45
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2} (3) 4) (S) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Pajak atas
pemanfaatan
sumber daya
alam
perikanan
sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
6 03116 | Penang- Kelompok Mikro Menengah | NIB dan - Otomatis Bagi yang - Tanda 1. Kapal pe- | Gubernur
kapan ini Rendah Sertifikat menggunakan Daftar nangkap
Echino- mencakup Standar kapal penangkap Kegiatan ikan ber-
dfermata usaha atau ikan: Penang- ukurar'l
di Laut l;eglatan 1. Memiliki kapan sampai
enang- Ikan di dengan 5
kapan/ Bu@ Kapal (lima)
pengambil- Perikanan Kawa- GT atau
an jenis 2. Memiliki san tidak
echino- Persetujuan Koqser- meng-
dermata Berlayar vaslt gunakan
seperti 3. Melaporkan - Surat kapal pe-
bintang ikan hasil lzin nangkap
laut, tangkapan Penang- ikan dan

SK No 122597 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.46
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (S) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
teripang, 4. Memenuhi kapan 2. Daerah
bulu babi, ketentuan Ikan penang-
lili laut, terkait kapan
dan ) pengawakan ikan pada
lainnya di kapal WPPNRI
laut, muara perikanan palmg
sungai, . jauh 12
sesuai
laguna, (dua
dan tempat ketentuan belas) mil
lain yang peraturan laut di
dipenga- perundang- wilayah
ruhi undangan adminis-
pasang dan trasi
surut 5. Memiliki provinsi
Tanda Daftar yang ber-
Kegiatan sangkutan
Penangkapan dan/atau
Ikan di di atas 12
Kawasan (dua .
Konservasi, belas) mil
. laut
bagi yang
melakukan
Penangkapan
ikan di

SK No 122598 C




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[LA.47

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

9)

(10)

(11)

(12)

(13)

kawasan
konservasi

Bagi yang tidak
menggunakan
kapal penangkap
ikan:

1.

Melaporkan
ikan hasil
tangkapan
dan

. Menyampai-

kan informasi:

a. Daerah
Penang-
kapan ikan
dan

b. Alat
Penang-
kapan ikan

- Kecil

Tinggi

NIB dan
Izin

1. Menyampai-
kan

7 Hari

. Merealisasi-

kan kapal

1.

Kapal pe-
nangkap

Gubernur

SK No 122599 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.48
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) {2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
- Mene- permohonan penangkap ikan ber-
ngah dengan ikan, paling ukuran di
- Besar melampirkan: lambat 2 (dua) atas 5
a. Rencana tahun (lima) GT
usaha, . Memiliki sampal
yang Surat Izin ;itie;lagan 30
1meI;nuat: Efnang-kapan puluh) GT
) ! encang an . (Khusus
investasi . Memberikan Provinsi
2) Rencana akses kepada Aceh
peng- petugas ukuran
adaan pendataan kapal
kapal untuk penangkap
perikan- melakukan ikan
an dan pendataan sesuai
3) Rencana ikan hasil dengan
operasi- tangkapan ketentuan
onal dan peraturan
b. Surat . Menyampai- per-
undang-
pernyataan kan laporan :
. . undangan
mengenai kegiatan mengenai
Pemilik usaha Pemerin-
Manfaat, tahan
untuk Aceh) dan

SK No 122600 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
1.A.49
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan

(1) (2) (3) 4 (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)

badan 2. Daerah

hukum penang-

. Pakta kapan
integritas ikan pada
dari orang g;lzl’lpnz RI
orangan jauh 12

(dua belas)
atau mil laut di
penang- wilayah
gung jawab adminis-
badan trasi
hukum provinsi

. Pas foto yang ber-
orang sangkutan
perse-
orangan
atau
penang-
gung jawab
badan
hukum
terbaru
berwarna

SK No 122601 C




REPUBLIK INDONESIA

4

PRESIDEN

1.LA.50

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

4)

(5)

(6)

(7)

(8)

%)

(10)

(11)

(12)

(13)

e. Specimen
tanda
tangan
orang
perse-
orangan
atau
penang-
gung jawab
badan
hukum
dan

f. Surat
pernyataan
bermeterai
cukup atas
kebenaran
data dan
informasi
yang
disampai-
kan dari
orang
perse-

SK No 122602 C
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PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

[.LA.51

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

orangan
atau
penang-
gung jawab
badan
hukum
dan

2. Membayar

Penerimaan
Negara Bukan
Pajak atas
pemanfaatan
sumber daya
alam
perikanan
sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan

- Kecil
- Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan 1.

Izin

Menyampai-
kan
permohonan

4 Hari

1. Merealisasi-
kan kapal
penangkap

Kapal pe-
nangkap
ikan ber-
ukuran di

Menteri/
Kepala
Badan

SK No 122603 C




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.52
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) %) (10) (11) (12) (13)
- Besar dengan ikan, paling atas 5
melampirkan: lambat 2 (dua) (lima) GT
a. Rencana tahun dan

usaha, . Memiliki Daerah

yang Surat Izin penang-

memuat: Penangkapan kapan

1) Rencana Ikan ikan pada
. . . WPPNRI
investasi . Memberikan di atas 12

2) Rencana akses kepada (dua
peng- petugas belas) mil
adaan pendataan laut
kapal untuk dan/atau
perikan- melakukan laut lepas
an dan pendataan

3) Rencana ikan hasil
operasi- tangkapan
onal dan

b. Surat . Menyampai-

pernyataan kan laporan

mengenai kegiatan

Pemilik usaha

Manfaat,

untuk

SK No 122604 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.53

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

9)

(10)

(11)

(12)

(13)

badan
hukum

c. Pakta
integritas
dari orang
perse-
orangan
atau
penang-
gung jawab
badan
hukum

d. Pas foto
orang
perse-
orangan
atau
penang-
gung jawab
badan
hukum
terbaru
berwarna

SK No 122605 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.54

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

e. Specimen
tanda
tangan
orang
perse-
orangan
atau
penang-
gung jawab
badan
hukum
dan

f. Surat
pernyataan
bermeterai
cukup atas
kebenaran
data dan
informasi
yang -
disampali-
kan dari
orang
perse-

SK No 122606 C




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[LA.55

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Perizinan
Berusaha

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(8)

(4)

(5) (6) (7) (8)

9)

(10)

(11)

(12)

(13)

orangan
atau
penang-
gung jawab
badan
hukum
2. Membayar
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak atas
pemanfaatan
sumber daya
alam
perikanan
sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan

03117

Penang-
kapan
Coelen-
terata di
Laut

Kelompok
ini
mencakup
usaha atau
kegiatan

NIB dan -
Sertifikat
Standar

Mikro Menengah

Rendah

Otomatis

Bagi yang
menggunakan

kapal penangkap

ikan:

- Tanda
Daftar
Kegiatan
Penang-
kapan

. Kapal

penangkap
ikan
berukuran
sampai

Gubernur

SK No 122607 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.56
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) 9 (10) (11) (12) (13)
Penang- 1. Memiliki Ikan di dengan 5
kapan ikan Buku Kapal Kawa- (lima) GT
coelentera- Perikanan san atau tidak
te seperti 2. Memiliki Konser- mengguna
anemone Persetujuan vasi kan kapal
laut, polip, Berlayar - Sgrat penangkap
ubur-ubur Izin ikan dan
dan 3. Melaporkan Penang- . Daerah pe-
. . g P
lainnya di ikan hasil kapan nangkap-
laut, muara tangkapan Ikan an ikan
sungai, 4. Memenuhi pada
laguna dan ketentuan WPPNRI
tempat lain terkait paling
yang pengawakan jauh 12
dipenga- kapal (dua belas)
ruhi perikanan mil laut di
pasang sesuai wilayah
surut ketentuan adminis-
peraturan tra51. .
perundang- provinsi
yang ber-
undangan
sangkutan
dan L dan/atau
5. Memiliki di atas 12
Tanda Daftar (dua belas)
Kegiatan mil laut

SK No 122608 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.57
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4 (S) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)

Penangkapan
lkan di
Kawasan
Konservasi,
bagi yang
melakukan
Penangkapan
ikan di
kawasan
konservasi

Bagi yang tidak

menggunakan

kapal penangkap

ikan:

1. Melaporkan
ikan hasil
tangkapan
dan

2. Menyampai-
kan informasi:

SK No 122609 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.58
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) {11) (12) (13)
a. Daerah
Penang-
kapan ikan
dan
b. Alat
Penang-
kapan ikan
- Kecil Tinggi NIB dan 1. Menyampai- 7 Hari . Merealisasi- . Kapal pe- Gubernur
- Mene- Izin kan kan kapal nangkap
ngah permohonan penangkap ikan ber-
- Besar dengan ikan, paling ukuran di
melampirkan: lambat 2 (dua) atas 5
a. Rencana tahun (lima) (?’T
usaha, . Memiliki sampal
. dengan 30
yang Surat Izin (tiga
memuat: Penangkapan puluh) GT
1) Rencana Tkan (Khusus
investasi . Memberikan Provinsi
2) Rencana akses kepada Aceh
peng- petugas ukuran
adaan pendataan kapal
kapal untuk penangkap
melakukan ikan )
sesuai

SK No 122610 C




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.59
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
perikan- pendataan dengan
an dan ikan hasil ketentuan
3) Rencana tangkapan peraturan
operasi- dan per-
onal 4. Menyampai- undang-
b. Surat kan laporan undangap
pernyataan kegiatan mengenai
. Pemerin-
mengenai usaha tahan
Pemilik Aceh) dan
Manfaat, . Daerah pe-
untuk nangkap-
badan an ikan
hukum pada
c. Pakta WPPNRI
integritas paling
dari orang jauh 12
perse- {dua belas)
orangan mil laut di
atau wilayah
penang- adn‘gms-
. trasi
gung jawab provinsi
badan yang ber-
hukum sangkutan

SK No 122611 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.60

No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ‘8 9) (10) (11) (12) (13)

d. Pas foto
orang
perse-
orangan
atau
penang-
gung jawab
badan
hukum
terbaru
berwarna

e. Specimen
tanda
tangan
orang
perse-
orangan
atau
penang-
gung jawab
badan
hukum
dan

SK No 122612 C



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

[.LA.61

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(8)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

f. Surat
pernyataan
bermeterai
cukup atas
kebenaran
data dan
informasi
yang
disampai-
kan dari
orang
perse-
orangan
atau
penang-
gung jawab
badan
hukum
dan

2. Membayar

Penerimaan

Negara Bukan

Pajak atas

pemanfaatan

SK No 122613 C




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.62
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7 (8) (9) (10) (11) (12) (13)
sumber daya
alam
perikanan
sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
8 03118 | Penang- Kelompok Mikro Menengah | NIB dan - Otomatis Bagi yang - Tanda . Kapal pe- Gubernur
kapan ini Rendah Sertifikat menggunakan Daftar nangkap
Ikan Hias | mencakup Standar kapal penangkap Kegiatan ikan
Laut Esaha atau ikan: Penang- beruku_ran
eglatan ey sampail
Peglang- 1. Memiliki ﬁj‘pag dengl;m 5
kapan/ Buku Kapal an d (lima) GT
pengambil- Perikanan Kawa- atau tidak
an ikan 2. Memiliki san meng-
hias laut, Persetujuan Konser- gunakan
seperti Berlayar vasl kapal
kuda laut 3. Melaporkan - Surat penangkap
(hippo- ikan hasil Izin ikan dan
campus), tangkapan Penang- . Daerah pe-
angel fish, 4. Memenuhi nangkap-
clown fish, ketentuan an ikan

SK No 122614 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.63
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

lion fish, terkait kapan pada
ikan sekar pengawakan Ikan WPPNRI
taji layar kapal paling
lurik, ikan perikanan jauh 12
buntel sesuai (dua belas)
pasir, ikan ketentuan mil laut di
kalong, dan wilayah
. . peraturan ..
ikan hias adminis-
lainnya di perundang- trasi
laut, muara undangan provinsi
sungai, dan yang ber-
laguna, . Memiliki sangkutan
dan tempat Tanda Daftar dan/atau
lain yang Kegiatan di atas 12
dipenga- Penangkapan (dua belas)
ruhi Ikan di mil laut
pasang Kawasan
surut Konservasi,

bagi yang

melakukan

Penangkapan

ikan di

kawasan

konservasi

SK No 122615C




ol
oy
&

] ]
%,

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[LA.64

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Perizinan
Berusaha

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Jangka
Waktu
Penerbitan

Persyaratan Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

4)

(S) (6) (7) (8) (9) (10)

(11)

(12)

(13)

Bagi yang tidak
menggunakan
kapal penangkap
ikan:

1. Melaporkan
ikan hasil
tangkapan
dan
2. Menyampai-
kan informasi:
a. Daerah
Penang-
kapan ikan
dan

b. Alat
Penang-
kapan ikan

- Kecil
- Mene-
ngah
- Besar

Tinggi

NIB dan
Izin

1.

Menyampai-
kan
permohonan

7 Hari

. Merealisasi-

kan kapal
penangkap
ikan, paling

. Kapal pe-
nangkap
ikan ber-
ukuran di
atas 5

Gubernur

SK No 122616 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.65
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
dengan lambat 2 (dua) (lima) GT
melampirkan: tahun sampai
a. Rencana . Memiliki dengan
usaha, Surat Izin 30 (tiga
yang Penangkapan puluh) GT
memuat: Ikan gilg‘tll:;s
1) Rencana . Memberikan Aceh
investasi akses kepada ukuran
2) Rencana petugas kapal
peng- pendataan penang-
adaan untuk kap ikan
kapal melakukan sesuai
perikan- pendataan dengan
an dan ikan hasil ketentuan
3) Rencana tangkapan peraturan
operasi- dan per-
onal . Menyampai- undang-
b. Surat kan laporan ;Ziazgi?
pernyatagn kegiatan Pemgrin-
mengenai usaha tahan
Pemilik Aceh)
Manfaat, dan
untuk 2. Daerah
penang-

SK No 122617 C




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.66
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
badan kapan
hukum ikan pada
c. Pakta WPPNRI
integritas paling
dari orang -'(3’:2 12
g farlieg;n belas) ‘mil
laut di
atau wilayah
penang- adminis-
gung jawab trasi
badan provinsi
hukum yang ber-
d. Pas foto sangkut-
orang an
perse-
orangan
atau
penang-
gung jawab
badan
hukum
terbaru
berwarna

SK No 122618 C




&
%,

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[LA.67

No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan

(1) (2) (38) 4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

e. Specimen
tanda
tangan
orang
perse-
orangan
atau
penang-
gung jawab
badan
hukum
dan

f. Surat
pernyataan
bermeterai
cukup atas
kebenaran
data dan
informasi
yang
disampai-
kan dari
orang
perse-

SK No 122619 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[LA.68

No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan

(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

orangan
atau
penang-
gung jawab
badan
hukum
dan
2. Membayar
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak atas
pemanfaatan
sumber daya
alam
perikanan
sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan

9 03119 | Penang- Kelompok Mikro Menengah | NIB dan - Otomatis Bagi yang - Tanda 1. Kapal pe- | Gubernur
kapan ini Rendah Sertifikat menggunakan Daftar nangkap
Biota Air | mencakup Standar Kegiatan ikan ber-
usaha atau ukuran

SK No 122620 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.69
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4 (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
Lainnya kegiatan kapal penangkap Penang- sampai
di Laut Penang- ikan: kapan dengan 5
s i lim T
l;:ﬁzgni?n 1. Memiliki E(:;lac_h iltalf )tiiak
pulan biota Buku Kapal san meng-
Perikanan
laut A Konser- gunakan
lainnya 2. Memiliki . kapal pe-
seperti Persetujuan Zasx nangkap
cacing laut, Berlayar - Surat ikan dan
siput laut 3. Melaporkan Izin Daerah
di laut, ikan hasil Penang- penang-
muara tangkapan kapan kapan
sungai, 4. Memenuhi Ikan ikan pada
laguna, ketentuan WPPNRI
da}n tempat terkait pahng
lain yang jauh 12
. pengawakan
dipengaru- (dua
hi pasang kapal belas) mil
surut perikanan laut di
sesuai wilayah
ketentuan adminis-
peraturan trasi
perundang- provinsi
undangan yang ber-
dan sangkut-
an

SK No 122621 C




Bagi yang tidak
menggunakan
kapal penangkap
ikan:

1. Melaporkan

ikan hasil
tangkapan
dan

)
0
1
%
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
ILA.70
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI1 Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4 (5) (6) {7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

. Memiliki dan/atau
Tanda Daftar di atas 12
Kegiatan (dua
Penangkapan belas) mil
Ikan di laut
Kawasan
Konservasi,
bagi yang
melakukan
Penangkapan
ikan di
kawasan
konservasi

SK No 122622 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.71
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
. Menyampai-
kan informasi:
a. Daerah
Penang-
kapan ikan
dan
b. Alat
Penang-
kapan ikan
- Kecil Tinggi NIB dan 1. Menyampai- 7 Hari . Merealisasi- . Kapal Gubernur
- Mene- Izin kan kan kapal penangkap
ngah permohonan penangkap ikan
- Besar dengan ikan, paling bgrukuran
melampirkan: lambat 2 (dua) diatas 5
a. Rencana tahun (lima) .GT
usaha, . Memiliki sampai
. dengan 30
yang Surat Izin (tiga puluh)
memuat: Penangkapan GT
1) Rencana Ikan (khusus
investasi . Memberikan Provinsi
2) Rencana akses kepada Aceh
peng- petugas ukuran
adaan pendataan kapal
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.72
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
kapal untuk penang-
perikan- melakukan kap ikan
an dan pendataan sesuai
3) Rencana ikan hasil dengan
operasi- tangkapan ketentuan
onal dan peraturan
b. Surat . Menyampai- per-
undang-
pernyataan kan laporan
- . undangan
mengenai kegiatan mengenai
Pemilik usaha Pemerin-
Manfaat, tahan
untuk Aceh) dan
badan . Daerah pe-
hukum nangkapan
c. Pakta ikan pada
integritas WPPNRI
dari orang paling jauh
perse- 12 (dua .
orangan belas) .mll
laut di
atau .
wilayah
penang- adminis-
gung jawab trasi
badan provinsi
hukum
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PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

[.LA.73

No

Kode
KBLI1

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

9)

(10)

(11)

(12)

(13)

d. Pas foto
orang
perse-
orangan
atau
penang-
gung jawab
badan
hukum
terbaru
berwarna

e. Specimen
tanda
tangan
orang
perse-
orangan
atau
penang-
gung jawab
badan
hukum
dan

yang ber-
sangkutan
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PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

[LA.74

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Perizinan
Berusaha

Skala
Usaha

Tingkat Persyaratan

Risiko

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(S) (6) (7) (8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

f. Surat
pernyataan
bermeterai
cukup atas
kebenaran
data dan
informasi
yang
disampaik
an dari
orang
perse-
orangan
atau
penang-
gung jawab
badan
hukum

2. Membayar

Penerimaan

Negara Bukan

Pajak atas

pemanfaatan

sumber daya
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.75
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
alam
perikanan
sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
10 03121 | Penang- Kelompok Mikro Menengah | NIB dan - Otomatis Bagi yang - Pelaku usaha | Bupati/
kapan ini Rendah Sertifikat menggunakan berdomisili di | Wali Kota
Pisces/ mencakup Standar kapal penangkap wilayah
Ikan usaha atau ikan: administrasi
Bersirip kegiatan 1. Memiliki kabupaten/
di Penang- Buku Kapal kota yang
Perairan kapan Perikanan bersangkut-
Darat pisces/ikan 2. Melaporkan an
bersirip air ikan hasil
tawar
k
menangkap tangkapan
jenis ikan
betok,
Zepgli, bilih, Bagi yang tidak
€pIX, hek menggunakan
genggenex, kapal penangkap
kancera, ikan:
kendia, )
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toman, lele,

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
LLA.76
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4] (5) (6) (7) (8) 9 (10) (11) (12) (13)
lalang, . Melaporkan
mas, lukas, ikan hasil
repang, tangkapan
lampan, dan
tawes, . Menyampai-
seren, kan informasi:
tontong a. Daerah
tebu,
tambakan, Penang:-
tempe, kapan ikan
sumpit, dan
sepat rawa, b. Alat
berukung, Penang-
jelawat, kapan ikan
parang,
teri,
bentilak,
lais, sepat
siam,
betutu,
gurame,
sidat,
baung,
keting,
gabus,
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PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

LA.77

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

4)

(S)

(6)

(7)

(8)

9)

(10)

(11)

(12)

(13)

hampal,
lalawak,
nilem,
semah,
silih,
belida,
siluk/arwa
na, patin,
lempuk,
mujair,
nila, ikan
bersirip,
beunteur,
koan, di
perairan
darat,
seperti di
danau,
sungai,
waduk,
rawa dan
genangan
air lainnya
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.78
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
11 03122 | Penang- Kelompok Mikro Menengah | NIB dan - Otomatis Bagi yang - Pelaku usaha | Bupati/
kapan ini Rendah Sertifikat menggunakan berdomisili di | Wali Kota
Crusta- mencakup Standar kapal penangkap wilayah
cea di usaha atau ikan: administrasi
Perairan kegiatan 1. Melaporkan kabupaten/
Darat Penangkap ikan hasil kota yang
an Crusta- tangkapan bersangkut-
cea air 2. Memiliki an
tawar, Buku Kapal
seperti Perikanan
udang
grago
(Athya
spp), udang Bagi yang tidak
galah menggunakan
(Macrobrac kapal penangkap
hlum~ rosen- ikan:
bergi, 1. Melaporkan
udang ikan hasil
tawar tangk n
(Palaemon grapa
spp), dll di dan '
perairan 2. Menyampai-
darat, kan informasi:
seperti di a. Daerah
danau, Penang-
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.79
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) 9) (10} (11) (12) (13)
sungai, kapan ikan
waduk, dan
rawa dan b. Alat
genangan Penang-
air lainnya kapan ikan
12 03123 | Penang- Kelompok Mikro Menengah | NIB dan - Otomatis Bagi yang - Pelaku usaha | Bupati/
kapan ini Rendah Sertifikat menggunakan berdomisili di | Wali Kota
Mollusca | mencakup Standar kapal penangkap wilayah
di usaha atau ikan: administrasi
Perairan kegiatan 1. Melaporkan kabupaten/
Darat Penang- ikan hasil kota yang
kapan tangkapan bersangkut-
mollusca 2. Memiliki an
air tawar Buku Kapal
seperti Perikanan
remis
(Meretrix-
spp), siput
(Ph]lalar.xka Bagi yang tidak
sp) d,n di menggunakan
perairan kapal penangkap
darat, ikan:
seperti di
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
1.LA.80
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
danau, 1. Melaporkan
sungai, ikan hasil
waduk, tangkapan
rawa dan dan
genangan 2. Menyampai-
air lainnya kan informasi:
a. Daerah
Penang-
kapan ikan
dan
b. Alat
Penang-
kapan ikan
13 03124 | Penang- Kelompok Mikro Menengah | NIB dan - Otomatis | Bagi yang - Pelaku usaha | Bupati/
kapan/ ini Rendah Sertifikat menggunakan berdomisili di | Wali Kota
pengam- | mencakup Standar kapal penangkap wilayah
bilan usaha atau ikan: administrasi
Tumbuh- | kegiatan 1. Melaporkan kabupaten/
an Airdi | Penang- ikan hasil kota yang
Perairan kapan/ tangkapan bersangkut-
Darat pengambil- an
an semua
jenis
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.81
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) 9 (10) (11) (12) (13)
tumbuhan 2. Memiliki
air, seperti Buku Kapal
ganggang, Perikanan
eceng
gondok,
lumut, dan
tumbuhan Bagi yang tidak
hias di menggunakan
perairan kapal penangkap
darat ikan:
seperti di 1. Melaporkan
danau, ikan hasil
sungait, tangkapan
waduk, dan
rawa, dan 2. Men .

. yampai
genangan kan informasi:
air lainnya

a. Daerah
Penang-
kapan ikan
dan

b. Alat
Penang-
kapan ikan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.82
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
14 03125 | Penang- Kelompok Mikro Menengah | NIB dan - Otomatis | Bagi yang - Pelaku usaha | Bupati/
kapan/ ini Rendah Sertifikat menggunakan berdomisili di | Wali Kota
pengam- | mencakup Standar kapal penangkap wilayah
bilan usaha atau ikan: administrasi
Induk/ kegiatan 1. Melaporkan kabupaten/
Benih Penang- ikan hasil kota yang
Ikan di kapan tangkapan bersangkut-
Perairan | induk/ 2. Memiliki an
Darat benih ikan Buku Kapal
sidat, Perikanan
arwana,
baung: di
perairan
darat . Bagi yang tidak
seperti di menggunakan
danau., kapal penangkap
sungai, ikan:
wadu]r((i 1. Melaporkan
;2‘:::;@:: ikan hasil
air lainnya :iangkapan
an

2. Menyampai-

kan informasi:

a. Daerah
Penang-
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.83
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
kapan ikan
dan
b. Alat
Penang-
kapan ikan
15 03126 | Penang- Kelompok Mikro Menengah | NIB dan - Otomatis | Bagi yang - Pelaku usaha | Bupati/
kapan ini Rendah Sertifikat menggunakan berdomisili di | Wali Kota
Ikan Hias | mencakup Standar kapal penangkap wilayah
di usaha atau ikan: administrasi
Perairan kegiatan 1. Melaporkan kabupaten/
Darat Penangkap ikan hasil kota yang
an ikan tangkapan bersangkut-
hias di 2. Memiliki an
perairan Buku Kapal
darat . Perikanan
seperti di
danau,
sungai,
waduk, Bagi yang tidak
| rawa, dan menggunakan
genangan kapal penangkap
air lainnya, ikan:
seperti kan 1. Melaporkan
ikan hasil
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
1.A.84
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) {10) (11) (12) (13)
pelangi dan tangkapan
botia dan
2. Menyampai-
kan informasi:
a. Daerah
Penang-
kapan ikan
dan
b. Alat
Penang-
kapan ikan
16 03129 | Penangka | Kelompok Mikro Menengah | NIB dan - Otomatis Bagi yang - Pelaku usaha | Bupati/
pan Biota | ini Rendah Sertifikat menggunakan berdomisili di | Wali Kota
Air mencakup Standar kapal penangkap wilayah
Lainnya usaha atau ikan: administrasi
di kegiatan 1. Melaporkan kabupaten/
Perairan Penang- ikan hasil kota yang
Darat kapan/ tangkapan bersangkut-
pengambil- 2. Memiliki an
an hewan Buku Kapal
a.tau biota Perikanan
air tawar
seperti
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Bagi yang tidak
menggunakan
kapal penangkap
ikan:

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.85
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) 9 (10) (11) (12) (13)
katak, 3. Menyampai-
bulus, labi- kan informasi:
labi, belut,
dan a. Daerah
lainnya di Penang-
perairan kapan ikan
darat b. Alat
seperti di Penang-
danau, kapan ikan
sungai, c. Pelabuhan
waduk, pangkalan
rawa, dan atau sentra
genangan nelayan
air lainnya dan
d. Ukuran

kapal

penang-

kap ikan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.LA.86

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(8)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

. Melaporkan

ikan hasil
tangkapan
dan

. Menyampai-

kan informasi:

a. Daerah
Penang-
kapan ikan
dan

b. Alat
Penang-
kapan ikan

17

03133

Jasa
Pasca
Panen
Penang-
kapan
Ikan di
Laut

Seluruh

- Mikro
- Kecil

Rendah

NIB

Otomatis

1.

Menerapkan
sistemn
jaminan
mutu dan
keamanan
hasil
perikanan
Menerapkan
cara
distribusi

Sertifikat
Penerap-

an Distri-
busi Ikan

Seluruh

Bupati/
Wali Kota

SK No 122638 C




=
'3
w
"} j
ﬂ‘ﬂ ‘ 4

sejak
diterbitkan
dan

. Laporan

kegiatan

usaha setiap 6

(enam) bulan

sekali,

meliputi:

a. Jenis dan
kapasitas

sarana dan

prasarana

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.87
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
ikan yang
baik dan
Laporan
kegiatan
usaha
- Mene- Menengah | NIB dan 1. Memiliki Serti- Seluruh Gubernur
ngah Rendah Sertifikat fikat pene- PMDN
- Besar Standar rapan distri-
busi ikan Seluruh Menteri/
paling lama 1 Kepala
(satu) tahun Badan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.88

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(8)

9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(1) (2) (8) (4) (5) (6) (7)

b. Perkem-
bangan
omzet dan
aset

c. Penggu-
naan
tenaga
kerja yang
meliputi
asal tenaga
kerja,
status
tenaga
kerja, dan
jenis
kelamin
tenaga
kerja serta
jumlah
hari kerja
tenaga
kerja dan

d. Wilayah
distribusi
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.89
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7} (8) 9 (10) (11) (12) (13)
dan mitra
usaha
18 03143 | Jasa Seluruh - Mikro Rendah NIB - Otomatis 1. Menerapkan Sertifikat | Seluruh Bupati/
Pasca - Kecil sistem jami- Penerap- Wali Kota
Panen nan mutu dan | an Distri-
Penang- keamanan busi Ikan
kapan hasil per-
Ikan di ikanan
Perairan 2. Menerapkan
Darat cara distribusi
ikan yang
baik dan
3. Laporan
kegiatan
usaha
- Mene- Menengah | NIB dan 1. Memiliki Serti- Seluruh Gubernur
ngah Rendah Sertifikat fikat pene- PMDN
- Besar Standar rapan distri- )
busi ikan Seluruh Menteri/
paling lama 1 Kepala
(satu) tahun Badan
sejak
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.90

No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan

(1) (2) (3 (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

diterbitkan
dan

2. Laporan
kegiatan

usaha setiap 6

(enam) bulan

sekalli,

meliputi:

a. Jenis dan
kapasitas
sarana dan
prasarana

b. Perkem-
bangan
omzet dan
aset

c. Pengguna-
an tenaga
kerja yang
meliputi
asal tenaga
kerja, sta-
tus tenaga
kerja, dan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA91
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) {(7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
jenis
kelamin
tenaga
kerja serta
jumlah
hari kerja
tenaga
kerja dan
d. Wilayah
distribusi
dan mitra
usaha
19 03151 | Penang- Kelompok Seluruh Tinggi NIB dan 1. Permohonan 17 Hari 1. Membayar - Seluruh Menteri/Kepa
kapan/ ini Izin Surat Izin Penerimaan la Badan
peng- mencakup Pemanfaatan Negara Bukan
ambilan usaha atau Jenis Ikan Pajak atas
Ikan kegiatan (SIPJ]) yang sesuai dengan
Bersirip pemanfaat- Dilindungi ketentuan
(Pisces) an jenis dan/atau peraturan
yang di- %kan taksa Termasuk perundang-
lindungi ikan undangan
dan/atau | bersirip kedalam 2. Menyampai-
Terma- (Pisces) Appendiks kan laporan
suk yang CITES Hasil stok dan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.92
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) {7) (8) 9 (10) (11) (12) (13)

dalam dilindungi Pengambilan/ realisasi

Appen- dan/atau Penangkapan pemanfaatan

diks Appendiks dari Alam secara berkala

CITES CITES . Proposal/ . Menyampai-
sesuali dokumen kan usulan
ketentuan _ Berita acara kuota ekspor
perlindung- verifikasi . Menyampai-
annya, | kan usulan
yang hidup apangan kuota
di perairan - Bukti pengambilan/
laut, pembgy aran Penangkapan
perairan Penerimaan . Menyiapkan
tawar dan Negara Bukan sarana dan
perairan Pajak prasarana
payau pendukung
untuk sesuai dengan
kegiatan jenis kegiatan
penelitian pemanfaatan
dan . Menyiapkan
pengemba- sumber daya
ngan manusia
komersial, sesuai dengan
pengem- jenis kegiatan
bang- pemanfaatan
biakan, . Menyiapkan
perdagang- dan

SK No 122644 C




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1.LA.93
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (S) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)

an dalam mengarsipkan
negeri, dokumen
perdagang- legalitas asal
an luar usul kepemi-
negeri, dan likan jenis
aquaria ikan yang
hasil dari akan
kegiatan dimanfaatkan
Penang- 8. Menyiapkan
kapan dokumen
Contoh angkut
ikan berupa Surat
bersirip Angkut Jenis
yang Ikan Dalam
termasuk Negeri (SAJI-
kelompok DN) dalam hal
ini: Ikan akan
Napoleon, melakukan
Ikan kegiatan
Capungan pengangkutan
Banggali, ’ antar wilayah
Ikan Hiu provinsi
Lanjaman, 9. Menyiapkan
Ikan Hiu dokumen
Martil, dan angkut

berupa Surat
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.94
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) {10) (11) (12) (13)
Ikan Pari Angkut Jenis
Mobula Ikan Luar
Kelompok Negeri (SAJI-
ini tidak LN) dalam hal
mencakup akan
Penang- melakukan
kapan pengangkutan
untuk ke luar negeri
tujuan (ekspor)
perdagang- 10.Menerapkan
an jenis ketentuan
ikan tentang
bersirip Animal
yang Welfare dalam
dilindungi hal
penuh, melakukan
dilarang kegiatan
peredaran- pemeliharaan
nya dan
berdasar- pengangkut-
kan an ikan hidup
regulasi dan
nasional 11.Mematuhi
dan/atau ketentuan
tercantum tentang status
dalam perlindungan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.95
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) 3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
daftar dan
Appendiks 1 pemanfaatan
CITES, jenis ikan
seperti yang
Ikan dilindungi
Arwana dan/atau
Merah dan jenis ikan
Ikan Pari yang
Gergaji tercantum
dalam
Appendiks
CITES
20 03152 | Penang- Kelompok Seluruh Tinggi NIB dan 1. Permohonan 17 Hari . Membayar - Seluruh Menteri/
kapan/ ini 1zin Surat Izin Penerimaan Kepala
pengam- | mencakup Pemanfaatan Negara Bukan Badan
bilan usaha atau Jenis Ikan Pajak atas
Crusta- kegiatan (SIPJI) yang sesuai dengan
cea yang perqan_faat- Dilindungi ketentuan
di- an jenis d peraturan
. . . an/atau
lindungi ikan taksa perundang-
dan/atau | Crustacea Termasuk ~undangan
Terma- yang kedalam . Menyampai-
suk dilindungi Appendiks kan laporan
dalam dan/atau CITES Hasil stok dan
Appen- Appendiks Pengambilan/ realisasi
CITES
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.96
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)

diks sesuai Penangkapan pemanfaatan

CITES ketentuan dari Alam secara berkala
per- 2. Proposal/ . Menyampai-
lindungan- dokumen kan usulan
nya, yang 3. Berita acara kuota ekspor
hidup di verifikasi . Menyampai-
perairan lapangan dan kan usulan
laut, : kuota
perairan 4. Bukt pengambilan/
tawar dan pembayaran penangkapan
perairan Penerimaan . Menyiapkan
payau Negara Bukan sarana dan
untuk Pajak prasarana
kegiatan pendukung
penelitian sesuai dengan
dan jenis kegiatan
pengem- pemanfaatan
bangan . Menyiapkan
komersial, sumber daya
pengem- manusia
bang- sesuai dengan
biakan, jenis kegiatan
perdagang- pemanfaatan
an dalam . Menyiapkan
negeri, dan
perdagang- mengarsip-
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.97
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
an luar kan dokumen
negeri, legalitas asal
aquaria, usul
hasil dari kepemilikan
kegiatan jenis ikan
Penang- yang akan
kapan dimanfaatkan
Kelompok . Menyiapkan
ini tidak dokumen
mencakup angkut
Penangkap berupa Surat
an jenis Angkut Jenis
ikan taksa Ikan Dalam
Crustacea Negeri (SAJI-
yang DN) dalam hal
dilindungi akan
penuh, melakukan
dilarang kegiatan
peredaran- pengangkut-
nya an antar
berdasar- wilayah
kan provinsi
regulasi . Menyiapkan
nasional dokumen
dan/atau angkut
tercantum berupa Surat
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hal melaku-
kan kegiatan
pemeliharaan
dan pengang-
kutan ikan
hidup dan
11.Mematuhi
ketentuan
tentang status
perlindungan
dan pemanfa-
atan jenis

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.98
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) (9 (10) (11) (12) (13)
dalam Angkut Jenis
daftar Ikan Luar
Appendiks 1 Negeri (SAJI-
CITES, LN) dalam hal
seperti akan
Tachypleus melakukan
gigas, pengangkut-
Tachypleus an ke luar
tridentatus negeri (ekspor)
dan 10.Menerapkan
Carcinoscor ketentuan
pius tentang
rotundi- Animal
cauda Welfare dalam
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.99
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
ikan yang
dilindungi
dan/atau
jenis ikan
yang tercan-
tum dalam
Appendiks
CITES
21 03153 | Penang- Kelompok Seluruh Tinggi NIB dan 1. Permohonan 17 Hari . Membayar - Seluruh Menteri/
kapan/ ini Izin Surat Izin Penerimaan Kepala
pengam- | mencakup Pemanfaatan Negara Bukan Badan
bilan usaha atau Jenis lkan Pajak atas
Mollusca | kegiatan (SIPJI) yang sesuai dengan
yang di- pemanfaat- Dilindungi ketentuan
lindungi an jenis dan/atau peraturan
dan/atau | ikan taksa Termasuk perundang-
Terma- Mollusca kedalam undangan
suk yang Appendiks . Menyampai-
dalam dilindungi CITES Hasil kan laporan
Appen- dan/atau Pengambilan/ stok dan
diks Appendiks Penangkapan realisasi
CITES CITES dari alam pemanfaatan
sesuai 2. Proposal/ secara berkala
ketentuan dokumen . Menyampai-
perlindung kan usulan
annya, kuota ekspor
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.100
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9 (10) (11) (12) (13)
yang hidup 3. Berita acara . Menyampai-
di perairan verifikasi kan usulan
laut, lapangan dan kuota
perairan 4. Bukti pengambilan/
tawar dan pembayaran penangkapan
perairan Penerimaan . Menyiapkan
payau Negara Bukan sarana dan
untuk Pajak prasarana
kegiatan pendukung
penelitian sesuai dengan
dan jenis kegiatan
pengem- pemanfaatan
bangan . Menyiapkan
komersial, sumber daya
pengem- manusia
bang- sesuai dengan
biakan, jenis kegiatan
perdagang- pemanfaatan
an dalam . Menyiapkan
negeri, dan
perdagang- mengarsipkan
an luar dokumen
negeri, legalitas asal
aquaria usul kepemi-
hasil dari likan jenis
kegiatan ikan yang
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.101
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Penang- akan
kapan dimanfaatkan
Contoh . Menyiapkan
Mollusca dokumen
yang angkut
masuk berupa Surat
dalam Angkut Jenis
kelompok Ikan Dalam
ini: Negeri (SAJI-
Tridacna DN) dalam hal
spp , akan
(Kima) dan melakukan
Strombus kegiatan
gigas pengangkut-
(Keong an antar
Ratu) wilayah
Kelompok provinsi
ini tidak . Menyiapkan
mencakup dokumen
Penang- angkut
kapan berupa Surat
untuk Angkut Jenis
tujuan Ikan Luar
perdagang- Negeri (SAJI-
an jenis LN) dalam hal
ikan taksa akan melaku-
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.102
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4 (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
Mollusca kan peng-
yang angkutan ke
dilindungi luar negeri
penuh, (ekspor)
dilarang 10.Menerapkan
peredaran- ketentuan
nya tentang
berdasar- Animal
kan Welfare dalam
regulasi hal
nasional melakukan
dan/atau kegiatan
tercantum pemeliharaan
dalam dan pengang-
daftar kutan ikan
Appendiks | hidup dan
CITES, 11.Mematuhi
seperti: ketentuan
Nautilus tentang status
spp, Hip- perlindungan
popus dan pemanfa-
hippopus, atan jenis
Hippopus ikan yang
porcella- dilindungi
nus, Cassis dan/atau
cormuta jenis ikan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.103
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
dan yang tercan-
Charonia tum dalam
tritonis Appendiks
CITES
22 03154 | Penang- Kelompok Seluruh Tinggi NIB dan 1. Permohonan 17 Hari . Membayar - Seluruh Menteri/
kapan/ ini Izin Surat Izin Penerimaan Kepala
peng- mencakup Pemanfaatan Negara Bukan Badan
ambilan usaha atau Jenis Ikan Pajak atas
Coelente- | kegiatan (SIPJI) yang sesuai dengan
rata yang | pemanfaat- Dilindungi ketentuan
di- an dan/atau peraturan
lindungi Coelentera- Termasuk perundang-
dan/atau | ta yang kedalam undangan
Terma- dilindungi Appendiks . Menyampai-
suk dan/atau CITES Hasil kan laporan
dalam Appendiks Pengambilan/ stok dan
Appen- CITES Penangkapan realisasi
diks terbatas dari Alam pemanfaatan
CITES diluar 2. Proposal/ secara berkala
ketentuan dokumen . Menyampai-
perlindung 3. Berita acara kan usulan
annya verifikasi kuota ekspor
dan/atau lapangan dan . Menyampai-
yang 4. Bukti kan usulan
dibatasi pembayaran kuota
pemanfaat- Penerimaan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.104
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
annya Negara Bukan pengambilan/
sesuai Pajak Penangkapan
ketentuan . Menyiapkan
konvensi sarana dan
internasio- prasarana
nal yang pendukung
diratifikasi sesuai dengan
yang hidup jenis kegiatan
di habitat pemanfaatan
laut, . Menyiapkan
perairan sumber daya
tawar dan manusia
perairan sesuai dengan
payau jenis kegiatan
untuk pemanfaatan
kegiatan . Menyiapkan
penelitian dan
dan mengarsipkan
pengem- dokumen
bangan, legalitas asal
pengem- usul
bang- kepemilikan
biakan, jenis ikan
perdagang- yang akan
an dalam dimanfaatkan
negeri,
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
ILA.105
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter | Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
perdagang- 8. Menyiapkan
an luar dokumen
negeri, angkut
aquaria berupa Surat
hasil dari Angkut Jenis
kegiatan Ikan Dalam
Penang- Negeri (SAJI-
kapan DN) dalam hal
Daftar akan
Coelentera- melakukan
ta yang kegiatan
masuk pengangkutan
dalam antar wilayah
kelompok provinsi
ini dapat 9. Menyiapkan
mengalami dokumen
perubahan angkut
sesuai berupa Surat
dengan Angkut Jenis
perubahan lkan Luar
regulasi Negeri (SAJI-
dan/atau LN} dalam hal
keputusan akan
Konvensi melakukan
CITES pengangkutan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.106
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) S) 4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
Kelompok ke luar negeri
ini tidak (ekspor)
mencakup 10.Menerapkan
pengambil- ketentuan
an jenis tentang
Coelentera- Animal
ta yang Welfare dalam
dilindungi hal melaku-
penuh kan kegiatan
berdasar- pemeliharaan
kan dan
regulasi pengangkutan
nasional, ikan hidup
termasuk dan
dalam 11.Mematuhi
daftar ketentuan
Appendiks 1 tentang status
CITES perlindungan
dan/atau dan pemanfa-
dilarang atan jenis
Penang- ikan yang
kapan/ dilindungi
pengambil- dan/atau
annya jenis ikan
berdasar- yang
kan tercantum
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PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA
[LA.107
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) 38) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
kebijakan dalam
Pemerintah Appendiks
Contoh: CITES
karang
keras Ordo
Scleractinia
23 03155 | Penang- Kelompok Seluruh Tinggi NIB dan 1. Permohonan 17 Hari . Membayar - Seluruh Menteri/
kapan/ ini Izin Surat Izin Penerimaan Kepala
pengam- | mencakup Pemanfaatan Negara Bukan Badan
bilan usaha atau Jenis Ikan Pajak atas
Echino- kegiatan (SIPJI) yang sesuai dengan
dermata pemanfaat- Dilindungi ketentuan
yang di- an echino- dan/atau peraturan
lindungi dermata Termasuk perundang-
dan/atau | yang kedalam undangan
Terma- dilindungi Appendiks . Menyampai-
suk dan/atau CITES Hasil kan laporan
dalam Appendiks Pengambilan/ stok dan
Appen- CITES Penangkapan realisasi
diks terbatas dari Alam pemanfaatan
CITES diluar 2. Proposal/ secara berkala
ketentuan dokumen . Menyampai-
perlindung- 3. Berita acara kan usulan
annya verifikasi kuota ekspor
dan/atau lapangan dan . Menyampai-
yang kan usulan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.108
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4 (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
dibatasi 4. Bukti kuota
pemanfaat- pembayaran pengambilan/
annya Penerimaan penangkapan
sesuai Negara Bukan . Menyiapkan
ketentuan Pajak sarana dan
konvensi prasarana
internasio- pendukung
nal yang sesuai dengan
diratifikasi jenis kegiatan
yang hidup pemanfaatan
di habitat . Menyiapkan
laut, sumber daya
perairan manusia
tawar dan sesuai dengan
perairan jenis kegiatan
payau pemanfaatan
untuk . Menyiapkan
kegiatan dan
penclitian mengarsipkan
dan dokumen
pengem- legalitas asal
bangan, usul
pengem- kepemilikan
bangbia- jenis ikan
kan, yang akan
perdagang- dimanfaatkan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.109
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) 8) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
an dalam 8. Menyiapkan
negeri, dokumen
perdagang- angkut
an luar berupa Surat
negeri, Angkut Jenis
aquaria lkan Dalam
hasil dari Negeri (SAJI-
kegiatan DN) dalam hal
Penang- akan melaku-
kapan kan kegiatan
Contoh pengangkutan
Echinoder- antar wilayah
mata yang provinsi
masuk 9. Menyiapkan
dalam dokumen
kelompok angkut
ini: berupa Surat
Holothoria Angkut Jenis
fuscogilva, Ikan Luar
Holothuria Negeri (SAJI-
nobilis, dan _ LN) dalam hal
Holothuria akan
whitmaei melakukan
Kelompok pengangkutan
ini tidak ke luar negeri
mencakup (ekspor)
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.110
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (8) 4 (5) {6) (7) (8) 9 (10) (11) (12) (13)
pengambil- 10.Menerapkan
an jenis ketentuan
Echinoderm tentang
ata yang Animal
dilindungi Welfare dalam
penuh hal melaku-
berdasar- kan kegiatan
kan pemeliharaan
regulasi dan
nasional, pengangkutan
termasuk ikan hidup
dalam dan
daftar 11.Mematuhi
Appendiks ketentuan
CITES tentang status
dan/atau perlindungan
dilarang dan
Penang- pemanfaatan
kapan/ jenis ikan
pengambil- yang
annya dilindungi
berdasar- dan/atau
kan jenis ikan
kebijakan yang
Pemerintah tercantum
dalam
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.111
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) 9 (10) (11) (12) (13)
Appendiks
CITES
24 03156 | Penang- Kelompok Seluruh Tinggi NIB dan . Permohonan 17 Hari . Membayar - Seluruh Menteri/
kapan/ ini [zin Surat Izin Penerimaan Kepala
pengam- | mencakup Pemanfaatan Negara Bukan Badan
bilan usaha atau Jenis lkan Pajak atas
Amphibia | kegiatan (SIPJI) yang sesuai dengan
yang di- pemanfaat- Dilindungi ketentuan
lindungi an dan/atau peraturan
dan/atau | Amphibia Termasuk perundang-
Terma- yang kedalam undangan
suk dilindungi Appendiks . Menyampai-
dalam dan/atau CITES Hasil kan laporan
Appen- Appendiks Pengambilan/ stok dan
diks CITES Penangkapan realisasi
CITES terbatas dari Alam pemanfaatan
diluar . Proposal/ secara berkala
ketentuan dokumen . Menyampai-
perlindung . Berita acara kan usulan
annya verifikasi kuota ekspor
dan/atau lapangan dan . Menyampai-
yang . Bukti kan usulan
dibatasi pembayaran kuota
pemanfaat- Penerimaan pengambilan/
annya Negara Bukan penangkapan
sesuai Pajak
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.112
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) 9 (10) (11) (12) (13)
ketentuan . Menyiapkan
konvensi sarana dan
internasio- prasarana
nal yang pendukung
diratifikasi sesuai dengan
yang hidup jenis kegiatan
di habitat pemanfaatan
laut, . Menyiapkan
perairan sumber daya
tawar dan manusia
perairan sesuai dengan
payau jenis kegiatan
untuk pemanfaatan
kegiatan . Menyiapkan
penelitian dan
dan mengarsipkan
pengem- dokumen
bangan, legalitas asal
pengem- usul
bangbia- kepemilikan
kan, jenis ikan
perdagang- yang akan
an dalam dimanfaatkan
negert, . Menyiapkan
perdagang- dokumen
an luar angkut

SK No 122664 C




(o

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.113
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
negeri, berupa Surat
aquaria Angkut Jenis
hasil dari Ikan Dalam
kegiatan Negeri (SAJI-
Penang- DN) dalam hal
kapan akan
Contoh melakukan
Amphibia kegiatan
yang pengangkut-
masuk an antar
dalam wilayah
kelompok provinsi
ini: Amyda . Menyiapkan
cartiliginea dokumen
(Labi-Labi} angkut
dan Orlitia berupa Surat
borneensis Angkut Jenis
(Kura-Kura Ikan Luar
Sungai Negeri (SAJI-
Kali- LN) dalam hal
mantan) akan
Kelompok melakukan
ini tidak pengangkutan
mencakup ke luar negeri
pengambil- (ekspor)
an jenis
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.114
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)

Amphibia 10.Menerapkan
yang ketentuan
dilindungi tentang
penuh Animal
berdasar- Welfare dalam
kan hal
regulasi melakukan
nasional, kegiatan
termasuk pemeliharaan
dalam dan
daftar pengangkutan
Appendiks [ ikan hidup
CITES 11.Mematuhi
dan/atau ketentuan
dilarang tentang status
Penang- perlindungan
kapan/ dan
pengambil- pemanfaatan
annya jenis ikan
berdasar- yang
kan dilindungi
kebijakan dan/atau
Pemerintah jenis ikan

yang tercan-

tum dalam
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PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA
[LA.115
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (8) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
Appendiks
CITES
25 03157 | Penang- Kelompok Seluruh Tinggi NIB dan 1. Permohonan 17 Hari . Membayar - Seluruh Menteri/
kapan/ ini Izin Surat Izin Penerimaan Kepala
pengam- | mencakup Pemanfaatan Negara Bukan Badan
bilan usaha atau Jenis Ikan Pajak sesuai
Reptilia kegiatan (SIPJI) yang dengan
yang di- pemanfaat- Dilindungi ketentuan
lindungi an reptilia dan/atau perundang-
dan/atau | yang Termasuk undangan
Terma- dilindungi kedalam . Menyampai-
suk dan/atau Appendiks kan laporan
dalam Appendiks CITES Hasil stok dan
Appen- CITES Pengambilan/ realisasi
diks terbatas Penangkapan pemanfataan
CITES diluar dari Alam secara berkala
ketentuan 2. Proposal/ . Menyampai-
perlin- dokumen kan usulan
dungannya 3. Berita acara kuota ekspor
dan/atau verifikasi bagi pelaku
yang lapangan dan usaha yang
dibatasi 4. Bukti akan
pemanfaat- pembayaran melakukan
annya Penerimaan kegiatan
sesuai Negara Bukan perdagangan
ketentuan Pajak luar negeri
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.116
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) {10) (11) (12) (13)
konvensi . Menyampai-
internasio- kan usulan
nal yang kuota
diratifikasi pengambilan/
yang hidup penangkapan
di habitat bagi pelaku
laut, usaha yang
perairan akan
tawar dan melakukan
perairan kegiatan
payau pengambilan/
untuk penangkapan
kegiatan . Menyiapkan
penelitian sarana dan
dan prasarana
pengem- pendukung
bangan, sesuai dengan
pengem- jenis kegiatan
bangbiak- pemanfaatan
an, . Menyiapkan
perdagang- sumber daya
an dalam manusia
negeri, sesuai dengan
perdagang- jenis kegiatan
an luar pemanfaatan
negeri, 7. Menyiapkan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[LA.117

3 No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan

| KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU

} Penerbitan

| (1) (2) (3) 4) (5) {6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
aquaria dan
hasil dari mengarsipkan
kegiatan dokumen
Penang- legalitas asal
kapan usul
Kelompok kepemilikan
ini tidak jenis ikan
mencakup yang akan
pengambil- dimanfaatkan
an jenis . Menyiapkan
reptilia dokumen
yang angkut
dilindungi berupa Surat
penuh Angkut Jenis
berdasar- Ikan Dalam
kan Negeri (SAJI-
regulasi DN) dalam hal
nasional, akan
termasuk melakukan
dalam kegiatan
daftar pengangkutan
Appendiks | antar wilayah
CITES provinsi
dan/atau . Menyiapkan
dilarang dokumen
Penang- angkut
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[LA.118

No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

kapan/pen berupa Surat
gambilan- Angkut Jenis
nya Ikan Luar
berdasar- Negeri (SAJI-
kan LN) dalam hal
kebijakan akan
Pemerin- melakukan
tah, pengangkut-
seperti: an ke luar
Penyu negeri (ekspor)
10.Menerapkan
ketentuan
tentang
Animal
Welfare dalam
hal
melakukan
kegiatan
pemeliharaan
dan peng-
angkutan ikan
hidup dan
11.Mematuhi
ketentuan
tentang status
perlindungan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.119
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (S) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
dan
pemanfaatan
jenis ikan
yang
dilindungi
dan/atau
jenis ikan
yang
tercantum
dalam
Appendiks
CITES
26 03158 | Penang- Kelompok Seluruh Tinggi NIB dan 1. Permohonan 17 Hari . Membayar - Seluruh Menteri/
kapan/ ini Izin Surat Izin Penerimaan Kepala
pengam- mencakup Pemanfaatan Negara Bukan Badan
bilan usaha atau Jenis lkan Pajak sesuai
Mamalia | kegiatan (SIPJI) yang dengan
yang pemanfaat- Dilindungi ketentuan
dilin- an mamalia dan/atau perundang-
dungi yang Termasuk undangan
dan/atau | dilindungi kedalam . Menyampai-
Terma- dan/atau Appendiks kan laporan
suk Appendiks CITES Hasil stok dan
dalam CITES Pengambilan/ realisasi
Appen- terbatas
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.120
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

diks diluar Penangkapan pemanfaatan

CITES ketentuan dari Alam secara berkala
perlindung . Proposal/ . Menyampai-
annya dokumen kan usulan
dan/atau . Berita acara kuota ekspor
yang verifikasi . Menyampai-
dibatasi lapangan dan kan usulan
pemanfaat- . Bukti kuota
annya pembayaran pengambilan/
sesuai Penerimaan Penangkapan
ketentuan Negara Bukan . Menyiapkan
konvensi Pajak sarana dan
internasio- prasarana
nal yang pendukung
diratifikast sesuai dengan
yang hidup jenis kegiatan
di habitat pemanfaatan
laut, . Menyiapkan
perairan sumber daya
tawar dan manusia
perairan sesuai dengan
payau jenis kegiatan
untuk pemanfaatan
kegiatan . Menyiapkan
penelitian dan meng-
dan arsipkan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.121
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) {11) (12) (13)
pengem- dokumen
bangan, legalitas asal
pengem- usul
bangbiak- kepemilikan
an, jenis ikan
perdagang- yang akan
an dalam dimanfaatkan
negeri, . Menyiapkan
perdagang- dokumen
an luar angkut
negeri, berupa Surat
aquaria Angkut Jenis
hasil dari Ikan Dalam
kegiatan Negeri (SAJI-
Penang- DN) dalam hal
kapan akan
Kelompok melakukan
ini tidak kegiatan
mencakup pengangkut-
pengambil- an antar
an jenis wilayah
mamalia provinsi
yang . Menyiapkan
dilindungi dokumen
penuh angkut
berdasar- berupa Surat
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.122
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)

kan Angkut Jenis
regulasi Ikan Luar
nasional, Negeri (SAJI-
termasuk LN) dalam hal
dalam akan
daftar melakukan
Appendiks | pengangkutan
CITES ke luar negeri
dan/atau (ekspor)
dilarang 10.Menerapkan
Penang- ketentuan
kapan/ tentang
pengambil- Animal
annya Welfare dalam
berdasar- hal
kan melakukan
kebijakan kegiatan
pemerintah pemeliharaan
seperti: dan peng-
paus, angkutan ikan
lumba- hidup dan
lumba, dan 11.Mematuhi
dugong ketentuan

tentang status

perlindungan

dan

SK No 122674 C



PRESIDEN
REFPUBLIK INDONESIA
[LA.123
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) {5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
pemanfaatan
jenis ikan
yang
dilindungi
dan/atau
jenis ikan
yang
tercantum
dalam
Appendiks
CITES
27 03159 | Penang- Kelompok Seluruh Tinggi NIB dan 1. Permohonan 17 Hari . Membayar - Seluruh Menteri/
kapan/ ini Izin Surat Izin Penerimaan Kepala
pengam- | mencakup Pemanfaatan Negara Bukan Badan
bilan usaha atau Jenis lkan Pajak sesuai
Algae kegiatan (SIPJI) yang dengan
dan Biota | pemanfaat- Dilindungi ketentuan
Perairan an Algae dan/atau perundang-
Lainnya dan biota Termasuk undangan
.yang di- perairan kedalam . Menyampai-
lindungi lainnya Appendiks kan laporan
dan/atau | yang CITES Hasil stok dan
Terma- dilindungi Pengambilan/ realisasi
suk dan/atau Penangkapan pemanfaatan
dalam Appendiks dari Alam secara berkala
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.124
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Appen- CITES . Proposal/ . Menyampai-

diks terbatas dokumen kan usulan

CITES diluar . Berita acara kuota ekspor
ketentuan verifikasi . Menyampai-
perlindung- lapangan dan kan usulan
annya . Bukti kuota
dan/atau pembayaran pengambilan/
yang Penerimaan Penangkapan
dibatasi Neo: . Menyiapkan

egara Bukan
pemanfaat- : sarana dan
Pajak

annya prasarana
sesuai pendukung
ketentuan sesuai dengan
konvensi jenis kegiatan
internasio- pemanfaatan
nal yang . Menyiapkan
diratifikasi sumber daya
yang hidup manusia
di habitat sesuai dengan
laut, jenis kegiatan
perairan pemanfaatan
tawar dan . Menyiapkan
perairan dan
payau mengarsipkan
untuk dokumen
kegiatan legalitas asal

SK No 122676 C




&
A%

g
: )
‘éﬂ’ k, ‘

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.125
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) 9 (10) (11) (12) (13)
penelitian usul
dan kepemilikan
pengem- jenis ikan
bangan, yvang akan
pengem- dimanfaatkan
bang- . Menyiapkan
biakan, dokumen
perdagang- angkut
an dalam berupa Surat
negeri, Angkut Jenis
perdagang- Ikan Dalam
an luar Negeri (SAJI-
negeri, DN) dalam hal
aquaria akan
hasil dari melakukan
kegiatan kegiatan
Penang- pengangkut-
kapan an antar
Kelompok wilayah
ini tidak provinsi
mencakup . Menyiapkan
pengambil- dokumen
an jenis angkut
Algae dan berupa Surat
biota Angkut Jenis
perairan Ikan Luar
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.126
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9 (10) (11) (12) (13)

lainnya Negeri (SAJI-
yang LN) dalam hal
dilindungi akan
penuh melakukan
berdasar- pengangkut-
kan an ke luar
regulasi negeri (ekspor
nasional, 10.Menerapkan
termasuk ketentuan
dalam tentang
daftar Animal
Appendiks 1 Welfare dalam
CITES hal
dan/atau melakukan
dilarang kegiatan
Penang- pemeliharaan
kapan/ dan peng-
pengambil- angkutan ikan
annya hidup dan
berdasar- 11.Mematuhi
kan ) ketentuan
kebijakan tentang status
Pemerintah perlindungan

dan peman-

faatan jenis

ikan yang
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.127
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
dilindungi
dan/atau
jenis ikan
yang
tercantum
dalam
Appendiks
CITES
28 03211 | Pembe- Seluruh - Mikro Menengah | NIB dan - Otomatis . Laporan Sertifikat Di laut Gubernur
saran - Kecil Rendah Sertifikat Kegiatan cara budi sampai
Pisces/ Standar Usaha (LKU) daya dengan
Ikan dan ikan 12 (dua
Bersirip . Menerapkan yang baik belas) mil
Laut cara budi yang
daya ikan meng-
. gunakan
yang baik teknologi
sederha-
na, semi
intensif,
atau
intensif
atau
Di kawas-
an kon-
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.128
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
servasi
yang
dikelola
oleh pe-
merintah
daerah
provinsi
- Mene- Menengah | NIB dan Rencana Usaha 3 Hari . Laporan . Dilaut Gubernur
ngah Tinggi Sertifikat yang meliputi: kegiatan sampai
- Besar Standar 1. Rencana usaha (LKU) dengan
kegiatan . Standar 12 (dua
usaha proses belas) mil
2. Rencana produksi yang
tahapan pembesaran mengl;
kegiatan pisces/ikan gunasan
3. Rencana bersirip laut teknologi
teknologi yang dan P sederha.-
. na, semi
digunakan . Memiliki intensif,
4. Sarana usaha sertifikat cara atau
yang dimiliki ‘budi daya intensif
5. Rencana ikan yang atau
pengadaan baik 2. Di kawas-
sarana usaha an kon-
servasi
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[LA.129

No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan

(1) (2) (8) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

6. Rencana yang
volume dikelola

produksi oleh
setiap pemerin-
tahapan tah
kegiatan dan daergh .
7. Rencana provinsi

pembiayaan 1. Dilaut Menteri/
sampai Kepala
dengan Badan
12 (dua
belas) mil
yang
meng-
gunakan
teknologi
super
intensif

2. Wilayah
laut di
atas 12
(dua
belas) mil
laut/ laut
lepas
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.130

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

4)

(S)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

3. Meng-
gunakan
tenaga
kerja
asing

4. Di kawas-
an kon-
servasi
nasional

5. Di kawas-
an stra-
tegis na-
sional

6. Di kawas-
an stra-
tegis na-
sional
tertentu

29

03212

Pembeni-
han Ikan
Laut

Seluruh

- Mikro
- Kecil

Menengah
Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis

1. Tidak
diperbolehkan
melakukan
usaha
produksi
induk

Sertifikat
cara
pembe-
nihan
ikan
yang baik

1. Lokasi
usaha
berada di
dalam
satu
daerah
kabupa-

Bupati/
Wali Kota
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[LA.131

No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan

(1) (2) (3) (4) () (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)

2. Laporan ten/kota
kegiatan dan
usaha (LKU) 2. Menggu-
dan nakan

teknologi

sederha-
na, semi
intensif,
atau

intensif

3. Menerapkan
cara
pembenihan
Ikan yang
baik

1. Lokasi Gubernur
usaha
berada di
lintas
kabupa-
ten/kota
dalam
satu
provinsi
dan

2. Menggu-
nakan
teknologi
sederha-
na, semi
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.132
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) %) (10) (11) (12) (13)
intensif,
atau
intensif
- Mene- Menengah | NIB dan Rencana usaha 3 Hari . Laporan Lokasi Bupati/
ngah Tinggi Sertifikat yang meliputi: kegiatan usaha Wali Kota
- Besar Standar 1. Rencana usaha (LKU) berada di
kegiatan . Untuk dalam
usaha produksi satu
2. Rencana induk harus daerah
tahapan memiliki kabupa-
kegiatan program ten/kota
3. Rencana pemuliaan dan
teknologi yang dan Menggu-
digunakan menerapkan nakan
4. Sarana usaha standar teknologi
yang dimiliki operasional sederha-
5. Rencana pemuliaan na, semi
pengadaan dan intensif,
sarana usaha . Memiliki atau
6. Rencana sertifikat cara intensif
volume pembenihan
produksi ikan yang Lokasi Gubernur
setiap baik usaha
tahapan berada di
kegiatan dan lintas
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PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

[.LA.133

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

9)

(10)

(11)

(12)

(13)

7. Rencana
pembiayaan

kabupa-
ten/kota
dalam
satu
provinsi
dan
Menggu-
nakan
teknologi
sederha-
na, semi
intensif,
atau
intensif

Lokasi
usaha
berada di
lintas
provinsi
Menggu-
nakan
tenaga
kerja
asing
dan/atau

Menteri/
Kepala
Badan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[LA.134

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

3. Menggu-
nakan
teknologi
super
intensif

30

03213

Budidaya
Ikan Hias
Laut

Seluruh

- Mikro
- Kecil

Menengah
Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis

. Laporan

kegiatan
usaha (LKU)
dan

. Menerapkan

cara budi
daya ikan
yang baik

Sertifikat
cara budi
daya
itkan

yang baik

1. Lokasi
usaha
berada di
dalam
satu
daerah
kabupa-
ten/kota
dan

2. Menggu-
nakan
teknologi
sederha-
na, semi
intensif,
atau
intensif

Bupati/Wali-
kota

1. Lokasi
usaha
berada di

Gubernur
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.135
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
lintas
kabupa-
ten/kota
dalam
satu
provinsi
dan
Menggu-
nakan
teknologi
sederha-
na, semi
intensif,
atau
intensif
- Mene- Menengah | NIB dan Rencana Usaha 3 Hari 1. Laporan Lokasi Bupati/
ngah Tinggi Sertifikat yang meliputi: kegiatan usaha Wali Kota
- Besar Standar 1. Rencana usaha (LKU) berada di
kegiatan 2. Standar dalam
usaha proses pro- satu
2. Rencana duksi budi daerah
tahapan d ikan hias kabupa-
kegiatan ayat ten/kota
air laut dan dan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.LA.136
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
3. Rencana . Memiliki Menggu-
teknologi yang sertifikat cara nakan
digunakan budi daya teknologi
4. Sarana usaha ikan yang sederha-
yang dimiliki baik na, semi
S. Rencana intensif,
pengadaan atau
sarana usaha intensif
6. Rencana
volume Di laut Gubernur
produksi sampai
setiap dengan
tahapan 12 (dua
kegiatan dan belas) mil
7. Rencana yang
pembiayaan meng-
gunakan
teknologi
sederha-
na, semi
intensif,
atau
intensif
atau
Di kawas-
an kon-

SK No 122688 C




PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

[.LA.137

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

servasi
yang
dikelola
oleh
pemerin-
tah
daerah
provinsi

Di laut
sampal
dengan
12 (dua
belas) mil
yang
menggu-
nakan
teknologi
super
intensif
Lokasi
usaha
berada di
lintas
provinsi

Menteri/
Kepala
Badan

SK No 122689 C




PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

[.LA.138

No

Kode
KBL1

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

9)

(10)

(11)

(12)

(13)

3. Menggu-
nakan
tenaga
kerja
asing

4. Di kawas-
an kon-
servasi
nasional

5. Di kawas-
an
strategis
nasional
dan/ atau

6. Di kawas-
an stra-
tegis na-
sional
tertentu

31

03214

Budidaya
Karang
(Coral)

Seluruh

- Mikro
- Kecil

Menengah
Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis

1. Laporan
kegiatan
usaha (LKU)
dan

2. Menerapkan

cara budi

Sertifikat
cara budi
daya
ikan
yang baik

Di laut
sampai
dengan
12 (dua
belas) mil
dan/ atau

—

Gubernur

SK No 122690 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.139
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (S) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
daya ikan Di kawas-
yang baik an kon-
servasi
yang
dikelola
oleh
pemerin-
tah
daerah
provinsi
- Mene- Menengah | NIB dan Rencana Usaha 3 Hari 1. Laporan Di laut Gubernur
ngah Tinggi Sertifikat yang meliputi: kegiatan sampai
- Besar Standar 1. Rencana usaha (LKU) dengan
kegiatan 2. Standar 12 (dua
usaha proses belas) mil
2. Rencana produksi budi dan/atau
tahapan daya karang Di kawas-
kegiatan (coral) dan an kon-
3. Rencana 3. Memiliki st
teknologi yang sertifikat cara ﬁikeﬁola
digunakan budi daya oleh
4. Sarana usaha pemerin-
yang dimiliki tah

SK No 122691 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.140
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
5. Rencana ikan yang daerah
pengadaan baik provinsi
sarana usaha
6. Rencana Menggu- Menteri/
volume nakan Kepala
produksi tengga Badan
setiap ke.rja
tahapan asing
. Di kawas-
kegiatan dan an kon-
7. Rencana servasi
pembiayaan nasional
Di kawas-
an
strategis
nasional
dan/ atau
Di kawas-
an
strategis
nasional
tertentu
32 03215 | Pembe- Seluruh - Mikro Menengah | NIB dan - Otomatis 1. Laporan Sertifikat Di laut Gubernur
saran - Kecil Rendah Sertifikat kegiatan cara budi sampai
Mollusca Standar daya dengan
Laut 12 (dua

SK No 122692 C




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
L.A.141
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) {(7) (8) 9 (10) (11) (12) (13)
usaha (LKU) ikan belas) mil
dan yang baik dan/atau
. Menerapkan Di kawas-
cara budi an kon-
daya ikan Se;" gas1
yang baik dikelola
oleh
pemerin-
tah
daerah
provinsi
- Mene- Menengah | NIB dan Rencana Usaha 3 Hari . Standar Di laut Gubernur
ngah Tinggi Sertifikat yang meliputi: proses sampai
- Besar Standar 1. Rencana produksi dengan
kegiatan mollusca laut 12 (dua
usaha . Laporan belas) mil
2. Rencana kegiatan dan/atau
tahapan usaha (LKU) Di kawas-
kegiatan dan an koq—
3. Rencana . Memiliki seaxr'lvam
te.knologi yang sertifikat cara ﬁikeglola
digunakan budi daya oleh
4. Sarana usaha pemerin-
yang dimiliki tah

SK No 122693 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.142
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI - KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
5. Rencana ikan yang daerah
pengadaan baik provinsi
sarana usaha
6. Rencana Menggu- Menteri/
volume nakan Kepala
produksi tengga Badan
. kerja
setiap .
tahapan asing
X Di kawas-
kegiatan dan an kon-
7. Rencana servasi
pembiayaan nasional
Di kawas-
an
strategis
nasional
dan/atau
Di kawas-
an
strategis
nasional
tertentu

SK No 122694 C




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dilepasliarkan
adalah 50
g/ekor atau
pelepasliaran
2% dari hasil
panen sesuai
dengan
segmentasi
usaha dan

[.LA.143
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
33 03216 | Pembe- Seluruh - Mikro Menengah | NIB dan - Otomatis . Laporan Sertifikat Di laut Gubernur
saran - Kecil Rendah Sertifikat kegiatan cara budi sampati
Crusta- Standar usaha (LKU) daya dengan
cea Laut . Menerapkan ikan 12 (dua
cara budi yang baik belas) mil
daya ikan d?n/ atau
. Di kawas-
yang baik K
. Melakukan an xon-
. servasi
pelepasliaran yang
lobster dikelola
sebanyak 2% oleh
dari hasil pemerin-
panen dengan tah
berat minimal daerah
lobster yang provinsi

SK No 122695 C




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.144
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) 9) {10) (11) (12) (13)
. Setelah
melakukan
usaha
pembesaran
kepiting soka
selama 3
tahun
selanjutnya
wajib
mengguna-
kan benih
kepiting soka
produksi
sendiri
- Mene- Menengah | NIB dan Rencana Usaha 3 Hari . Standar Menggu- Menteri/
ngah Tinggi Sertifikat yang meliputi: proses nakan Kepala
- Besar Standar 1. Rencana produksi tenaga Badan
kegiatan pembesaran ke_rja
usaha Crustacea laut asing
Di kawas-
an kon-

SK No 122696 C




oy

6. Rencana
volume
produksi
setiap
tahapan
kegiatan dan

7. Rencana
pembiayaan

sebanyak 2%
dari hasil
panen dengan
berat minimal
lobster yang
dilepasliarkan
adalah 50
g/ekor dan

. Setelah

melakukan
usaha
pembesaran
kepiting soka

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.145
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI1 KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
2. Rencana . Laporan servasi
tahapan kegiatan nasional
kegiatan usaha (LKU) Di kawas-
3. Rencana . Memiliki an .
teknologi yang sertifikat cara strategis
digunakan budi daya nasional
. dan/atau
4. Sarana usaha ikan yang .
i ern s . Di kawas-
yang dimiliki baik an
5. Rencana . Melakuk.an strategis
pengadaan pelepasliaran nasional
sarana usaha lobster tertentu

SK No 122697 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
1.A.146
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
selama 3
tahun
selanjutnya
wajib
menggunakan
benih kepiting
soka produksi
sendiri
34 03217 | Pembe- Seluruh - Mikro Menengah | NIB dan - Otomatis . Laporan Sertifikat Di laut Gubernur
saran - Kecil Rendah Sertifikat kegiatan cara budi sampai
Tumbuh- Standar usaha (LKU) daya dengan
an Air dan ikan 12 (dua
Laut . Menerapkan yang baik belas) mil
cara budi dgm/atau
daya ikan Di kawas-
. an kon-
yang baik servasi
yang
dikelola
oleh
pemerin-
tah

SK No 122698 C




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.147
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) 9 (10) (11) (12) (13)
daerah
provinsi
- Mene- Menengah | NIB dan Rencana Usaha 3 Hari . Standar Di laut Gubernur
ngah Tinggi Sertifikat yang meliputi: proses sampai
- Besar Standar 1. Rencana produksi dengan
kegiatan pembesaran 12 (dua
usaha Tumbuhan air belas) mil
2. Rencana taha- laut dan/atau
pan kegiatan ; Laporan Di kawas-
3. Rencana kegiatan 2:1.‘1; ;Sni-
teknologi yang usaha (LKU) yang
digunakan dan dikelola
4. Sarana usaha . Memiliki oleh
yang dimiliki sertifikat cara pemerin-
S. Rencana budi daya tah
pengadaan ikan yang daerah
sarana usaha baik provinsi
6. Rencana
volume Menggu- Menteri/
produksi nakan Kepala
setiap tenaga Badan
tahapan kerja
asing

kegiatan dan

SK No 122699 C




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[LA.148

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

38)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

)

(10)

(11)

(12)

(13)

7. Rencana
pembiayaan

2. Di kawas-
an kon-
servasi
nasional

3. Dikawas-
an
strategis
nasional
dan/atau

4. Di kawas-
an
strategis
nasional
tertentu

35

03219

Budidaya
Biota Air
Laut
Lainnya

Seluruh

- Mikro
- Kecil

Menengah
Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis

1. Laporan
kegiatan
usaha (LKU)

2. Menerapkan

cara budi
daya ikan
yang baik

Sertifikat
cara budi
daya
ikan
yang baik

1. Dilaut
sampai
dengan
12 (dua
belas) mil
dan/atau

2. Di kawas-
an kon-
servasi
yang
dikelola
oleh

Gubernur

SK No 122700 C




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.149
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
pemerin-
tah
daerah
provinsi
- Mene- Menengah | NIB dan Rencana Usaha 3 Hari . Standar Di laut Gubernur
ngah Tinggi Sertifikat yang meliputi: proses sampai
- Besar Standar 1. Rencana pembesaran dengan
kegiatan budi daya 12 (dua
usaha biota air laut belas) mil;
2. Rencana taha- lainnya dan/atau
pan Kkegiatan . Laporan Di kawas-
3. Rencana kegiatan an koq—
teknologi yang usaha (LKU) SZ:aSI
digunakan dan gikgola
4. Sarana usaha . Memiliki oleh
yang dimiliki sertifikat cara pemerin-
5. Rencana budi daya tah
pengadaan ikan yang daerah
sarana usaha baik provinsi
6. Rencana
volume Menggu- Menteri/
produksi nakan Kepala
setiap tenaga Badan

SK No 122701 C




PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

[.LA.150

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

)

(10)

(11)

(12)

(13)

tahapan
kegiatn

7. Rencana
pembiayaan

kerja
asing

2. Di kawas-
an kon-
servasi
nasional

3. Di kawas-
an
strategis
nasional
dan/atau

4. Di kawas-
an
strategis
nasional
tertentu

36

03221

Pembe-
saran
Ikan Air
Tawar di
Kolam

Seluruh

- Mikro
- Kecil

Menengah
Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis

. Laporan

kegiatan
usaha (LKU)
dan

. Menerapkan

cara budi

Sertifikat
cara budi
daya
ikan
yang baik

1. Lokasi
usaha
berada di
dalam
satu
daerah
kabupa-
ten/kota
dan

Bupati/
Wali Kota

SK No 122702 C




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.151

No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan

(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) a1y | (12) (13)

daya ikan 2. Menggu-

yang baik nakan
teknologi
sederha-
na, semi

_intensif,
atau
intensif

1. Lokasi Gubernur
usaha
berada di
lintas
kabupa-
ten/kota
dalam
satu
provinsi
dan

2. Menggu-
nakan
teknologi
sederha-
na, semi
intensif,

SK No 122552 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.152
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBL1 KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (S) (6) (7) (8) %) (10) (11) (12) (13)
atau
intensif
- Mene- Menengah | NIB dan Rencana Usaha 3 Hari . Standar Lokasi Bupati/
ngah Tinggi Sertifikat yang meliputi: proses usaha - Wali Kota
- Besar Standar 1. Rencana produksi berada di
kegiatan pembesaran dalam
usaha ikan air tawar satu
2. Rencana di kolam daerah
tahapan . Laporan kabupa-
kegiatan kegiatan :,jear;/ kota
3. Rencana
teknologi yang EZiha (LE Menggu-
. nakan
digunakan . Memiliki teknologi
4. Sarana usaha sertifikat cara sederha-
yang dimiliki budi daya na, semi
5. Rencana ikan yang intensif,
pengadaan baik atau
sarana usaha intensif
6. Rencana
volume Lokasi Gubernur
produksi usaha
setiap berada di
lintas
kabupa-

SK No 122551 C




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[LA.153

No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan

(1) (2) (3) 4) (S) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

tahapan ten/kota
kegiatan dan dalam
7. Rencana satu

pembiayaan provinsi
dan

2. Menggu-
nakan
teknologi
sederha-
na, semi
intensif,
atau
intensif

1. Lokasi Menteri/
usaha Kepala
berada di | Badan
lintas
provinsi

2. Menggu-
nakan
tenaga
kerja
asing
dan/atau

SK No 122550 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.154

No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan

(1) (2) (38) 4) (5) (6) (7) (8) 9 (10) (11) (12) (13)

3. Menggu-
nakan
teknologi
super
intensif

37 03222 | Pembe- Seluruh - Mikro Menengah | NIB dan - Otomatis 1. Laporan kegi- | Sertifikat |1. Lokasi Bupati/
saran - Kecil Rendah Sertifikat atan usaha cara budi usaha Wali Kota
Ikan Air Standar (LKU) dan daya berada di
Tawar di 2. Menerapkan ikan dalam
Karamba cara budi yang baik satu
Jaring daerah
Apung kabupa-
ten/kota
dan
2. Menggu-
nakan
teknologi
sederha-
na, semi
intensif,
atau
intensif

daya ikan
yang baik

1. Lokasi Gubernur
usaha
berada di

SK No 122549 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.155

No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan

(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) ) (10) (11) (12) (13)

lintas
kabupa-
ten/kota
dalam
satu
provinsi
dan

2. Menggu-
nakan
teknologi
sederha-
na, semi
intensif,
atau
intensif

- Mene- Menengah | NIB dan Rencana Usaha 3 Hari 1. Standar 1. Lokasi Bupati/
ngah Tinggi Sertifikat yang meliputi: proses usaha Wali Kota
- Besar Standar 1. Rencana produksi berada di
kegiatan pembesaran dalam
usaha ikan air tawar satu
2. Rencana di karamba ﬁaebrah
tahapan jaring apung abupa-
kegiatan ten/kota
dan

SK No 122548 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.156
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) 9 (10) (11) (12) (13)
. Rencana . Laporan 2. Menggu-
teknologi yang kegiatan nakan
digunakan usaha (LKU) teknologi
. Sarana usaha dan sederha-
yang dimiliki . Memiliki na, sem
. Rencana sertifikat cara intensif,
: atau
pengadaan budi daya . .
. intensif
sarana usaha ikan yang
. Rencana baik 1. Lokasi Gubernur
volume . usaha
produksi berada di
setiap lintas
tahapan kabupa-
kegiatan dan ten/kota
. Rencana dalam
pembiayaan satu
provinsi
dan
2. Menggu-
nakan
teknologi
sederha-
na, semi
intensif,

SK No 122547 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.157

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

4)

(S)

(6)

(7)

(8)

)

(10)

(11)

(12)

(13)

atau
intensif

Lokasi
usaha
berada di
lintas
provinsi
Menggu-
nakan
tenaga
kerja
asing
dan/atau
Menggu-
nakan
teknologi
superin-
tensif

Menteri/
Kepala
Badan

38

03223

Pembe-
saran
Ikan Air
Tawar di
Karamba

Seluruh

- Mikro
- Kecil

Menengah
Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis

1. Laporan
kegiatan
usaha (LKU)
dan

2. Menerapkan

cara budi

Sertifikat
cara budi
daya
ikan

yang baik

Lokasi
usaha
berada di
dalam
satu
daerah
kabupa-

Bupati/
Wali Kota

SK No 122546 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[LA.158

No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan

(1) (2) 38) (4] (5) (6) (7) (8) ) (10) (11) (12) (13)

daya ikan ten/kota

yang baik dan

2. Menggu-
nakan
teknologi
sederha-
na, semi
intensif,
atau
intensif

1. Lokasi Gubernur
usaha
berada di
lintas
kabupa-
ten/kota
dalam
satu
provinsi
dan

2. Menggu-
nakan
teknologi
sederha-
na, semi

SK No 122545 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[LA.159
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(B3] (2) 3) (4) (S) (6) {7) (8) 9) {10) (11) (12) (13)
intensif,
atau
intensif
- Mene- Menengah | NIB dan Rencana Usaha 3 Hari . Standar Lokasi Bupati/
ngah Tinggi Sertifikat yang meliputi: proses usaha Wali Kota
- Besar Standar 1. Rencana produksi berada di
kegiatan pembesaran dalam
usaha ikan air Tawar satu
2. Rencana di karamba daerah
tahapan . Laporan kabupa-
kegiatan kegiatan (tizr;/ kota
3. Rencana usaha (LKU) Menggu-
. ggu
teknologi yang dan nakan
digunakan . Memiliki teknologi
4. Sarana usaha sertifikat cara sederha-
yang dimiliki budi daya na, semi
5. Rencana ikan yang intensif,
pengadaan baik atau
sarana usaha intensif
6. Rencana
volume Lokasi Gubernur
produksi usaha
berada di

SK No 122544 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[LA.160

No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan

(1) (2) (3) 4) (S) (6) (7) (8) 9 (10) (11) (12) (13)

setiap lintas

tahapan kabupa-

kegiatan dan ten/kota
7. Rencana dalam

pembiayaan satu
provinsi

dan

2. Menggu-
nakan
teknologi
sederha-
na, semi
intensif,
atau
intensif

1. Lokasi Menteri/
usaha Kepala
berada di | Badan
lintas
provinsi
dan/atau

2. Menggu-
nakan
tenaga
kerja
asing

SK No 122543 C
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PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

[.LA.161

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

39

03224

Pembe-
saran
Ikan Air
Tawar di
Sawah

Seluruh

- Mikro
- Kecil

Menengah
Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis

. Laporan

kegiatan
usaha (LKU)
dan

. Menerapkan

cara budi
daya ikan
yang baik

Sertifikat
cara budi
daya
ikan
yang baik

Lokasi
usaha
berada di
dalam
satu
daerah
kabupa-
ten/kota
dan
Menggu-
nakan
teknologi
sederha-
na, semi
intensif,
atau
intensif

Bupati/
Wali Kota

Lokasi
usaha
berada di
lintas
kabupa-
ten/kota
dalam
satu

Gubernur

SK No 122542 C




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[LA.162
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) 3) (4) (5) (6] (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
provinsi
dan
Menggu-
nakan
teknologi
sederha-
na, semi
intensif,
atau
intensif
- Mene- Menengah | NIB dan Rencana Usaha 3 Hari . Standar Lokasi Bupati/
ngah Tinggi Sertifikat yang meliputi: proses usaha Wali Kota
- Besar Standar 1. Rencana produksi berada di
kegiatan pembesaran dalam
usaha ikan air tawar satu
2. Rencana di sawah daerah
tahapan . Laporan kabupa-
kegiatan kegiatan (tie;n/ kota
3. :;r:oalzzi jang gsaha (LKU) Menggu-
. an nakan
digunakan . Memiliki teknologi
4. Sarana usaha sertifikat cara sederha-
yang dimiliki budi daya na, semi
intensif,

SK No 122541 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.163
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
5. Rencana ikan yang atau
pengadaan baik intensif
sarana usaha
6. Rencana 1. Lokasi Gubernur
volume usaha
produksi berada di
. lintas
setiap kabupa-
tahapan
. ten/kota
kegiatan dan dalam
7. Rencgna satu
pembiayaan provinsi
dan
2. Menggu-
nakan
teknologi
sederha-
na, semi
intensif,
atau
intensif
Lokasi usaha | Menteri/
berada di Kepala
lintas Badan
provinsi

SK No 122540 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.164

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(38)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

40

03225

Budidaya
Ikan Hias
Air Tawar

Seluruh

- Mikro
- Kecil

Menengah
Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis

. Laporan

kegiatan
usaha (LKU)
dan

. Menerapkan

cara budi
daya ikan
yang baik

Sertifikat
cara
budidaya
ikan

yang baik

Lokasi
usaha
berada di
dalam
satu
daerah
kabupa-
ten/kota
dan
Menggu-
nakan
teknologi
sederha-
na, semi
intensif,
atau
intensif

Bupati/
Wali Kota

Lokasi
usaha
berada di
lintas
kabupa-
ten/kota
dalam
satu

Gubernur

SK No 122539 C




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.165
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
provinsi
dan
Menggu-
nakan
teknologi
sederha-
na, semi
intensif,
atau
intensif
- Mene- Menengah | NIB dan Rencana Usaha 3 Hari . Standar Lokasi Bupati/
ngah Tinggi Sertifikat yang meliputi: proses usaha Wali Kota
- Besar Standar 1. Rencana produksi budi berada di
kegiatan daya ikan hias dalam
usaha air tawar satu
2. Rencana . Laporan daerah
tahapan kegiatan kabupa-
kegiatan usaha (LKU) :lznn/ kota
3. Rencana dan Menggu-
teknologi yang . Memiliki sen
. - nakan
digunakan sertifikat cara teknologi
4. Sarana usaha budi daya sederha-
yang dimiliki na, semi
intensif,

SK No 122538 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.166
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7 (8) 9 (10) (11) (12) (13)
5. Rencana ikan yang atau
pengadaan baik intensif
sarana usaha Lokasi Gubernur
6. Rencana usaha
volume berada di
produksi lintas
. kabupa-
setiap
ten/kota
tahapan d
. alam
kegiatan dan satu
7. Rencana provinsi
pembiayaan dan
Menggu-
nakan
teknologi
sederha-
na, semi
intensif,
atau
intensif
Lokasi Menteri/
usaha Kepala
berada di | Badan
lintas
provinsi
dan/atau

SK No 122537 C




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.167
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
2. Menggu-
nakan
tenaga
kerja
asing
41 03226 | Pembe- Seluruh - Mikro Menengah | NIB dan - Otomatis . Laporan Sertifikat |[1. Lokasi Bupati/
nihan - Kecil Rendah Sertifikat kegiatan cara usaha Wali Kota
Ikan Air Standar usaha (LKU) pembe- berada di
Tawar . Menerapkan nihan dalam
cara ikan satu
pembenihan yang baik daerah
ikan yang kabupa-
. ten/kota
b?.lk dan dan
. Tldak 2. Menggu-
diperbolehkan nakan
melakukan teknologi
usaha sederha-
produksi na, semi
induk intensif,
atau
intensif
1. Lokasi Gubernur
usaha
berada di
lintas

SK No 122536 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.168
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
kabupa-
ten/kota
dalam
satu
provinsi
dan
2. Menggu-
nakan
teknologi
sederha-
na, semi
intensif,
atau
intensif
- Mene- Menengah | NIB dan Rencana Usaha 3 Hari 1. Laporan 1. Lokasi Bupati/
ngah Tinggi Sertifikat yang meliputi: kegiatan usaha Wali Kota
- Besar Standar 1. Rencana usaha (LKU) berada di
kegiatan 2. Memiliki dalam
usaha sertifikat cara satu
2. Rencana pembenihan daerah
tahapan ikan yang kabupa-
kegiatan baik dan ten/kota
3 Rencana 3. Untuk 2. Menggu-
? nologl yang produksi nakan
digunakan induk harus teknologi

SK No 122535 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.169
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) {7) (8) 9 (10) (11) (12) (13)
4. Sarana usaha memiliki sederha-
yang dimiliki program na, semi
5. Rencana pemuliaan intensif,
pengadaan dan atau
sarana usaha menerapkan intensif
6. Rencana standar Lokasi Gubernur
volume operasional usaha .
. . berada di
produksi pemuliaan i
. intas
setiap kabupa-
tahapan ten/kota
kegiatan dan dalam
7. Rencana satu
pembiayaan provinsi
dan
Menggu-
nakan
teknologi
sederha-
na, semi
intensif,
atau
intensif
Lokasi Menteri/
usaha Kepala
berada di | Badan

SK No 122534 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.170

No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan

(1) (2) (8) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)

lintas
provinsi
2. Menggu-
nakan
tenaga
kerja
asing
dan/atau
3. Menggu-
nakan
teknologi
super
intensif

42 03227 | Pembe- Seluruh - Mikro Menengah | NIB dan - Otomatis 1. Laporan Sertifikat [1. Lokasi Bupati/
saran - Kecil Rendah Sertifikat kegiatan cara usaha Wali Kota
Ikan Air Standar usaha (LKU) budidaya berada di
Tawar di dan ikan dalam
Karamba 2. Menerapkan yang baik satu
Jaring cara budi daerah
Tancap kabupa-
ten/kota
dan
2. Menggu-
nakan
teknologi
sederha-

daya ikan
yang baik

SK No 122533 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[LA.171

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

9

(10)

(11)

(12)

(13)

- Mene-
ngah
- Besar

Menengah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

Rencana Usaha
yang meliputi:

3 Hari

1.

Standar
proses
produksi

na, semi
intensif,
atau
intensif

Lokasi
usaha
berada di
lintas
kabupa-
ten/kota
dalam
satu
provinsi
dan
Menggu-
nakan
teknologi
sederha-
na, semi
intensif,
atau
intensif

Gubernur

Lokasi
usaha
berada di
dalam

Bupati/
Wali Kota

SK No 122532 C




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[LA.172
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (S) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
. Rencana pembesaran satu
kegiatan ikan air tawar daerah
usaha di karamba kabupa-
. Rencana jaring tancap ten/kota
tahapan . Laporan dan
kegiatan kegiatan Menggu-
. Rencana usaha (LKU) nakan .
teknologi yang dan teknologi
. I sederha-
digunakan . Memiliki na, semi
. Sarana usaha sertifikat cara intensif,
yang dimiliki budi daya atau
. Rencana ikan yang intensif
pengadaan baik Lokasi Gubernur
sarana usaha usaha
. Rencana berada di
volume lintas
produksi kabupa-
setiap ten/kota
tahapan dalam
kegiatan dan satu
Renmeana provinsi
) . dan
pembiayaan Menggu-
nakan
teknologi

SK No 122531 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.173

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Perizinan

Tingkat
Risiko

Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

9)

{10)

(11)

(12)

(13)

sederha-
na, semi
intensif,
atau
intensif

Lokasi
usaha
berada di
lintas
provinsi
dan/atau
Menggu-
nakan
tenaga
kerja
asing

Menteri/
Kepala
Badan

43

03229

Budidaya
Ikan Air
Tawar di
Media
Lainnya

Seluruh

- Mikro
- Kecil

Menengah
Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis

. Laporan

kegiatan
usaha (LKU)
dan

. Menerapkan

cara budi

Sertifikat
cara
budidaya
ikan

yang baik

Lokasi
usaha
berada di
dalam
satu
daerah
kabupa-
ten/kota
dan

Bupati/
Wali Kota

SK No 122530 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.174

No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan

(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

daya ikan 2. Menggu-
yang baik nakan
teknologi
sederha-
na, semi
intensif,
atau
intensif

1. Lokasi Gubernur
usaha
berada di
lintas
kabupa-
ten/kota
dalam
satu
provinsi
dan

2. Menggu-
nakan
teknologi
sederha-
na, semi
intensif,
atau
intensif

SK No 122529 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.175
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
- Mene- Menengah | NIB dan Rencana Usaha 3 Hari . Standar Lokasi Bupati/
ngah Tinggi Sertifikat yang meliputi: proses usaha Wali Kota
- Besar Standar 1. Rencana produksi budi berada di
kegiatan daya ikan air dalam
usaha tawar di satu
2. Rencana media lainnya daerah
tahapan . Laporan kabupa-
kegiatan kegiatan éear;/ kota
3. Rencana. usaha (LKU) Menggu-
teknologi yang dan nakan
digunakan . Memiliki teknologi
4. Sarana usaha sertifikat cara sederha-
yang dimiliki budi daya na, semi
5. Rencana ikan yang intensif,
pengadaan baik atau
sarana usaha intensif
6. Rencana Lokasi Gubernur
volume usaha
produksi berada di
setiap lintas
tahapan tonHota
kegiatan dan dalam
satu

SK No 122528 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[LA.176

No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan

(1) (2) 8) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

7. Rencana provinsi
pembiayaan dan

2. Menggu-
nakan
teknologi
sederha-
na, semi
intensif,
atau
intensif

1. Lokasi Menteri/
usaha Kepala
berada di | Badan
lintas
provinsi

2. Menggu-
nakan
tenaga
kerja
asing
dan/atau

3. Menggu-
nakan
teknologi
super
intensif

SK No 122527 C
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PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

[LA.177

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

4)

(5)

(6)

(7)

(8)

9)

(10)

(11)

(12)

(13)

44

03231

Jasa
Sarana
Produksi
Budidaya
Ikan Laut

Seluruh

Seluruh

Menengah
Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis

Laporan kegiatan
usaha (LKU)

Lokasi usaha
di wilayah
kabupaten/
kota

Bupati/
Wali Kota

1. Lokasi
usaha
berada di
lintas
provinsi

2. Menggu-
nakan
tenaga
kerja
asing:

3. Di kawas-
an kon-
servasi
nasional

4. Di kawas-
an
strategis
nasional
dan/ atau

5. Di kawas-
an
strategis

Menteri/
Kepala
Badan

SK No 122526 C




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[LA.178

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

4)

(5)

(6)

(7)

(8)

9)

(10)

(11)

(12)

(13)

nasional
tertentu

45

03232

Jasa
Produksi
Budidaya
Ikan Laut

Seluruh

Seluruh

Menengah
Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis

Laporan kegiatan
usaha (LKU)

Lokasi usaha
di wilayah
kabupaten/
kota

Bupati/
Wali Kota

1. Lokasi
usaha
berada di
lintas
provinsi

2. Menggu-

nakan
tenaga
kerja
asing

3. Di kawas-

an kon-
servasi
nasional

4. Di kawas-

an
strategis
nasional
dan/atau

Menteri/
Kepala
Badan

SK No 122525 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.179
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
5. Di kawas-
an
strategis
nasional
tertentu
46 03233 | Jasa Seluruh Seluruh Menengah | NIB dan - Otomatis . Laporan Sertifikat | Lokasi usaha | Bupati/
Pasca Rendah Sertifikat kegiatan penerap- | di wilayah Wali Kota
Panen Standar usaha (LKU) an kabupaten/
Budidaya . Sertifikat distribusi | kota
Ikan Laut penerapan ikan 1. Lokasi Menteri/
distribusi ikan usaha | Kepala
khusus skala berada di | Badan
lintas
usaha provinsi
Menengah 2. Menggu-
dan Besar nakan
dan tenaga
. Menerapkan kerja
cara distribusi asing
ikan yang 3. Dikawas-
baik khusus an kon-
skala usaha servasi
mikro dan nasional
kecil 4. Dikawas-
an
strategis

SK No 122524 C




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.180

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

9)

(10)

(11)

(12)

(13)

nasional
dan/atau

5. Di kawas-

an
strategis
nasional
tertentu

47

03241

Jasa
Sarana
Produksi
Budidaya
Ikan Air
Tawar

Seluruh

Seluruh

Menengah
Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis

Laporan kegiatan

usaha (LKU)

Lokasi usaha
di wilayah
kabupaten/
kota

Bupati/
Wali Kota

1. Lokasi
usaha
berada di
lintas
provinsi

2. Menggu-

nakan
tenaga
kerja
asing

3. Di kawas-

an kon-
servasi
nasional

Menteri/
Kepala
Badan

SK No 122523 C
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PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

[LA.181

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

4. Di kawas-

an
strategis
nasional
dan/atau

5. Di kawas-

an
strategis
nasional
tertentu

48

03242

Jasa
Produksi
Budidaya
Ikan Air
Tawar

Seluruh

Seluruh

Menengah
Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis

Laporan kegiatan
usaha (LKU)

Lokasi usaha
di wilayah
kabupaten/
kota

Bupati/
Wali Kota

1. Lokasi
usaha
berada di
lintas
provinsi

2. Menggu-

nakan
tenaga
kerja
asing:

3. Di kawas-

an kon-

Menteri/
Kepala
Badan

SK No 122522 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.182
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) () (6) (7) (8) %) (10) (11) (12) (13)
servasi
nasional
4. Dikawas-
an stra-
tegis na-
sional
dan/atau
5. Di kawas-
an
strategis
nasional
tertentu
49 03243 | Jasa Seluruh Seluruh Menengah | NIB dan - Otomatis 1. Laporan Sertifikat | Lokasi usaha | Bupati/
Pasca Rendah Sertifikat kegiatan penerap- | di wilayah Wali Kota
Panen Standar usaha (LKU) an kabupaten/
Budidaya 2. Sertifikat distribusi | kota
Ikan Air penerapan ikan 1. Lokasi Menteri/
Tawar distribusi ikan usaha Kepala
khusus skala l?erada di | Badan
lintas
usaha mene- provinsi
ngah dan 2. Menggu-
besar dan nakan
3. Menerapkan tenaga
cara distribusi kerja
ikan yang asing

SK No 122521 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.183
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
baik khusus 3. Di kawas-
skala usaha an kon-
mikro dan servasi
kecil nasional
4. Di kawas-
an
strategis
nasional
dan/ atau
5. Di kawas-
an
strategis
nasional
tertentu
50 03251 | Pembe- Seluruh - Mikro Menengah | NIB dan - Otomatis . Laporan Sertifikat |1. Lokasi Bupati/
saran - Kecil Rendah Sertifikat kegiatan cara budi usaha Wali Kota
Pisces/ Standar usaha (LKU) daya berada di
Ikan dan ikan dalam
Bersirip . Menerapkan yang baik satu
Air Payau cara budi daerah
daya ikan kabupa-
ang baik ten/kota
¥y dan
2. Menggu-
nakan
teknologi

SK No 122520 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.184

No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan

(1) (2) 3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)

sederha-
na, semi
intensif,
atau
intensif

1. Lokasi Gubernur
usaha
berada di
lintas
kabupa-
ten/kota
dalam
satu
provinsi
dan

2. Menggu-
nakan
teknologi
sederha-
na, semi
intensif,
atau
intensif

- Mene- Menengah | NIB dan Rencana Usaha 3 Hari 1. Standar 1. Lokasi Bupati/
ngah Tinggi Sertifikat yang meliputi: proses usaha Wali
Standar berada di | Kota

SK No 122519C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.185
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10} (11) (12) (13)
- Besar . Rencana produksi dalam

kegiatan pembesaran satu

usaha Pisces/ikan daerah

. Rencana bersirip air kabupa-
tahapan payau ten/kota
kegiatan . Laporan (l‘\l/[an

. Rencana kegiatan nael? agr%u
tgknologl yang usaha (LKU) teknologi
digunakan dan sederha.-

. Sarana usaha . Memiliki na, semi
yang dimiliki sertifikat cara intensif,

. Rencana budi dava atau
pengadaan ikan yang intensif
sarana usaha baik Lokasi Gubernur

. Rencana usaha
volume berada di
produksi lintas
setiap kabupa-
tahapan ten/kota
kegiatan dan dalam

& satu
. Rencana P
. provinsi
pembiayaan dan
Menggu-
nakan

SK No 122518 C
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PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

[.LA.186

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI1

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(8)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

teknologi
sederha-
na, semi
intensif,
atau
intensif

Lokasi
usaha
berada di
lintas
provinsi
Menggu-
nakan
tenaga
kerja
asing
dan/ atau
Menggu-
nakan
teknologi
super
intensif

Menteri/
Kepala
Badan

51

03252

Pembeni
han Ikan
Air Payau

Seluruh

- Mikro
- Kecil

Menengah
Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis

1.

Laporan
kegiatan
usaha (LKU)

Sertifikat
cara
pem-
benihan

Lokasi
usaha
berada di
dalam

Bupati/
Wali Kota

SK No 122517 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.187
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3} 4) (5) (6) (7) (8) 9 (10) (11) (12) (13)
2. Menerapkan ikan satu
cara yang baik daerah
pembenihan kabupa-
ikan yang ten/kota
baik dan dan
3. Tidak 2. Menggu-
diperbolehkan nakan .
teknologi
melakukan
sederha-
usaha na, semi
produksi intensif,
induk atau
intensif
1. Lokasi Gubernur
usaha
berada di
lintas
kabupa-
ten/kota
dalam
satu
provinsi
dan
2. Menggu-
nakan
teknologi

SK No 122516 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.188
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (S) (6) (7) (8) (9) (10} (11) (12) {23)
sederha-
na, semi
intensif,
atau
intensif
- Mene- Menengah | NIB dan Rencana Usaha 3 Hari . Laporan Lokasi Bupati/
ngah Tinggi Sertifikat yang meliputi: kegiatan usaha Wali
- Besar Standar 1. Rencana usaha (LKU) berada di | Kota
kegiatan . Memiliki dalam
usaha sertifikat cara satu
2. Rencana pembenihan daerah
tahapan ikan yang kabupa-
kegiatan baik dan fiir;/ kota
3. Rencana . Untuk
teknologi yang produksi r:ﬁlagfu_
digunakan induk harus teknologi
4. Sarana usaha memiliki sederha-
yang dimiliki program na, semi
5. Rencana pemuliaan intensif,
pengadaan dan atau
sarana usaha menerapkan intensif
6. Rencana standar Lokasi Gubernur
volume usaha
produksi berada di
lintas

SK No 122515 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.189

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Perizinan
Berusaha

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) (6) (7) (8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

setiap
tahapan
kegiatan dan
7. Rencana
pembiayaan

operasional
pemuliaan

kabupa-
ten/kota
dalam
satu
provinsi
dan
Menggu-
nakan
teknologi
sederha-
na, semi
intensif,
atau
intensif

Lokasi
usaha
berada di
lintas
provinsi
Menggu-
nakan
tenaga
kerja
asing
dan/ atau

Menteri/
Kepala
Badan

SK No 122514 C
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PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

[.LA.190

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB .
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

9)

(10)

(11)

(12)

(13)

3. Menggun
akan
teknologi
super
intensif

52

03253

Pembesa-
ran
Mollusca
Air Payau

Seluruh

- Mikro
- Kecil

Menengah
Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis

. Laporan

kegiatan
usaha (LKU)
dan

. Menerapkan

cara budi
daya ikan
yang baik

Sertifikat
cara
budidaya
ikan
yang baik

—

Lokasi
usaha
berada di
dalam
satu
daerah
kabupa-
ten/kota
dan

2. Menggu-
nakan
teknologi
sederha-
na, semi
intensif,
atau
intensif

Bupati/
Wali Kota

1. Lokasi
usaha
berada di
lintas

Gubernur

SK No 122513 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
1.LA.191
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
kabupa-
ten/kota
dalam
satu
provinsi
dan
Menggu-
nakan
teknologi
sederha-
na, semi
intensif,
atau
intensif
- Mene- Menengah | NIB dan Rencana Usaha 3 Hari 1. Standar Lokasi Bupati/
ngah Tinggi Sertifikat yang meliputi: proses usaha Wali Kota
- Besar Standar 1. Rencana produksi berada di
kegiatan pembesaran dalam
2 ;:i};zna mollusca air Zi:iah
tahapan 2 anau _ kabupa-
. . Laporan
kegiatan . ten/kota
3. Rencana kegiatan dan
teknologi yang usaha (LKU) Menggu-
digunakan dan nakan
teknologi

SK No 122512 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.192
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
4. Sarana usaha . Memiliki sederha-
yang dimiliki sertifikat cara na, semi
5. Rencana budi daya intensif,
pengadaan ikan yang atau
sarana usaha baik intensif
6. Rencana Lokasi Gubernur
volume usaha
produksi berada di
setiap lintas
tahapan kabupa-
kegiatan dan ten/kota
7. Rencana dalam
pembiayaan satu
provinsi
dan
Menggu-
nakan
teknologi
sederha-
na, semi
intensif,
atau
intensif
Lokasi Menteri/
usaha Kepala
berada di | Badan

SK No 122511 C




o

Ok

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[LA.193

No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10} (11) (12) (13)

lintas
provinsi
dan/atau
2. Menggu-
nakan
tenaga
kerja
asing

53 03254 | Pembesa- | Seluruh - Mikro Menengah | NIB dan - Otomatis 1. Laporan Sertifikat | 1. Lokasi Bupati/

ran - Kecil Rendah Sertifikat kegiatan cara usaha Wali Kota

Crusta- Standar usaha (LKU) budidaya berada di

cea Air dan ikan dalam

Payau 2. Menerapkan yang baik satu
daerah
kabupa-
ten/kota
dan

2. Menggu-
nakan
teknologi
sederha-
na, semi
intensif,
atau
intensif

cara budi
daya ikan
yang baik

SK No 122510 C



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

[LA.194

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(8)

4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(%)

(10)

(11)

(12)

(13)

- Mene-
ngah
- Besar

Menengah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

Rencana Usaha

yang meliputi:

1. Rencana
kegiatan
usaha

3 Hari

1. Standar
proses
produksi
pembesaran
Crustacea air
payau

Lokasi
usaha
berada di
lintas
kabupa-
ten/kota
dalam
satu
provinsi
dan
Menggu-
nakan
teknologi
sederha-
na, semi
intensif,
atau
intensif

Gubernur

Lokasi
usaha
berada di
dalam
satu
daerah
kabupa-

Bupati/
Wali Kota

SK No 122509 C




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.195
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) 9 (10) (11) (12) (13)
2. Rencana . Laporan ten/kota
tahapan kegiatan dan
kegiatan usaha (LKU) Menggu-
3. Rencana dan nakan
teknologi yang . Memiliki teknologi
digunakan sertifikat cara sederha.—
4. Sarana usaha budi daya na, seml
e . intensif,
yang dimiliki ikan yang atau
5. Rencana baik intensif
pengadaan
sarana usaha Lokasi Gubernur
6. Rencana usaha
volume berada di
produksi lintas
setiap kabupa-
tahapan ten/kota
kegiatan dan dalam
7. Rencana satu
pembiayaan provinsi
dan
Menggu-
nakan
teknologi
sederha-
na, semi

SK No 122508 C
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PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

[.LA.196

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

9)

(10)

(11)

(12)

(13)

intensif,
atau
intensif

1. Lokasi

usaha
berada di
lintas
provinsi

2. Menggu-

nakan
tenaga
kerja
asing
dan/atau

3. Menggu-

nakan
teknologi
super
intensif

Menteri/
Kepala
Badan

54

03255

Pem-
besaran
Tumbuh-
an Air
Payau

Seluruh

- Mikro
- Kecil

Menengah
Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis

. Laporan

kegiatan
usaha (LKU)
dan

Sertifikat
cara
budidaya
ikan
yang baik

Lokasi usaha
berada di
dalam satu
daerah
kabupaten/
kota

Bupati/
Wali Kota

SK No 122507 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.197
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
. Menerapkan Lokasi usaha | Gubernur
cara budi berada di
daya ikan lintas
yang baik kabupaten/
kota dalam
satu provinsi
- Mene- Menengah | NIB dan Rencana Usaha 3 Hari . Standar Lokasi usaha | Bupati/
ngah Tinggi Sertifikat yang meliputi: proses berada di Wali Kota
- Besar Standar 1. Rencana produksi dalam satu
kegiatan pembesaran daerah
usaha Tumbuhan air kabupaten/
2. Rencana payau kota
tki:};?:tzl:l ) Il;:pp ran Lokasi usaha | Gubernur
glatan berada di
3. Rencana usaha (LKU) lintas
teknologi yang dan kabupaten/
digunakan . Memiliki kota dalam
4. Sarana usaha sertifikat cara satu provinsi
yang dimiliki budi daya 1. Lokasi Menteri/
5. Rencana ikan yang usaha Kepala
pengadaan baik berada di | Badan
sarana usaha lintas
6. Rencana provinsi
volume dan/atau

SK No 122506 C




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.198

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

9)

(10)

(11)

(12)

(13)

produksi
setiap
tahapan
kegiatan dan

. Rencana

pembiayaan

Menggu-
nakan
tenaga
kerja
asing

55

03259

Budidaya
Biota Air
Payau
Lainnya

Seluruh

- Mikro
- Kecil

Menengah
Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis

. Laporan

kegiatan
usaha (LKU)
dan

. Menerapkan

cara budi
daya ikan
yang baik

Sertifikat
cara
budidaya
ikan
yang baik

Lokasi
usaha
berada di
dalam
satu
daerah
kabupa-
ten/kota
dan
Menggu-
nakan
teknologi
sederha-
na, semi
intensif,
atau
intensif

Bupati/
Wali Kota

SK No 122505 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.199

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

9)

(10)

(11)

(12)

(13)

- Mene-
ngah
- Besar

Menengah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

Rencana Usaha

yang meliputi:

1. Rencana
kegiatan
usaha

3 Hari

. Standar

proses
produksi
pembesaran
Budi daya

Lokasi
usaha
berada di
lintas
kabupa-
ten/kota
dalam
satu
provinsi
dan
Menggu-
nakan
teknologi
sederha-
na, semi
intensif,
atau
intensif

Gubernur

Lokasi
usaha
berada di
dalam
satu
daerah
kabupa-

Bupati/
Wali kota

SK No 122504 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.200
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
2. Rencana biota air ten/kota
tahapan payau lainnya dan
kegiatan . Laporan Menggu-
3. Rencana kegiatan nakan
teknologi yang usaha (LKU) teknologi
digunakan dan sederha-
4. Sarana usaha Memiliki na, semi
yang dimiliki ’ . intensif,
S. Rencana sertl.ﬁkat cara atau
pengadaan budi daya intensif
sarana usaha ikan yang
6. Rencana baik Lokasi Gubernur
volume usaha
produksi berada di
setiap lintas
tahapan kabupa-
kegiatan dan ten/kota
7. Rencana dalam
pembiayaan satu
provinsi
dan
Menggu-
nakan
teknologi
sederha-
na, semi
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PRESIDEN

REFPUBLIK INDONESIA

[LA.201

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI1

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

intensif,
atau
intensif

1. Lokasi
usaha
berada di
lintas
provinsi

2. Menggu-
nakan
tecnaga
kerja
asing
dan/atau

3. Menggu-

nakan
teknologi
super
intensif

Menteri/
Kepala
Badan

56

03261

Jasa
Sarana
Produksi
Budidaya
Ikan Air
Payau

Seluruh

Seluruh

Menegah
Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis

Laporan kegiatan

usaha (LKU)

Lokasi usaha
di wilayah
kabupaten/
kota

Bupati/
Wali Kota

1. Lokas:
usaha
berada di

Menteri/
Kepala
Badan

SK No 122502 C




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.202

No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan

(1) (2) (3) (4} (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)

lintas
provinsi
2. Menggu-
nakan
tenaga
kerja
asing
3. Dikawas-
an kon-
servasi
nasional
4. Di kawas-
an
strategis
nasional
dan/ atau
5. Di kawas-
an
strategis
nasional
tertentu

57 03262 | Jasa Seluruh Seluruh Menegah NIB dan - Otomatis Laporan kegiatan - Lokasi usaha | Bupati/Wali
Produksi Rendah Sertifikat usaha (LKU) di wilayah Kota

Budidaya Standar kabupaten/
kota

SK No 123000 C
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PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

[.LA.203

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(38)

4)

(S)

(6)

(7)

(8)

9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Ikan Air
Payau

1. Lokasi
usaha
berada di
lintas
provinsi

2. Menggu-

nakan
tenaga
kerja
asing

3. Di kawas-

an kon-
servasi
nasional

4. Di kawas-

an
strategis
nasional
dan/ atau

5. Di kawas-

an
strategis
nasional
tertentu

Menteri/Kepa
la Badan

58

03263

Jasa
Pasca

Seluruh

Seluruh

Menengah
Rendah

Otomatis

Sertifikat
penerap-

Lokasi usaha
di wilayah

Bupati/Wali
Kota

SK No 122999 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.204
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) {(5) (6) {7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
Panen NIB dan . Laporan an kabupaten/
Budidaya Sertifikat kegiatan distribusi | kota
Ikan Air Standar usaha (LKU) ikan 1. Menggu- Menteri/
Payau . Sertifikat nakan Kepala
penerapan tenaga Badan
distribusi ikan l;zglag
khusus skala 5 Di kawas-
usaha Mene-
an kon-
ngah dan servasi
Besar dan nasional
. Menerapkan 3. Dikawas-
cara distribusi an
ikan yang strategis
baik khusus nasional
skala usaha dan/atau
mikro dan 4. Di
kecil kawasan
strategis
nasional
tertentu
59 03271 | Pengem- | Kelompok Seluruh Tinggi NIB dan 1. Permohonan 17 Hari . Membayar - Seluruh Menteri/
bang- ini Izin Surat Izin Penerimaan Kepala
biakan mencakup Pemanfaatan Negara Bukan Badan
Ikan usaha atau Jenis Ikan Pajak sesuai
Bersirip kegiatan dengan

SK No 122998 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.LA.205
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7). (8) 9) (10) (11) (12) (13)
(Pisces) pemanfaat- (SIPJI) yang ketentuan
yang Di- | an ikan Dilindungi perundang-
lindungi bersirip dan/atau undangan
dan/atau | Pisces yang Termasuk . Menyampai-
Terma- dilindungi kedalam kan laporan
suk dan/atau . stok dan
dalam Appendiks éf,f,’; gc;llks . realisasi
asil
Appen- CITES pemanfataan
diks terbatas Pgngembang- secara berkala
CITES diluar biakan . Menyampai-
ketentuan - Proposal/ kan usulan
perlindung- dok}imen rencana
annya . Ber. lta acara produksi
dan/atau verifikasi . Menyampai-
yang lapangan kan usulan
dibatasi . Bukti kuota ekspor
pemanfaat- pembayaran hasil
annya Penerimaan pengembang-
sesuai Negara Bukan biakan
ketentuan Pajak . Menerapkan
konvensi sistem
internasio- penandaan
nal yang untuk jenis
diratifikasi ikan hasil
yang hidup pengembang-
di habitat biakan

SK No 122997 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.206
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) {7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
laut, 6. Menyiapkan
perairan sarana dan
tawar dan prasarana
perairan pendukung
payau sesuai dengan
untuk jenis kegiatan
kegiatan pemanfaatan
penelitian 7. Menyiapkan
dan sumber daya
pengemba- manusia
ngan, sesuai dengan
pengem- jenis kegiatan
bang- pemanfaatan
biakan, 8. Menyiapkan
perdaga- dan meng-
ngan dalam arsipkan
negeri, dokumen
perdaga- legalitas asal
ngan luar usul
negeri, kepemilikan
aquaria i jenis ikan
hasil dari yang akan
pengem- dimanfaatkan
bangbiakan 9. Menyiapkan
Contoh dokumen
ikan angkut

SK No 122996 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

ol

ke luar negeri
(ekspor)

11.Menerapkan

ketentuan

I.A.207
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
bersirip berupa Surat
yang Angkut Jenis
termasuk Ikan Dalam
kelompok Negeri (SAJI-
ini: Ikan DN) dalam hal
Napoleon, akan
Ikan melakukan
Capungan kegiatan
Banggai, pengangkutan
Ikan Hiu antar wilayah
Lanjaman, provinsi
Ikan Hiu 10.Menyiapkan
Martil, Ikan dokumen
Pari angkut
Mobula, berupa Surat
Kuda Laut, Angkut Jenis
Ikan Ikan Luar
Arwana, dll Negeri (SAJI-
LN) dalam hal
akan
melakukan
pengangkutan

SK No 122995 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.208

No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan

KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan

(1) (2) (3) (4} (S) (6) (7) (8) 9) (10} (11) (12) (13)

tentang
Animal
Welfare dalam
hal
melakukan
kegiatan
pemeliharaan
dan
pengangkutan
ikan hidup

12.Mematuhi
ketentuan
tentang status
perlindungan
dan
pemanfaatan
jenis ikan
yang
dilindungi
dan/atau
jenis ikan
yang
tercantum
dalam
Appendiks
CITES

SK No 122994 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.209
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (S) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
60 03272 | Pengem- | Kelompok Seluruh Tinggi NIB dan . Permohonan 17 Hari . Membayar - Seluruh Menteri/
bang- ini Izin Surat-Izin Penerimaan Kepala
biakan mencakup Pemanfaatan Negara Bukan Badan
Crusta- usaha atau Jenis lkan Pajak sesuai
ceayang | kegiatan (SIPJI) yang dengan
Di- pemanfaat- Dilindungi ketentuan
lindungi an Crusta- dan/atau perundang-
dan/atau | cea yang Termasuk undangan
Terma- dilindungi kedalam . Menyampai-
suk dan/atau Appendiks kan laporan
dalam Appendiks CITES Hasil stok dan
Appen- CITES Pengembang- realisasi
diks terbatas biakan pemanfataan
CITES diluar . Proposal/ secara berkala
ketentuan dokumen . Menyampai-
perlindung- . Berita acara kan usulan
annya verifikasi rencana
dan/atau lapangan produksi
yang . Bukti . Menyampai-
dibatasi pembayaran kan usulan
pemanfaat- Penerimaan kuota ekspor
annya N Buk hasil
sesuai cgara Bukan pengembang-
ketentuan Pajak biakan
konvensi
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[LA.210
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) 9 (10) (11) (12) (13)
internasio- . Menerapkan
nal yang sistem
diratifikasi penandaan
yang hidup untuk jenis
di habitat ikan hasil
laut, pengembang-
perairan biakan
tawar dan . Menyiapkan
perairan sarana dan
payau prasarana
untuk pendukung
kegiatan sesuai dengan
penelitian jenis kegiatan
dan pemanfaatan
pengemban . Menyiapkan
gan, sumber daya
pengem- manusia
bang- sesuai dengan
biakan, jenis kegiatan
perdaga- pemanfaatan
ngan dalam . Menyiapkan
negeri, dan meng-
perdaga- arsipkan
ngan luar dokumen
negeri, legalitas asal
aquaria usul
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b

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA211
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
hasil dari kepemilikan
pengemban jenis ikan
gbiakan yang akan
Contoh dimanfaatkan
Crustacea 9. Menyiapkan
yang dokumen
masuk angkut
dalam berupa Surat
kelompok Angkut Jenis
ini: Ikan Dalam
Tachypleus Negeri (SAJI-
gigas, DN) dalam hal
Tachypleus akan melaku-
tridentatus, kan kegiatan
dan pengangkutan
Carcinos- antar wilayah
corpius provinsi
rotundi- 10.Menyiapkan
cauda dokumen
angkut
berupa Surat
Angkut Jenis
Ikan Luar
Negeri (SAJI-
LN) dalam hal
akan melaku-

SK No 122991 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.212
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)

kan pengang-
kutan ke luar
negeri (ekspor)
11.Menerapkan
ketentuan
tentang
Animal
Welfare dalam
hal melaku-
kan kegiatan
pemeliharaan
dan pengang-
kutan ikan
hidup
12.Mematuhi
ketentuan
tentang status
perlindungan
dan pemanfa-
atan jenis
ikan yang
dilindungi
dan/atau
jenis ikan
yang tercan-
tum dalam

SK No 122990 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.213
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4 (5) (6) (7} (8) 9 (10) (11) (12) (13)
Appendiks
CITES
61 03273 | Pengem- | Kelompok Seluruh Tinggi NIB dan 1. Permohonan 17 Hari . Membayar - Seluruh Menteri/
bang- ini Izin Surat-lzin Penerimaan Kepala
biakan mencakup Pemanfaatan Negara Bukan Badan
Mollusca | usaha atau Jenis Ikan Pajak sesuai
yang Di- kegiatan (SIPJI) yang dengan
lindungi pemanfaat- Dilindungi ketentuan
dan/atau | an Mollusca d t perundang-
Terma- yang an/atau undangan
suk dilindungi Termasuk . Menyampai-
dalam dan/atau kedalam kan laporan
Appen- Appendiks Appendiks stok dan
diks CITES CITES Hasil realisasi
CITES terbatas Pengembang- pemanfataan
diluar biakan secara berkala
ketentuan . Proposal/ . Menyampai-
perlindung- dokumen kan usulan
annya . Berita acara rencana
dan/atau verifikasi produksi
yang lapangan . Menyampai-
dibatasi . Bukti kan usulan
pemanfaat- kuota ekspor
pembayaran .
annya . hasil pengem-
sesuai Penerimaan bangbiakan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.214
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2} (3) 4) (S) (6) (7) (8) 9) (10} (11) (12) (13)
ketentuan Negara Bukan 5. Menerapkan
konvensi Pajak sistem
internasio- penandaan
nal yang untuk jenis
diratifikasi ikan hasil
yang hidup pengembang-
di habitat biakan
laut, 6. Menyiapkan
perairan sarana dan
tawar dan prasarana
perairan pendukung
payau sesuai dengan
untuk jenis kegiatan
kegiatan pemanfaatan
penelitian 7. Menyiapkan
dan sumber daya
pengem- manusia
bangan, sesuai dengan
pengem- jenis kegiatan
bang- pemanfaatan
biakan, i 8. Menyiapkan
perdaga- dan meng-
ngan dalam arsipkan
negeri, dokumen
perdaga- legalitas asal
ngan luar usul kepe-
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.215
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
negeri, milikan jenis
aquaria ikan yang
hasil dan akan
pengem- dimanfaatkan
bangbiakan 9. Menyiapkan
Contoh dokumen
Mollusca angkut
yang berupa Surat
masuk Angkut Jenis
dalam Ikan Dalam
kelompok Negeri (SAJI-
ini: DN) dalam hal
Tridacna akan melaku-
spp, (Kima) kan kegiatan
dan pengangkutan
Strombus antar wilayah
gigas provinsi
(Keong 10.Menyiapkan
Ratu) dokumen
angkut
berupa Surat
Angkut Jenis
Ikan Luar
Negeri (SAJI-
LN) dalam hal
akan melaku-
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.216
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
kan pengang-
kutan ke luar

negeri (ekspor)

11.Menerapkan
ketentuan
tentang
Animal
Welfare dalam
hal melaku-
kan kegiatan
pemeliharaan
dan pengang-
kutan ikan
hidup

12 Mematuhi
ketentuan
tentang status
perlindungan
dan
pemanfaatan
jenis ikan
yang
dilindungi
dan/atau
jenis ikan
yang tercan-

SK No 122986 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.217
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
‘(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9 (10) (11) (12) (13)
tum dalam
Appendiks
CITES
62 03274 | Pengem- | Kelompok Seluruh Tinggi NIB dan 1. Permohonan 17 Hari 1. Membayar - Seluruh Menteri/
bang- ini Izin Surat-Izin Penerimaan Kepala
biakan mencakup Pemanfaatan Negara Bukan Badan
Coelen- usaha atau Jenis Ikan Pajak sesuai
terata kegiatan (SIPJI) yang dengan
yang Di- pemanfaat- Dilindungi ketentuan
lindungi an dan/atau peraturan
dan/atau | Coelenterat perundang-
Terma- a yang Termasuk undangan
suk dilindungi kedalam 2. Menyampai-
dalam dan/atau Appendiks kan laporan
Appen- Appendiks CITES Hasil stok dan
diks CITES Pengembangbi realisasi
CITES terbatas akan pemanfataan
diluar 2. Proposal/ secara berkala
ketentuan dokumen 3. Menyampai-
perlindung- 3. Berita acara kan usulan
annya verifikasi rencana
dan/atau lapangan produksi
yang 4. Bukti 4. Menyampai-
dibatasi b kan usulan
pemanfaat- pembayaran kuota ekspor
annya Penerimaan

SK No 122985 C



P
g

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA218
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
sesuai Negara Bukan hasil pengem-
ketentuan Pajak bangbiakan
konvensi . Menerapkan
internasio- sistem penan-
nal yang daan untuk
diratifikasi jenis ikan
yang hidup hasil pengem-
di habitat bangbiakan
laut, . Menyiapkan
perairan sarana dan
tawar dan prasarana
perairan pendukung
payau sesuai dengan
untuk jenis kegiatan
kegiatan pemanfaatan
penelitian . Menyiapkan
dan sumber daya
pengem- manusia
bangan, sesuai dengan
pengem- jenis kegiatan
bang- pemanfaatan
biakan, . Menyiapkan
perdaga- dan mengar-
ngan dalam sipkan
negeri, dokumen
perdaga- legalitas asal

SK No 122984 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.219
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
ngan luar usul kepe-
negeri, milikan jenis
aquaria ikan yang
hasil dari akan dimanfa-
pengem- atkan
bangbiakan . Menyiapkan
Contoh dokumen
Coelentera- angkut
ta yang berupa Surat
masuk Angkut Jenis
dalam Ikan Dalam
kelompok Negeri (SAJI-
ini: DN) dalam hal
Antipatha- akan melaku-
ra spp, kan kegiatan
Heliopori- pengangkutan
dae spp, antar wilayah
Sclerectinia provinsi
spp, 10.Menyiapkan
Tubiporidae dokumen
spp, dan angkut
Millepori- berupa Surat
dae spp Angkut Jenis
Ikan Luar
Negeri (SAJI-
LN) dalam hal

SK No 122983 C




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.220

No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan

KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan

(1) (2) (8) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

akan melaku-
kan pengang-
kutan ke luar
negeri (ekspor}
11.Menerapkan
ketentuan
tentang
Animal
Welfare dalam
hal melaku-
kan kegiatan
pemeliharaan
dan pengang-
kutan ikan
hidup
12.Mematuhi
ketentuan
tentang status
perlindungan
dan pemanfa-
atan jenis
ikan yang
dilindungi
dan/atau
jenis ikan
yang tercan-

SK No 122982 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.221
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2} (3) 4 (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
tum dalam
Appendiks
CITES
63 03275 | Pengem- Kelompok Seluruh Tinggi NIB dan 1. Permohonan 17 Hari . Membayar - Seluruh Menteri/
bang- ini Izin Surat-Izin Penerimaan Kepala
biakan mencakup Pemanfaatan Negara Bukan Badan
Echino- usaha atau Jenis Ikan Pajak sesuai
dermata kegiatan (SIPJ]) yang dengan
yang Di- pemanfaat- Dilindungi ketentuan
lindungi an d ¢ peraturan
dan/atau | Echinoder- an/atau perundang-
Terma- mata yan Termasuk undangan
yang g
suk dilindungi kedalarg . Menyampai-
dalam dan/atau Appendlks. kan laporan
Appen- Appendiks CITES Hasil stok dan
diks CITES Pengembang- realisasi
CITES terbatas biakan pemanfataan
diluar 2. Proposal/ secara berkala
ketentuan dokumen . Menyampai-
perlindung- 3. Berita acara kan usulan
annya verifikasi rencana
dan/atau lapangan produksi '
yang 4. Bukti . Menyampai-
dibatasi b kan usulan
pemanfaat- pembayaran kuota ekspor
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.222
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3} (d] (5) (6) (7 (8) 9 (10} (11) (12) (13)
annya Penerimaan hasil pengem-
sesuai Negara Bukan bangbiakan
ketentuan Pajak . Menerapkan
konvensi sistem penan-
internasio- daan untuk
nal yang jenis ikan
diratifikasi hasil pengem-
yvang hidup bangbiakan
di habitat 6. Menyiapkan
laut, sarana dan
perairan prasarana
tawar dan pendukung
perairan sesuai dengan
payau jenis kegiatan
untuk pemanfaatan
kegiatan 7. Menyiapkan
penelitian sumber daya
dan manusia
pengem- sesuai dengan
bangan, jenis kegiatan
pengem- ) pemanfaatan
bang- 8. Menyiapkan
biakan, dan mengar-
perdaga- sipkan
ngan dalam dokumen
negeri, legalitas asal
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berupa Surat
Angkut Jenis
Ikan Luar
Negeri (SAJI-
LN) dalam hal

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.A.223
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (S) (6) {7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
perdaga- usul kepemil-
ngan luar ikan jenis
negeri, ikan yang
aquaria akan
hasil dari dimanfaatkan
pengem- . Menyiapkan
bangbiakan dokumen
Contoh angkut
Ceolentera- berupa Surat
ta yang Angkut Jenis
masuk Ikan Dalam
dalam Negeri (SAJI-
kelompok DN) dalam hal
ini: akan melaku-
Holothoria kan kegiatan
fuscogilva, pengangkutan
Holothuria antar wilayah
nobilis, dan provinsi
Holothoria 10.Menyiapkan
whitmaei dokumen
angkut
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.224
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
‘KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)

akan melaku-
kan pengang-
kutan ke luar
negeri (ekspor)
11.Menerapkan
ketentuan
tentang
Animal
Welfare dalam
hal melaku-
kan kegiatan
pemeliharaan
dan pengang-
kutan ikan
hidup
12.Mematuhi
ketentuan
tentang status
perlindungan
dan pemanfa-
atan jenis
ikan yang
dilindungi
dan/atau
jenis ikan
yang tercan-
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.225
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu . UMKU
Penerbitan
(1) (2) 3) 4) (S) (6) {(7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
tum dalam
Appendiks
CITES
64 03276 | Pengem- | Kelompok Seluruh Tinggi NIB dan 1. Permohonan 17 Hari 1. Membayar - Seluruh Menteri/
bang- ini Izin Surat Izin Penerimaan Kepala
biakan mencakup Pemanfaatan Negara Bukan Badan
Amphibia | usaha atau Jenis Ikan Pajak sesuai
yang Di- kegiatan (SIPJ]) yang dengan
lindungi pemanfaat- Dilindungi ketentuan
dan/atau | an Amphi- d & peraturan
. an/atau
Terma- bia yang perundang-
suk dilindungi Termasuk undangan
dalam dan/atau kedalam 2. Menyampai-
Appen- Appendiks Appendiks kan laporan
diks CITES CITES Hasil stok dan
CITES terbatas Pengembang- realisasi
diluar biakan pemanfataan
ketentuan 2. Proposal/ secara berkala
perlindung dokumen 3. Menyampai-
annya 3. Berita acara kan usulan
dan/atau verifikasi rencana
yang produksi
dibatasi 4 l;lpliqgan 4. Menyampai-
. Bukt1
pemanfaat- embavaran kan usulan
annya p ¥ kuota ekspor
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.226
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (S) (6) {7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
sesuai Penerimaan hasil pengem-
ketentuan Negara Bukan bangbiakan
konvensi Pajak . Menerapkan
internasio- sistem penan-
nal yang daan untuk
diratifikasi jenis ikan
yang hidup hasil pengem-
di habitat bangbiakan
laut, . Menyiapkan
perairan sarana dan
tawar dan prasarana
perairan pendukung
payau sesuai dengan
untuk jenis kegiatan
kegiatan pemanfaatan
penelitian . Menyiapkan
dan sumber daya
pengem- manusia
bangan, sesuai dengan
pengem- jenis kegiatan
bang- pemanfaatan
biakan, . Menyiapkan
perdaga- dan mengar-
ngan dalam sipkan
negeri, dokumen
perdaga- legalitas asal
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.227
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9 (10) (11} (12) (13)
ngan luar usul kepemi-
negeri, likan jenis
aquaria ikan yang
hasil dari akan
pengem- dimanfaatkan
bang- 9. Menyiapkan
biakan dokumen
angkut
berupa Surat
Angkut Jenis
Ikan Dalam
Negeri (SAJI-
DN) dalam hal

akan melaku-
kan kegiatan
pengangkutan
antar wilayah
provinsi

10.Menyiapkan
dokumen

_ angkut

berupa Surat
Angkut Jenis
Ikan Luar
Negeri (SAJI-
LN) dalam hal
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.228
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

akan melaku-
kan pengang-
kutan ke luar
negeri (ekspor)
11.Menerapkan
ketentuan
tentang
Animal
Welfare dalam
hal melaku-
kan kegiatan
pemeliharaan
dan pengang-
kutan ikan
hidup
12.Mematuhi
ketentuan
tentang status
perlindungan
dan pemanfa-
atan jenis
ikan yang
dilindungi
dan/atau
jenis ikan
yang tercan-
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.229
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
tum dalam
Appendiks
CITES
65 03277 | Pengem- Kelompok Seluruh Tinggit NIB dan 1. Permohonan 17 Hari . Membayar - Seluruh Menteri/
bang- ini Izin Surat Izin Penerimaan Kepala
biakan mencakup Pemanfaatan Negara Bukan Badan
Reptilia usaha atau Jenis Ikan Pajak sesuai
yang Di- kegiatan (SIPJI) yang dengan
lindungi pemanfaat- Dilindungi ketentuan
oy gl
dan/atau | an Reptilia d peraturan
an/atau
Terma- yang T Kk perundang-
suk dilindungi ermasu undangan
dalam dan/atau kedalam . Menyampai-
Appen- Appendiks Appendiks kan laporan
diks CITES CITES Hasil stok dan
CITES terbatas Pengembang- realisasi
diluar biakan pemanfataan
ketentuan 2. Proposal/ secara berkala
perlindung dokumen . Menyampai-
annya 3. Berita acara kan usulan
dan/atau verifikasi rencana
yang lapangan produksi .
dibatasi 4. Bukti . Menyampai-
pemanfaat- ) b kan usulan
annya pembayaran kuota ekspor
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.230
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4 (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
sesuai Penerimaan hasil pengem-
ketentuan Negara Bukan bangbiakan
konvensi Pajak . Menerapkan
internasio- sistem penan-
nal yang daan untuk
diratifikasi jenis ikan
yang hidup hasil pengem-
di habitat bangbiakan
laut, 6. Menyiapkan
perairan sarana dan
tawar dan prasarana
perairan pendukung
payau sesuai dengan
untuk jenis kegiatan
kegiatan pemanfaatan
penelitian 7. Menyiapkan
dan sumber daya
pengem- manusia
bangan, sesuai dengan
pengem- jenis kegiatan
bang- . pemanfaatan
biakan, 8. Menyiapkan
perdaga- dan meng-
ngan dalam arsipkan
negeri, dokumen
perdaga- legalitas asal
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.231
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) {11) (12) (13)
ngan luar usul kepemi-
negeri, likan jenis
aquaria ikan yang
hasil dari akan
pengem- dimanfaatkan
bangbiakan 9. Menyiapkan
Contoh dokumen
Reptilia angkut
yang berupa Surat
masuk Angkut Jenis
dalam Ikan Dalam
kelompok Negeri (SAJI-
ini: Amyda DN) dalam hal
cartilagi- akan melaku-
nea, Chitra kan kegiatan
chitra, dan pengangkutan
Caretto- antar wilayah
chelys provinsi
insculpta 10.Menyiapkan
' dokumen
angkut
berupa Surat
Angkut Jenis
Ikan Luar
Negen (SAJI-
LN) dalam hal

SK No 122971 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1.LA.232
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)

akan melaku-
kan pengang-
kutan ke luar
negeri (ekspor)
11.Menerapkan
ketentuan
tentang
Animal
Welfare dalam
hal melaku-
kan kegiatan
pemeliharaan
dan pengang-
kutan ikan
hidup
12.Mematuhi
ketentuan
tentang status
perlindungan
dan pemanfa-
atan jenis
ikan yang
dilindungi
dan/atau
jenis ikan
yang tercan-
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.233
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
tum dalam
Appendiks
CITES
66 03278 | Pengem- | Kelompok Seluruh Tinggi NIB dan 1. Permohonan 17 Hari . Membayar - Seluruh Menteri/
bang- ini Izin Surat Izin Penerimaan Kepala
biakan mencakup Pemanfaatan Negara Bukan Badan
Mamalia | usaha atau Jenis Ikan Pajak sesuai
yang Di- kegiatan (SIPJI) yang dengan
lindungi pemanfaat- Dilindungi ketentuan
dan/atau | an mamalia d peraturan
an/atau
Terma- yang perundang-
suk dilindungi Termasuk undangan
dalam dan/atau kedalam . Menyampai-
Appen- Appendiks Appendiks kan laporan
diks CITES CITES Hasil stok dan
CITES terbatas Pengembang- realisasi pe-
diluar biakan manfataan
ketentuan 2. Proposal/ secara berkala
per- dokumen . Menyampai-
lindungan- 3. Berita acara kan usulan
nya verifikasi rencana
dan/atau lapangan produksi '
yang 4. Bukti . Menyampai-
dibatasi kan usulan
pemanfaat- pembayaran kuota ekspor
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.234
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) 9) (10) (11} (12) (13)
annya Penerimaan hasil pengem-
sesuai Negara Bukan bangbiakan
ketentuan Pajak . Menerapkan
konvensi sistem penan-
internasio- daan untuk
nal yang jenis ikan
diratifikasi hasil pengem-
yang hidup bangbiakan
di habitat . Menyiapkan
laut, sarana dan
perairan prasarana
tawar dan pendukung
perairan sesuai dengan
payau jenis kegiatan
untuk pemanfaatan
kegiatan . Menyiapkan
penelitian sumber daya
dan manusia
pengem- sesuai dengan
bangan, jenis kegiatan
pengem- pemanfaatan
bang- . Menyiapkan
biakan, dan mengar-
perdaga- sipkan
ngan dalam dokumen
negeri, legalitas asal
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.235
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) 9 (10) (11) (12) (13)
perdaga- usul kepemi-
ngan luar likan jenis
negeri, ikan yang
aquaria akan
hasil dari dimanfaatkan
pengem- . Menyiapkan
bangbiakan dokumen
Contoh angkut
mamalia berupa Surat
yang Angkut Jenis
masuk Ikan Dalam
dalam Negeri (SAJI-
kelompok DN) dalam hal
ini: lumba- akan melaku-
lumba kan kegiatan

pengangkutan
antar wilayah
provinsi

10.Menyiapkan

dokumen

angkut

berupa Surat
Angkut Jenis
Ikan Luar
Negeri (SAJI-
LN) dalam hal
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.236

No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan

KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan

(1) (2) (3) (4) (S) (6) {7) (8) (9) (10) {11) (12) (13)

akan melaku-
kan pengang-
kutan ke luar
negeri (ekspor)
.Menerapkan
ketentuan
tentang
Animal
Welfare dalam
hal melaku-
kan kegiatan
pemeliharaan
dan pengang-
kutan ikan
hidup
12.Mematuhi
ketentuan
tentang status
perlindungan
dan pemanfa-
atan jenis
ikan yang
dilindungi
dan/atau
jenis ikan
_yang tercan-

1

[
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.237
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI1 KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) {7) (8) ) (10) (11) (12) (13)
tum dalam
Appendiks
CITES
67 03279 | Pengem- | Kelompok Seluruh Tinggi NIB dan 1. Permohonan 17 Hari . Membayar - Seluruh Menteri/
bang- ini Izin Surat Izin Penerimaan Kepala
biakan mencakup Pemanfaatan Negara Bukan Badan
Algae usaha Jenis Ikan Pajak sesuai
dan Biota | pengem- (SIPJI) yang dengan
Perairan | bangbiakan Dilindunegi ketentuan
. g
Lainnya Algae dan d peraturan
. . an/atau
yang Di- biota perundang-
lindungi perairan Termasuk undangan
dan/atau | lainnya kedalam . Menyampai-
Terma- yang Appendiks kan laporan
suk dilindungi CITES Hasil stok dan
dalam dan/atau Pengembang- realisasi
Appen- Appendiks biakan pemanfataan
diks CITES 2. Proposal/ secara berkala
CITES terbatas dokumen . Menyampai-
diluar 3. Berita acara kan usulan
ketentuan verifikasi rencana
per- lapangan produksi _
lindungan- 4. Bukti . Menyampai-
nya ) kan usulan
dan/atau pembayaran kuota ekspor
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.238
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) 9 (10) (11) (12) (13)
yang Penerimaan hasil pengem-
dibatasi Negara Bukan bangbiakan
pemanfaat- Pajak . Menerapkan
annya sistem penan-
sesuai daan untuk
ketentuan jenis ikan
konvensi hasil pengem-
internasio- bangbiakan
nal yang . Menyiapkan
diratifikasi sarana dan
yang hidup prasarana
di habitat pendukung
laut, sesuai dengan
perairan jenis kegiatan
tawar dan pemanfaatan
perairan . Menyiapkan
payau sumber daya
untuk manusia
kegiatan sesuai dengan
penelitian jenis kegiatan
dan pemanfaatan
pengem- . Menyiapkan
bangan, dan meng-
pengem- arsipkan
bang- dokumen
biakan, legalitas asal
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.239
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (S} (4) (S) (6) (7} (8) 9 (10) (11) (12) (13)

perdaga- usul kepemi-
ngan dalam likan jenis
negeri, ikan yang
perdaga- akan
ngan luar dimanfaatkan
negeri, 9. Menyiapkan
aquaria dokumen
hasil dari angkut
pengem- berupa Surat
bangbiakan Angkut Jenis

Ikan Dalam

Negeri (SAJI-

DN) dalam hal

akan melaku-
kan kegiatan
pengangkutan
antar wilayah
provinsi
10.Menyiapkan
dokumen
angkut
berupa Surat
Angkut Jenis
Ikan Luar
Negeri (SAJI-
LN) dalam hal
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.240

No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan

KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan

(1) (2) (8) 4) (S) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)

akan melaku-
kan pengang-
kutan ke luar
negeri (ekspor)
.Menerapkan
ketentuan
tentang
Anmimal
Welfare dalam
hal melaku-
kan kegiatan
pemeliharaan
dan pengang-
kutan ikan
hidup
12.Mematuhi
ketentuan
tentang status
perlindungan
dan pemanfa-
atan jenis
ikan yang
dilindungi
dan/atau
jenis ikan
yang tercan-

1

—
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.241
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4 (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
tum dalam
Appendiks
CITES
68 08104 Pengga- Kelompok Seluruh Tinggi NIB dan 1. Persetujuan 21 Hari . Laporan - Seluruh Menteri/
lian Pasir | ini men- Izin Menteri pelaksanaan Kepala
cakup 2. Dokumen usaha Badan
usaha Rencana . Bukti
penggalian, Kerja Tetap pembayaran
pembersih- 3. Bukti Penerimaan
an, dan
pemisahan pembz.alyaran Negara Bl.,lkan
pasir yang Penerimaan Pajak lanjutan
berlokasi di Negara Bukan
laut selain Pajak (PNBP)
yang
berasal
dari :
1. Daerah
Lingku-
ngan
Kerja
Pela-
buhan,
Daerah
Lingku-
ngan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.242

No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan

(1) 2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (%) (10) (11) (12) (13)

Kepen-
tingan
Pela-
buhan
dan
termi-
nal
khusus
2. Wilayah
izin
usaha
pertam-
bangan
3. Alur
pelayar-
an dan
4. Zona
inti
kawa-
san
konser-
vasi
kecuali
untuk
kepenti-
ngan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.243
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9 (10) (11) (12) (13)
penge-
lolaan
kawa-
san
konser-
vasi,
yang
dimuat
dalam
rencana
tata
ruang
dan/
atau
rencana
zonasi
69 08930 | Ekstraksi | Seluruh - Mikro Rendah NIB - Otomatis Laporan pelaksa- - 1. Usaha Bupati/
Garam - Kecil naan usaha mikro Wali
dan Kota
2. Tidak
memiliki
fasilitas
pe-
ngambilan
air laut
menetap
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.244
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4 (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Mene- Menengah | NIB dan Dokumen 14 Hari 1. Laporan Usaha Gubernur
ngah Tinggi Sertifikat rencana teknis pelaksanaan Mikro
Standar usaha dan
2. Bukti Memiliki
pembayaran fasilitas
retribusi pe-
ngambilan
air laut
menetap
di kawas-
an pe-
rairan €12
mil di luar
ke-
wenangan
Menteri
Besar Tinggi NIB dan Dokumen 14 Hari 1. Laporan . Kawasan Menteri/
Izin rencana teknis pelaksanaan perairan

SK No 122958 C




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.245

No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan

KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan

(1) (2) (3) (4) () (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

usaha >12 mil Kepala
2. Bukti atau Badan
pembayaran 2. <12 mil
Penerimaan dengan
Negara Bukan kriteria:
Pajak a. U-
saha
kecil,
me-
neng
ah,
atau
besar
b. Ka-
was-
an
Stra-
tegis
Na-
sional
c. Ka-
was-
an
Stra-

SK No 122957 C
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PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

[LA.246

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

4)

(5)

(6

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

tegis
Na-
sional
Ter-
tentu
d. Pe-
nyer-
taan
Mo-
dal
Asing
e. Ka-
was-
an
kon-
ser-
vasi
per-
airan
na-
sional
atau
f. Ka-
was-

SK No 122956 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.247
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
an
lintas
pro-
vinsi
70 10211 | Industri Seluruh - Mikro Menengah | NIB dan - Otomatis . Memiliki SKP |- Sertifi- Seluruh Bupati/
Pengga- - Kecil Rendah Sertifikat paling lama 2 kat Ke- Wali kota
raman/ Standar (dua) tahun layakan
Pengeri- setelah Pengo-
ngan perizinan lahan
Ikan berusaha (SKP)
terbl'g . - Sertifi-
. Memiliki kat Pe-
Sertifikat nerapan
Penerapan Pro-
PMMT/ gram
HACCP untuk Mana-
:iuaj:an ekspor jemen
. Mutu
. Laporan kegi- Terpa-
atan usaha du/ Ha-
- Mene- Menengah | NIB dan - Otomatis . Memiliki SKP zard Seluruh Gubernur
ngah Rendah Sertifikat paling lama 3 Analy- PMDN
- Besar Standar (tiga) bulan sis and | Seluruh Menteri/
setelah perizi- Critical

SK No 122955 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.248
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
nan berusaha Control Kepala
terbit Point Badan
2. Memlllkl - Surat
Sertifikat Perse-
Penerapan tujuan
PMMT/ Pe-

3. HACCP untuk nilaian
tujuan ekspor TKDN

dan Peng-
4. Laporan kegi- gunaan
atan usaha Mesin
paling sedikit Pro-
memuat: duksi
a. Jenis dan Dalam
kapasitas Negeri
sarana dan |- pertim-
prasarana bangan
b. Perkemba- teknis
ngan omzet pem-
dan aset bebas-
c. Pengguna- an bea
an tenaga masuk
kerja yang dalam
meliputi rangk'a.
peneliti-

asal tenaga

SK No 122954 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.A.249
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) {11) (12) (13)
kerja, sta- an dan
tus tenaga pengem-
kerja, dan bangan
jenis kela- |- Sertifi-
min tenaga | kat
kerja serta | Tingkat
jumlah Kom-
hari kerja ponen
Dalam

tenflga Negeri
kerja

d. Asal bahan
baku,
wilayah
distribusi
dan mitra
usaha

e. Jenis dan
volume
bahan
baku dan

f. Jenis dan
volume
produk

SK No 122953 C




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[LA.250
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
yang
dihasilkan
71 10212 | Industri Seluruh - Mikro Menengah | NIB dan - Otomatis . Memiliki SKP |- Sertifi- Seluruh Bupati/
peng- - Kecil Rendah Sertifikat paling lama 2 kat Ke- Wali Kota
asapan/ Standar (dua) tahun layakan
pemang- setelah per- Peng-
gangan izinan ber- olahan
ikan usaha terbit (SKP)
. Memiliki - Izin Pe-
Sertifikat nerapan
Penerapan Program
PMMT/haccp Mana-
untuk tujuan jemen
eksport dan Risiko
. Lappran (PMR)
kegiatan Sarana
usaha Pro-
- Mene- Menengah | NIB dan - Otomatis . Memiliki SKP duksi Seluruh Gubernur
ngah Rendah Sertifikat paling lama 3 Pangan | PMDN
- Besar Standar (tiga} bulan Olahan | Seluruh Menteri/
setelah - Izin Kepala
perizinan Pene- Badan
berusaha rapan
terbit

SK No 122952 C




4

ol

kerja,

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.251
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
. Memiliki Cara
Sertifikat Produk-
Penerapan si Pa-
PMMT/ ngan
HACCP untuk Olahan
tujuan ekspor yang
dan Baik
. Laporan - Sertifi-
kegiatan kat
usaha paling Peme-
sedikit nuhan
memuat: Komit-
a. Jenis dan men
kapasitas Produk-
sarana dan | siPa-
prasarana ngan
b. Perkemban | Olahan
gan omzet Industri
dan aset Rumah
c. Pengguna- Tangga
" an tenaga (SPP-
. IRT}
kerja yang
. . - Perse-
meliputi .
asal tenaga twjuan
Pelak-

SK No 122951 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.252
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
status sanaan
tenaga Uji
kerja, dan Klinik
jenis Pangan
kelamin Olahan
tenaga - Serti-
kerja serta | fikat
T o
hari kerja Komit-
tenaga men Pa-
kerja dan ngan

d. Asal bahan | ojahan
b"’_lku’ - Izin
wilayah Edar Pa-
distribusi ngan
dan mitra Olahan
usaha - Serti-

e. Jenis dan fikat Pe-
volume nerap-
bahan an Pro-
baku dan gram

f. Jenis dan Mana-
volume jemen
produk Mutu

SK No 122950 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.253

No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan

KBLI1 KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan

(1) (2) (3) 4) (S) (6) (7} (8) 9 (10) (11) (12) (13)

yang Terpa-

dihasilkan du/ Ha-
zard
Analy-
sis and
Critical
Control
Point

- Izin Pe-
nerapan
Pro-
gram
Mana-
jemen
Risiko
(PMR)
Ber-
tahap
Sarana
Pro-
duksi
UMK
Pangan
Olahan
Risiko
Tinggi

SK No 122949 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.254

No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan

KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ) (10) (11) (12) (13)

- Izin
Peme-
nuhan
Komit-
men
Pro-
duksi
Pangan
Olahan
Industri
Rumah
Tangga
(IPP-IRT)
Sertifi-
kat
Peme-
nuhan
Komit-
men
Variasi
Promosi
Pangan
Olahan
- Izin
Variasi

SK No 122948 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[LA.255

No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan

KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan

(1) (2) (8) 4) (S) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)

Akun
Per-
usahaan
Sertifi-
kat
Perse-
tujuan
Pangan
Olahan
- Surat
Perse-
tujuan
Pe-
nilaian
TKDN
Peng-
gunaan
Mesin
Pro-
duksi
Dalam
Negeri
Pertim-
bangan
teknis

SK No 122947 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.256

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(38)

4)

(S)

(6)

(7)

(8)

)

(10)

(11)

(12)

(13)

pem-
bebas-
an bea
masuk
dalam
rangka
pe-
nelitian
dan pe-
ngem-
bangan
Sertifi-
kat
Tingkat
Kom-
ponen
Dalam
Negeri

72

10213

Industri
pem-
bekuan
ikan

Seluruh

- Mikro
- Kecil

Menengah
Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis

1. Memiliki SKP

paling lama 2
(dua) tahun
setelah
perizinan
berusaha
terbit

Sertifi-
kat Ke-
layakan
Pengo-
lahan
(SKP)

Seluruh

Bupati/
Wali Kota

SK No 122946 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.257
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) {7} (8) (9) (10) (11) (12) (13)
2. Memiliki - Sertifi-
Sertifikat kat Pe-
Penerapan nerapan
PMMT/ Pro-
tujuan ekspor Mana-
dan jemen
3. Laporan Mutu
kegiatan usa Terpa-
- Mene- Menengah | NIB dan Menyampaikan 5 Hari 1. Memiliki SKP du/ Ha- | Seluruh Gubernur
ngah Tinggi Sertifikat rencana usaha paling lama 3 zard PMDN
- Besar Standar yang memuat: 3 Hari (tiga} bulan Analy- Seluruh Menteri/
1. Jenis usaha setelah sis and Kepala
2. Sumber dan perizinan Critical Badan
nilai investasi berusaha Control
3. Jenis dan asal terbit Point
bahan baku 2. Memiliki - Surat
4. Sarana Sertifikat Perse-
produksi yang Penerapan tujuan
digunakan PMMT/ Pe-
5. Tata letak dan HACCP untuk nilaian
gambaran tujuan ekspor TKDN
proses dan Peng-
produksi dan 3. Laporan gunaan
6. Wilayah kegiatan usah Mesin
pemasaran

SK No 122945 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.258
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7} (8) 9) (10) (11) (12) (13)
paling sedikit Pro-
memuat: duksi
a. Jenis dan Dalam
kapasitas Negeri
sarana dan |- Pertim-
prasarana bangan
b. Perkemba- | teknis
ngan omgzet | Pe¢m-
dan aset bebas-
c. Pengguna- an bea
an tenaga masuk
kerja yang dalam
L rangka
meliputi peneliti-
asal tenaga | ,n dan
kerja, pengem-
status bangan
tenaga Sertifi-
kerja, dan kat
jenis Tingkat
kelamin Kom-
tenaga ponen
kerja serta | Dalam
jumlah Negeri
hari kerja

SK No 122944 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.259

No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan

KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan

(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

tenaga
kerja

d. Asal bahan
baku,
wilayah
distribusi
dan mitra
usaha

e. Jenis dan
volume
bahan
baku dan

f. Jenis dan
volume
produk
yang
dihasilkan

73 10214 Indqstri Seluruh - Mikro Menengah | NIB dan - Otomatis 1. Memiliki SKP |- Serti- Seluruh Bupati/
peminda- - Kecil Rendah Sertifikat paling lama 2 fikat Ke- Wali kota
ngan Standar (dua) tahun layakan

ikan sete_lah Peng-
perizinan

SK No 122943 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.260
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (S) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)

berusaha olahan
terbit (SKP)

. Memiliki - Izin Pe-
Sertifikat nerapan
Penerapan Pro-
PMMT/ gram
HACCP untuk Mana-
tujuan ekspor jemen
dan Risiko

. Laporan (PMR)
kegiatan Sarana
usaha Produk-

- Mene- Menengah | NIB dan - Otomatis . Memiliki SKP si Pa- Seluruh Gubernur
ngah Rendah Sertifikat paling lama 3 ngan PMDN
- Besar Standar (tiga) bulan Olahan | Seluruh Menteri/

setelah - Izin Kepala
perizinan Pene- Badan
berusaha rapan
terbit Cara

. Memiliki Produk-
Sertifikat si Pang-
Penerapan an Ola-
PMMT/ han
HACCP untuk yang
tujuan ekspor Baik

SK No 122942 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.261
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter | Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (S) (6) (7) (8) 9) {10) (11) (12) (13)
3. Laporan kegi- |- Perse-
atan usaha tujuan
paling sedikit Pelak-
memuat: sanaan
a. Jenis dan Uji
kapasitas Klinik
sarana dan | Pangan
prasarana Olahan
b. Perkemba- |- Sertifi-
ngan omzet | kat
dan aset Peme-
c. Pengguna- nuha}n
an tenaga Komit-
kerja yang nmg?npa_
meliputi
asal tenaga I(Zliihan
kerja, Edar Pa-
status
ngan
ten.aga Olahan
kerja, dan | _ Sertifi-
jenis Kkat
kelamin Pene-
tenaga rapan
kerja serta

SK No 122941 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.262
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
jumlah Program
hari kerja Mana-
tenaga jemen
kerja Mutu
d. Asal bahan | Terpa-
baku, du/Ha-
- zard
wilayah
distribusi A_n aly-
. sis and
dan mitra Critical
usaha Control
e. Jenis dan Point
volume - Izin
bahan Pene-
baku dan rapan
f. Jenis dan Pro-
volume gram
produk Mana-
yang jemen
dihasilkan | Risiko
(PMR)
Ber-
- Mene- Menengah | NIB dan - Otomatis . Memiliki SKP tahap Seluruh Gubernur
ngah Rendah Sertifikat paling lama 3 Sarana PMDN
Standar (tiga) bulan Produk- gelyrun Menteri/

SK No 122940 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.263
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) 9 (10} (11) (12) (13)
- Besar setelah si UMK Kepala
perizinan Pangan Badan
berusaha Olahan
terbit Risiko
. Memiliki Tinggi
Sertifikat - Sertifi-
Penerapan kat
PMMT/ Peme-
HACCP untuk nuhan
tujuan ekspor Komit-
dan men
. Laporan Variasi
kegiatan Promosi
usaha paling Pangan
sedikit Olahan
memuat: - Izin
a. Jenis dan Variasi
kapasitas Akun
sarana dan | pery-
prasarana sahaan
b. Perkemba- |. gertifi-
ngan omzet kat Per-
dan aset setuju-
c. Pengguna- an Pa-
an tenaga

SK No 122939 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.264
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3} (4) (S) (6) (7) (8) 9 (10} (11) (12) (13)

kerja yang ngan
meliputi Olahan
asal tenaga |- Surat
kerja, Perse-
status tujuan
tenaga Pe-
kerja, dan nilaian
jenis TKDN
kelamin Pezi-an
tengga %/l‘:ssin
kerja serta Pro-
jumlah duksi
hari kerja Dalam
tenaga Negeri
kerja - Pertim-

d. Asal bahan bangan
baku, teknis
wilayah pem-
distribusi bebas-
dan mitra an bea
usaha masuk

e. Jenis dan dalam
volume rangka

SK No 122938 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[LA.265
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBL1 KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) %) (10) (11) (12) (13)
bahan peneliti-
baku dan an dan
f. Jenis dan pengem-
volume bangan
produk - Sertifi-
kat
yang ¢
dihasilkan | Tingkat
Kom-
ponen
- Mene- Menengah | NIB dan Menyampaikan S Hari . Memiliki SKP Dala“} Seluruh Gubernur
ngah Tinggi Sertifikat rencana usaha paling lama 3 Negeri PMDN
- Besar Standar yang paling 3 Hari (tiga) bulan Seluruh Menteri/
sedikit memuat: setelah Kepala
1. Jenis usaha perizinan Badan
2. Sumber dan berusaha
nilai investasi terbit
3. Jenis dan asal . Memiliki
bahan baku Sertifikat
4. Sarana Penerapan
produksi yang PMMT/
digunakan HACCP untuk
S. Tata letak dan tujuan ekspor
gambaran dan
proses . Laporan
produksi dan kegiatan

SK No 122937 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.266

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tinghkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(8)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(1) (2)

usaha paling

sedikit

memuat:

a. Jenis dan
kapasitas
sarana dan
prasarana

b. Perkemban
gan omzet
dan aset

c. Pengguna-
an tenaga
kerja yang
meliputi
asal tenaga
kerja,
status
tenaga
kerja, dan
jenis
kelamin
tenaga
kerja serta
jumlah

6. Wilayah
pemasaran

SK No 122936 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.267

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

hari kerja
tenaga
kerja dan

d. Asal bahan
baku,
wilayah
distribusi
dan mitra
usaha

e. Jenis dan
volume
bahan
baku dan

f. Jenis dan
volume
produk
yang
dihasilkan

74

10217

Industri
Pendingi-
nan/Pe-
ngemas-
an Ikan

Seluruh

- Mikro
- Kecil

Menengah
Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis

. Memiliki SKP

paling lama 2
(dua) tahun
setelah
perizinan

- Sertifi-
kat Ke-
layakan
Pengo-

Seluruh

Bupati/
Wali kota

SK No 122935C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.268
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) 9) {10) (11) (12) (13)
berusaha lahan
terbit (SKP)
. Memiliki - Sertifi-
Sertifikat kat Pe-
Penerapan nerapan
PMMT/ Pro-
HACCP untuk gram
tujuan ekspor Mana-
dan jemen
. Laporan Mutu
kegiatan Terpa-
usaha du/ Ha-
- Mene- Menengah | NIB dan Menyampaikan 5 Hari . Memiliki SKP zard Seluruh Gubernur
ngah Tinggi Sertifikat rencana usaha paling lama 3 Analy- PMDN
- Besar Standar yang paling 3 Hari (tiga) bulan sisand | Seluruh Menteri/
sedikit memuat: setelah Critical Kepala
1. Jenis usaha perizinan Control Badan
2. Sumber dan berusaha Point
nilai investasi terbit - Surat
3. Jenis dan asal . Memiliki Perse-
bahan baku . Sertifikat tujuan
4. Sarana Penerapan Pe-
produksi yang PMMT/ nilaian
digunakan HACCP untuk TKDN
5. Tata letak dan tujuan ekspor Peng-
gambaran dan

SK No 122934 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.269
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) 9) (10) {11) (12) (13)
proses . Laporan kegi- gunaan
produksi dan atan usaha Mesin
6. Wilayah paling sedikit Pro-
pemasaran memuat: duksi
a. Jenis dan Dalam
kapasitas Negeri
sarana dan |- Pertim-
prasarana bangan
b. Perkemba- | teknis
ngan omzet | Pem-
dan aset bebas-
c. Pengguna- an bea
an tenaga masuk
kerja yang dalam
. . rangka
meliputi peneliti-
asaltenaga | 45 dan
kerja, sta- pengem-
tus tenaga bangan
kerja, dan |- Sertifi-
jenis kela- kat
min tenaga | Tingkat
kerja serta | Kom-
jumlah ponen
hari kerja

SK No 122933 C
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PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

LLA.270

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

{6)

(7)

(8)

(9)

{10)

(11)

(12)

(13)

tenaga
kerja

d. Asal bahan
baku,
wilayah
distribusi
dan mitra
usaha

e. Jenis dan
volume
bahan
baku dan

f. Jenis dan
volume
produk
yang
dihasilkan

- Mene-
ngah
- Besar

Menengah
Tinggi

NIB dan |,
Sertifikat
Standar

Menyampaikan
rencana usaha
yang paling

sedikit memuat:

1. Jenis usaha

5 Hari

3 Hari

. Memiliki SKP

paling lama 3
(tiga) bulan
setelah
perizinan

Dalam
Negeri

Seluruh
PMDN

Gubernur

Seluruh

Menteri/
Kepala
Badan

SK No 122932 C




ﬁ,@

5

&

. Tata letak dan

gambaran
proses
produksi dan

. Wilayah

pemasaran

tujuan ekspor
dan

. Laporan

kegiatan

usaha paling

sedikit
memuat:

a. Jenis dan
kapasitas
sarana dan
prasarana

b. Perkemban
gan omzet
dan aset

c. Pengguna-
an tenaga
kerja yang
meliputi

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.271
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) {2) {3) 4] (5) (6) {7) (8) 9) {10) {11) (12) (13)
. Sumber dan berusaha
nilai investasi terbit
. Jenis dan asal . Memiliki
bahan baku Sertifikat
. Sarana Penerapan
produksi yang PMMT/
digunakan HACCP untuk

SK No 122931 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.272

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Jangka
Waktu
Penerbitan

Perizinan Persyaratan Kewajiban

Berusaha

Skala
Usaha

Tingkat
“Risiko

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

4)

(S) (6) {7) (8) 9) (10)

(11)

(12)

(13)

asal tenaga
kerja, sta-
tus tenaga
kerja, dan
jenis kela-
min tenaga
kerja serta
jumlah
hari kerja
tenaga
kerja

d. Asal bahan
baku,
wilayah
distribusi
dan mitra
usaha

e. Jenis dan
volume
bahan
baku dan

f. Jenis dan
volume
produk

SK No 122930 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.273
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
yang
dihasilkan
- Mene- Menengah | NIB dan Menyampaikan 5 Hari . Memiliki SKP Seluruh Gubernur
ngah Tinggi Sertifikat rencana usaha paling lama 3 PMDN
- Besar Standar yang paling (tiga) bulan
sedikit memuat: setelah
Besar Menengah | NIB dan 1. Jenis usaha 3 Hari perizinan Seluruh Menteri/
Tinggi Sertifikat 2. Sumber dan berusaha Kepala
Standar nilai investasi terbit Badan
3. Jenis dan asal . Memiliki
bahan baku Sertifikat
4. Sarana Penerapan
produksi yang PMMT/
digunakan HACCP untuk
S. Tata letak dan tujuan ekspor
gambaran dan
proses . Laporan kegi-
produksi dan atan usaha
6. Wilayah paling sedikit
pemasaran memuat:
a. Jenis dan
kapasitas

SK No 122929 C
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PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

[.LA.274

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

sarana dan
prasarana

b. Perkemba-

ngan omzet
dan aset

c. Pengguna-

an tenaga
kerja yang
meliputi
asal tenaga
kerja, sta-
tus tenaga
kerja, dan
jenis
kelamin
tenaga
kerja serta
jumlah
hari kerja
tenaga
kerja

d. Asal bahan

baku,
wilayah

SK No 122928 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.275
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
distribusi
dan mitra
usaha
e. Jenis dan
volume
bahan
baku dan
f. Jenis dan
volume
produk
yang
dihasilkan
- Mene- Menengah | NIB dan Menyampaikan 5 Han . Memiliki SKP Seluruh Gubernur
ngah Tinggi Sertifikat rencana usaha paling lama 3 PMDN
- Besar Standar yang paling 3 Hari (tiga) bulan Seluruh Menteri/
sedikit memuat: setelah Kepala
1. Jenis usaha perizinan Badan
2. Sumber dan berusaha
nilai investasi terbit
3. Jenis dan asal . Memiliki
bahan baku Sertifikat
Penerapan
PMMT/

SK No 122927 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.276
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9 (10) (11) (12) (13)
4. Sarana HACCP untuk
produksi yang tujuan ekspor
digunakan dan
5. Tata letak dan . Laporan
gambaran kegiatan
proses usaha paling
produksi dan sedikit
6. Wilayah memuat:
pemasaran a. Jenis dan
kapasitas
sarana dan
prasarana
b. Perkemba-
ngan omzet
dan aset
c. Pengguna-
an tenaga
kerja yang
meliputi
asal tenaga
kerja, sta-
tus tenaga
kerja, dan
jenis kela-

SK No 122926 C




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[LA.277

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

{2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

min tenaga
kerja serta
jumlah
hari kerja
tenaga
kerja

d. Asal bahan

baku,
wilayah
distribusi
dan mitra
usaha

e. Jenis dan

volume
bahan
baku dan

f. Jenis dan

volume
produk
yang
dihasilkan

SK No 122925 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.278
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter | Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
75 10291 | Industri Seluruh - Mikro Menengah | NIB dan - Otomatis . Memiliki SKP |- Sertifi- Seluruh Bupati/
Pengga- - Kecil Rendah Sertifikat paling lama 2 kat Ke- Wali kota
raman/ Standar (dua) tahun layakan
Penge- setelah Pengo-
ringan perizinan lahan
Biota Air berusaha (SKP)
Lainnya terbit - Sertifi-
. Memiliki kat Pe-
Sertifikat nerapan
Penerapan Pro-
PMMT/ gram
HACCP untuk Mana-
ziuaj:an ekspor jemen
Mutu
. Laporan Terpa-
kegiatan du/Ha-
usaha zard
- Mene- Menengah | NIB dan - Otomatis . Memiliki SKP Analy- Seluruh Gubernur
ngah Rendah Sertifikat paling lama 3 sis and PMDN
- Besar Standar {tiga) bulan Critical Seluruh Menteri/
setelah Control Kepala
perizinan Point Badan
berusaha - Surat
terbit Perse-
. Memiliki tujuan
Sertifikat

SK No 122924 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.279
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)

Penerapan Pe-

PMMT/ nilaian

HACCP untuk TKDN
tujuan ekspor Peng-

dan gunaan
3. Laporan kegi- Mesin
atan usaha Pro-
paling sedikit duksi
memuat: Dalam
a. Jenis dan Negeri
kapasitas |- Pertim-
sarana dan | bangan
prasarana teknis

b. Perkemba- pem-
ngan omzet | bebas-

dan aset an bea
c. Pengguna- glﬁSUk
an tenaga r:nzg{na
kerja yang peneliti-
meliputi an dan
asal tenaga pengem-
kerja, sta- bangan
tus tenaga |_ gertifi-

kerja, dan kat

SK No 122923 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.280

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Perizinan
Berusaha

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Persyaratan Jangka Kewajiban
Waktu

Penerbitan

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(8)

4)

(5) (6) (7) (8) (9) (10)

(11)

(12)

(13)

jenis
kelamin
tenaga
kerja serta
jumlah
hari kerja
tenaga
kerja

d. Asal bahan
baku,
wilayah
distribusi
dan mitra
usaha

e. Jenis dan
volume
bahan
baku dan

f. Jenis dan
volume
produk
yang
dihasilkan

Tingkat
Kom-
ponen
Dalam
Negeri

SK No 122922 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.281
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
K3L1 KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (= | (3) (4) (S) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
76 10292 | industri Seluruh - Mikro Menengah | NIB dan - Otomatis . Memiliki SKP |- Sertifi- Seluruh Bupati/
peng- - Kecil Rendah Sertifikat paling lama 2 kat Ke- Wali kota
asapan/ Standar (dua) tahun layakan
pemang- setelah Pengo-
gangan perizinan lahan
biota air berusaha (SKP)
lainnya terbit
. Memiliki .
Sertifikat - Izin Pe-
Penerapan nerapan
PMMT/ Program
HACCP untuk | Mana-
tujuan ek Jemen
qon EESPOT L Risiko
. Laporan (PMR)
kegiatan Sarana
usaha P.roduk-
- Mene- Menengah | NIB dan - Otomatis . Memiliki SKP si Pa- Seluruh Gubernur
ngah Rendah Sertifikat paling lama 3 g‘%aﬂ PMDN
- Besar Standar (tiga) bulan anan
setelah
perizinan - Izin Pe-
berusaha nerapan
terbit Cara
. Memiliki Pro-
Sertifikat

SK No 152216 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.282
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (S) (6) (7) (8) 9 (10) (11) (12) (13)

Penerapan duksi

PMMT/ Pangan

HACCP untuk Olahan

tujuan ekspor yang

dan Baik

. Laporan kegi-

atan usaha

paling sedikit ) Pe.r se”

] tujuan

;nerjl;a};- dan Pelak-

. sanaan
kapasitas Uji
sarana dan | gjinik
prasarana Pangan

b. Perkemba- Olahan
ngan omzet
dan aset - Sertifi-

c. Pengguna- kat Seluruh Menteri/
an Fenaga Peme- Kepala
ker_]a yang nuhan Badan
meliputi Komit-
asal tenaga | men
kerja, Pangan
status Olahan
tenaga

SK No 152217 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.283
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)

kerja, dan |- Izin
jenis Edar
kelamin Pangan
tenaga Olahan
kerja serta
jumlah - Sertifi-
hari kerja kat
tenaga Pene-
kerja rapan

d. Asal bahan | Pro-
baku, gram
wilayah Mana-
distribusi jemen
dan mitra Mutu
usaha Terpa-

e. Jenis dan du/ Ha-

’ zard

volume Analy-
bahan sis and
baku dan Critical

f. Jenis dan Control
volume Point
produk

SK No 152218 C
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PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

[.LA.284

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(%)

(10)

(11)

(12)

(13)

yang
dihasilkan

- Izin Pe-
nerapan
Program
Mana-
jemen
Risiko
(PMR)
Ber-
tahap
Sarana
Pro-
duksi
UMK
Pangan
Olahan
Risiko
Tinggi

- Sertifi-
kat
Peme-
nuhan
Komit-
men
Variasi

SK No 152219 C
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PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

[.LA.285

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Promosi
Pangan
Olahan

Izin
Variasi
Akun
Per-
usahaan

Sertifi-
kat
Perse-
tujuan
Pangan
Olahan

Surat
Perse-
tujuan
Pe-
nilaian
TKDN
Peng-

SK No 152220 C
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PRESIDEN

el

REPUBLIK INDONESIA

[.LA.286

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

9)

(10)

(11)

(12)

(13)

gunaan
Mesin
Pro-
duksi
Dalam
Negeri

Pertim-
bangan
teknis
pem-
bebas-
an bea
masuk
dalam
rangka
peneliti-
an dan
pengem-
bangan

SK No 152221 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.287
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBL1 KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10} (11) (12) (13)
- Sertifi-
kat
Tingkat
Kom-
ponen
Dalam
Negeri
77 10293 | Industri Seluruh - Mikro Menengah | NIB dan - Otomatis . Memiliki SKP |- Sertifi- Seluruh Bupati/
Pem- - Kecil Rendah Sertifikat paling lama 2 kat Ke- Wali kota
bekuan Standar (dua) tahun layakan
Biota Air setelah Pengo-
Lainnya perizinan lahan
berusaha (SKP)
terbit - Sertifi-
. Memiliki kat Pe-
Sertifikat nerapan
Penerapan Program
PMMT/ Mana-
HACCP untuk jemen
tujuan ekspor Mutu
dan Terpa-
. Lappran du/ Ha-
kegiatan zard
usaha

SK No 122915C




na@

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.288
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
- Mene- Menengah | NIB dan Menyampaikan S Hari . Memiliki SKP Analy- Seluruh Gubernur
ngah Tinggi Sertifikat rencana usaha paling lama 3 sis and PMDN
- Besar Standar yang paling 3 Hari (tiga) bulan Critical | Seluruh Menteri/
sedikit memuat: setelah Control Kepala
1. Jenis usaha perizinan Point Badan
2. Sumber dan berusaha Surat
nilai investasi terbit Perse-
3. Jenis dan asal . Memiliki tujuan
bahan baku Sertifikat Pe-
4. Sarana Penerapan nilaian
produksi yang PMMT/ TKDN
digunakan HACCP untuk Peng-
5. Tata letak dan tujuan ekspor gunaan
gambaran dan Mesin
proses . Laporan Pro-
produksi dan kegiatan duksi
6. Wilayah usaha paling Dalam
pemasaran sedikit Negeri
memuat: Pertim-
a. Jenis dan bangan
kapasitas teknis
sarana dan | pem-
prasarana bebas-
an bea
masuk

SK No 122914 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.289
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) {11) (12) (13)
b. Perkemba- dalam
ngan omzet | rangka
dan aset peneliti-
c. Pengguna- an dan
an tenaga pengem-
kerja yang bangan
meliputi - Sertifi-
asal tenaga kfit
kerja Tingkat
’ Kom-
status
ponen
tengga Dalam
keqa, dan Negeri
jenis
kelamin
tenaga
kerja serta
jumlah
hari kerja
tenaga
kerja
d. Asal bahan
baku,
wilayah
distribusi

SK No 122913 C




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.290
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
dan mitra
usaha
e. Jenis dan
volume
bahan
baku dan
f. Jenis dan
volume
produk
yang
dihasilkan
78 10294 | Industri Seluruh - Mikro Menengah | NIB dan - Otomatis . Memiliki SKP |- Sertifi- Seluruh Bupati/
peminda- - Kecil Rendah Sertifikat paling lama 2 kat Ke- Wali kota
ngan Standar (dua) tahun layakan
biota air setelah Pengo-
lainnya perizinan lahan
berusaha (SKP)
terbit - Izin Pe-
. Memxllkl nerapan
Sertifikat Program
Penerapan Mana-
PMMT/ jemen
HACCP untuk

SK No 122912 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.291
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)

tujuan ekspor Risiko
dan (PMR)

. Laporan Sarana
kegiatan Produk-
usaha si

- Mene- Menengah | NIB dan - Otomatis . Memiliki SKP Pangan Seluruh Gubernur
ngah Rendah Sertifikat paling lama 3 Olahan PMDN
- Besar Standar (tiga) bulan - Izin Pe- | Seluruh Menteri/

setelah nerapan Kepala
perizinan Cara Badan
berusaha Pro-
terbit duksi

. Memiliki Pangan
Sertifikat Olahan
Penerapan yang
PMMT/ Baik
HACCP untuk |_ Perse-
tujuan ekspor tujuan
dan Pelak-

. Laporan sanaan
kegiatan Uji
usaha paling Klinik
sedikit Pangan
memuat: Olahan
a. Jenis dan

kapasitas

SK No 122911 C




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.A.292
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2} (3) 4) {5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)

sarana dan |- Sertifi-
prasarana kat

b. Perkemba- Peme-
ngan omzet | nuhan
dan aset Komit-

c. Pengguna- men
an tenaga Pangan
kerja yang O%ahan
meliputi - Izin
asal tenaga g::ran
kerja, sta- Olagan
tus tenaga - Sertifi-
kerja, dan
jenri's kat

. Pene-

kelamin rapan
tenaga Program
kerja serta Mana-
jumlah jemen
hari kerja Mutu
‘tenaga Terpa-
kerja du/ Ha-

d. Asal bahan | zard
baku, Analy-
wilayah sis and

SK No 122910 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.293
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)

distribusi Critical
dan mitra Control
usaha Point

e. Jenisdan |- Izin Pe-
volume nerapan
bahan Program
baku dan Mana-

f. Jenis dan jemen
volume Risiko
produk gx_R)
yang tahap
dihasilkan Sarana

Pro-
- Mene- Menengah | NIB dan - Otomatis . Memiliki SKP 81;/1[(;1 Seluruh Gubernur
ngah Rendah Sertifikat paling lama 3 Pangan PMDN
- Besar Standar (tiga) bulan Olahan | Seluruh Menteri/

sete;lgh Risiko Kepala

perizinan S Badan

berusaha ng.gl

terbit - Sertifi-

. Memiliki gat

Sertifikat e‘:e'

Penerapan nunan

PMMT/ Komit-

SK No 122909 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
1.A.294
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7} (8) 9 (10) (11) (12) (13)
HACCP men
untuk tujuan Variasi
ekspor dan Promosi
. Laporan Pangan
kegiatan Olahan
usaha paling |- Izin
sedikit Variasi
memuat: Akun
a. Jenis dan Per-
kapasitas usahaan
sarana dan |- Sertifi-
prasarana kat
b. Perkemba- Perse-
ngan omzet | tujuan
dan aset Pangan
c. Pengguna- Olahan
an tenaga |- Surat
kerja yang Perse-
meliputi tyjuan
asal tenaga i iel-aian
kerja, sta- TKDN
tus tenaga
kerja, dan Peng-
R gunaan
jenis

SK No 122908 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.295
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha : Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9 (10) (11) (12) (13)
kelamin Mesin
tenaga Pro-
kerja serta duksi
jumlah Dalam
hari kerja Negt?n
tenaga - gertlr:r;
kerja ang
d. Asal bahan | teknis
pem-
be.lku’ bebas-
wilayah an bea
distribusi masuk
dan mitra dalam
usaha rangka
e. Jenis dan peneliti-
volume an dan
bahan pengem-
baku dan bangan
f. Jenis dan |- Sertifi-
volume kat
produk Tingkat
yang Kom-
dihasilkan ponen
Dalam
Negeri

SK No 122907 C




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.296
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
- Mene- Menengah | NIB dan Menyampaikan 5 Hari . Memiliki SKP Seluruh Gubernur
ngah Tinggi Sertifikat rencana usaha paling lama 3 PMDN
- Besar Standar yang paling (tiga) bulan
sedikit memuat: setelah Seluruh Menteri/
1. Jenis usaha perizinan Kepala
2. Sumber dan berusaha Badan
nilai investasi terbit
3. Jenis dan asal . Memiliki
bahan baku Sertifikat
4. Sarana Penerapan
produksi yang PMMT/
digunakan HACCP untuk
5. Tata letak dan tujuan ekspor
gambaran dan
proses . Laporan kegi-
produksi dan atan usaha
6. Wilayah paling sedikit
pemasaran memuat:
a. Jenis dan
kapasitas
sarana dan
prasarana
b. Perkemba-
ngan omzet
dan aset

SK No 122906 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.297

oy
&

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

9)

(10)

(11)

(12)

(13)

c. Pengguna-
an tenaga
kerja yang
meliputi
asal tenaga
kerja, sta-
tus tenaga
kerja, dan
jenis
kelamin
tenaga
kerja serta
jumlah
hari kerja
tenaga
kerja

d. Asal bahan
baku,
wilayah
distribusi
dan mitra
usaha

e. Jenis dan
volume

SK No 122905 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
1.LA.298
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
bahan
baku dan
f. Jenis dan
volume
produk
yang
dihasilkan
79 10297 | Industri Seluruh - Mikro Menengah | NIB dan - Otomatis . Memiliki SKP |- Sertifi- Seluruh Bupati/
Pendingi- - Kecil Rendah Sertifikat paling lama 2 kat Ke- Wali kota
nan/Pe- Standar (dua) tahun layakan
ngemas- lama setelah Pengo-
an Biota perizinan lahan
Air berusaha (SKP)
Lainnya terbit - Sertifi-
. Memiliki kat Pe-
Sertifikat nerapan
Penerapan Pro-
PMMT/ gram
HACCP untuk Mana-
tujuan ekspor jemen

SK No 122904 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.299
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4 (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
3. Laporan Mutu
kegiatan Terpa-
usaha du/ Ha-
- Mene- Menengah | NIB dan Menyampaikan 5 Hari 1. Memiliki SKP zard Seluruh Gubernur
ngah Tinggi Sertifikat rencana usaha paling lama 3 Analy- PMDN
- Besar Standar yang paling 3 Hari (tiga) bulan sisand | Seluruh Menteri/
sedikit memuat: setelah Critical Kepala
1. Jenis usaha perizinan Control Badan
2. Sumber dan berusaha Point
nilai investasi terbit - Surat
3. Jenis dan asal . Memiliki Perse-
bahan baku Sertifikat tujuan
4. Sarana Penerapan Pe-
produksi yang PMMT/ nilaian
digunakan HACCP untuk TKDN
5. Tata letak dan tujuan ekspor Peng-
gambaran dan gunaan
proses . Laporan Mesin
produksi dan kegiatan Pro-
6. Wilayah usaha paling duksi
pemasaran sedikit Dalam .
memuat: Negeri
a. Jenis dan - Pertim-
kapasitas bangan
teknis

SK No 122903 C




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.A.300
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter | Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4 (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)

sarana dan | pem-
prasarana bebas-

b. Perkemba- an bea
ngan omzet | masuk
dan aset (rj:rllarl?a

¢. Pengguna- peniliti-
an .tenaga an dan
ker_|'a yang pengem-
meliputi bangan
asal tenaga | _ Sertifi-
kerja, sta- kat
tus tenaga Tingkat
kerja, dan Kom-
jenis ponen
kelamin Dalam
tenaga Negeri
kerja serta
jumlah
hari kerja
tenaga
kerja

d. Asal bahan
baku,
wilayah

SK No 122902 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.301
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (S) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
distribusi
dan mitra
usaha
e. Jenis dan
volume
bahan
baku dan
f. Jenis dan
volume
produk
yang
dihasilkan
80 10298 | Industri Seluruh - Mikro Menengah | NIB dan - Otomatis . Memiliki SKP |- Sertifi- Seluruh Bupati/
peng- - Kecil Rendah Sertifikat paling lama 2 kat Ke- Wali kota
olahan Standar (dua) tahun layakan
rumput setelah Pengo-
laut perizinan lahan
berusaha (SKP)
terbit - Izin
. Memiliki Pene-
Sertifikat rapan
Penerapan Pro-
PMMT/

SK No 122901 C




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.302
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) {2) (3) 4) (S) (6) {7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
HACCP untuk gram
tujuan ekspor Mana-
dan jemen
3. Laporan Risiko
kegiatan (PMR)
usaha Sarana
Pro-
- Mene- Menengah | NIB dan Menyampaikan 5 Hari 1. Memiliki SKP duksi Seluruh Gubernur
ngah Tinggi Sertifikat rencana usaha paling lama 3 Pangan PMDN
- Besar Standar yang paling (tiga) bulan Olahan
sedikit memuat: 3 Hari setelah - Izin Seluruh Menteri/
1. Jenis usaha perizinan Pene- Kepala
2. Sumber dan berusaha rapan Badan
nilai investasi terbit Cara
3. Jenis dan asal 2. Memiliki Pro-
bahan baku Sertifikat duksi
4. Sarana Penerapan Pangan
produksi yang PMMT/ Olahan
digunakan HACCP untuk yang
5. Tata letak dan tujuan ekspor Baik
gambaran dan - Sertifi-
proses 3. Laporan kat
produksi dan kegiatan Peme-
6. Wilayah usaha paling nuhan
pemasaran sedikit Komit-
memuat:
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.A.303
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
a. Jenis dan men
kapasitas Pro-
sarana dan | duksi
prasarana Pangan
b. Perkemba- ?122:3 .
n i
ngan omzet Rumah
dan aset
Tangga
c. Pengguna- (SPP-
an Fenaga IRT)
keI]'a ¥y a.ng - Perse-
meliputi tujuan
asal tenaga Pelak-
kerja, sta- sanaan
tus tenaga Uji
kerja, dan Klinik
jenis Pangan
kelamin Olahan
tenaga - Sertifi-
kerja serta kat Pe-
jumlah menuh-
hari kerja an
tenaga Komit-
kerja men Pa-

SK No 122899 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
1.A.304
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4 (5) (6) {7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
d. Asal bahan | ngan
baku, Olahan
wilayah - Izin
distribusi Edar
dan mitra Pangan
usaha Olahan
e. Jenisdan |- Sertifi-
volume kat
bahan Pene-
bakudan | pb2f
f. Jenis dan gram
volume Mana-
produk jemen
yang Mutu
dihasilkan Terpa-
du/ Ha-
zard
- Mene- Menengah | NIB dan - Otomatis 1. Memiliki SKP Analy- Seluruh Gubernur
ngah Rendah Sertifikat paling lama 3 sis and PMDN
.- Besar Standar (tiga) bulan Critical
setelah Control Seluruh Menteri/
perizinan Point Kepala
berusaha Badan
terbit
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.305
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
. Memiliki - Izin
Sertifikat Pene-
Penerapan rapan
PMMT/ Pro-
HACCP untuk gram
tujuan ekspor Mana-
dan jemen
- Laporan Risiko
kegiatan (PMR)
usaha paling Ber-
sedikit tahap
memuat: Sarana
a. Jenis dan Pro-
kapasitas duksi
sarana dan | UMK
prasarana Pa-ngan
b. Perkemba- | Olah-an
ngan omzet R_iSik‘?
dan aset Tinggi
c. Pengguna- |- Izin
an tenaga Peme-
kerja yang nuhan
meliputi Komit-
men
asa.l tenaga Produk-
kerja, sta-
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.306
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBL1 Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10} (11) (12) (13)
tus tenaga si
kerja, dan Pangan
jenis Olahan
kelamin Industri
tenaga Rumah
kerja serta Tangga
) (IPP-IRT)
jumlah .
hari kerja |~ Sertifi-
tenaga kat
. Peme-

kerja nuhan

d. Asal bahan Komit-
baku, men
wilayah Variasi
distribusi Promosi
dan mitra Pangan
usaha Olahan

e. Jenis dan - Izin
volume Variasi
bahan Akun
baku dan Per-

f. Jenis dan usahaan
volume - Sertifi-
produk kat

SK No 122896 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.307
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) {2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
yang Perse-
dihasilkan tujuan
Pangan
Olahan
- Mene- Menengah | NIB dan Menyampaikan S Hari 1. Memiliki SKP |. syrat Seluruh Gubernur
ngah Tinggi Sertifikat rencana usaha paling lama 3 Perse- PMDN
- Besar Standar yang paling (tiga) bulan tujuan
sedikit memuat: 3 Hari setelah Penilai- Seluruh Menteri/
1. Jenis usaha perizinan an Kepala
2. Sumber dan berusaha TKDN Badan
nilai investasi terbit Peng-
3. Jenis dan asal . Memiliki gunaan
bahan baku Sertifikat Mesin
4. Sarana Penerapan Produk-
produksi yang PMMT/ si
digunakan HACCP untuk Dalam
5. Tata letak dan tujuan ekspor Negeri
gambaran dan - Pertim-
proses . Laporan kegi- bangan
produksi dan atan usaha teknis
6. Wilayah paling sedikit pem-
pemasaran memua_t: bebas-
a. Jenis dan an bea
kapasitas
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.308
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) {3) 4) (S) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
sarana dan | masuk
prasarana dalam
b. Perkemba- rangka
ngan omzet | Ppeneliti-
dan aset agndi?n
c. Pengguna- ganzan
an tenaga -
kerja yang |~ Sertifi-
meliputi k.at
Tingkat
asal tenaga Kom-
kerja, sta- ponen
tus tenaga Dalam
kerja, dan Negeri
jenis
kelamin
tenaga
kerja serta
jumlah
hari kerja
tenaga
kerja
d. Asal bahan
baku,
wilayah

SK No 122894 C
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REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN

[.LA.309

No

Kode
‘ KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

{11)

(12)

(13)

distribusi
dan mitra
usaha

e. Jenis dan
volume
bahan
baku dan

f. Jenis dan
volume
produk
yang
dihasilkan

Mene-
ngah dan
Besar

Menengah
Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis

. Memiliki SKP

paling lama 3
(tiga) bulan
setelah
perizinan
berusaha
terbit

. Memiliki

Sertifikat
Penerapan
PMMT/

Seluruh
PMDN

Gubernur

Seluruh

Menteri/
Kepala
Badan
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o

tujuan ekspor
dan

. Laporan

kegiatan

usaha paling

sedikit
memuat:

a. Jenis dan
kapasitas
sarana dan
prasarana

b. Perkemba-
ngan omzet
dan aset

c. Pengguna-
an tenaga
kerja yang
meliputi
asal tenaga
kerja, sta-
tus tenaga
kerja, dan
jenis

B
°
&
&
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.LA.310
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
HACCP untuk

SK No 122892 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA311

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Jangka
Waktu
Penerbitan

Perizinan Kewajiban

Berusaha

Skala
Usaha

Tingkat Persyaratan

Risiko

PB

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) (6) (7) (8) 9) (10)

(11)

(12)

(13)

kelamin
tenaga
kerja serta
jumlah
hari kerja
tenaga
kerja

d. Asal bahan
baku,
wilayah
distribusi
dan mitra
usaha

e. Jenis dan
volume
bahan
baku dan

f. Jenis dan
volume
produk
yang
dihasilkan

SK No 122891 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.312

Parameter Kewenangan

Perizinan
Berusaha

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban PB
UMKU

Skala
Usaha

No Kode
KBLI

Judul Persyaratan

KBLI

Tingkat
Risiko

Ruang
Lingkup

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)

- Mene- Menengah | NIB dan - Otomatis 1. Memiliki SKP Seluruh Gubernur
ngah Rendah Sertifikat paling lama 3 PMDN
- Besar Standar (tiga) bulan

setelah
perizinan
berusaha

Seluruh

Menteri/
Kepala
Badan

terbit
2. Memiliki

Sertifikat

Penerapan

PMMT/

HACCP untuk

tujuan ekspor

dan

3. Laporan kegi-
atan usaha
paling sedikit
memuat:

a. Jenis dan
kapasitas
sarana dan
prasarana

b. Perkemba-
ngan omzet
dan aset

SK No 122890 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.313

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

{7)

(8)

9)

(10)

(11)

(12)

(13)

c. Pengguna-

an tenaga
kerja yang
meliputi
asal tenaga
kerja, sta-
tus tenaga
kerja, dan
jenis
kelamin
tenaga
kerja serta
jumlah
hari kerja
tenaga
kerja

d. Asal bahan

baku,
wilayah
distribusi
dan mitra
usaha

e. Jenis dan

volume

SK No 122889 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.314
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (S) (6) (7} (8) 9 (10) (11) (12) (13)
bahan
baku dan
f. Jenis dan
volume
produk
yang
dihasilkan
81 36001 | Penam- Mencakup - Mikro Rendah NIB - Otomatis . Laporan Penyim- . Wilayah Gubernur
pungan, usaha - Kecil pelaksanaan panan perairan
Penjer- pengambil- usaha Mineral <12 mil,
nihan an air . Bukti Ikutan diluar
dan secara pembayaran Racpo— kewena-
Penyalur- | langsung Retribusi aktif ngan
an Air dari laut, sebagai Menteri
Minum dan Penun- . Debit
penyaluran jang pengam-
air minum Kegiatan bilan air
secara Utama laut
langsung setara
dari <30
terminal air m3/bulan

SK No 122888 C




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.315
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (5) (6) {7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
melalui - Mene- Menengah | NIB dan Dokumen 14 Hari . Laporan 1. Wilayah Menteri/
saluran ngah Tinggi Sertifikat rencana teknis pelaksanaan perairan Kepala
pipa, mobil | - Besar Standar usaha >12 mil Badan
tangki (asal . Bukti atau
moblll pembayaran 2. Wllay'ah <
tangki Penerimaan 12 mil
tersebut N Buk dengan
masih cgara Bukan kriteria:
dalam satu Pajak a. Debit
pengelola- peng-
an ambil-
adminis- an air
tratif dari laut
Zgr:israha- setara
minum 230
tersebut) m3/
untuk bulan
dijual b. Kawa-
kepada san
konsumen Stra-
atau tegis
pelanggan, Nasio-
seperti nal
rumah
tangga,

SK No 122887 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.316
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4 (5) (6) (7 (8) 9) (10) (11) (12) (13)
instansi/ c. Kawa-
lembaga/ san
badan Stra-
pemerin- tegis
tah, badan- Nasio-
bad,a? nal
sosial, -
badan ’:‘erten
ha milik u
usa d. Pe-
negara,
perusaha- nyer-
an/usaha taan
swasta Modal
antara lain Asing
hotel, e. Kawa-
industri san
pengolahan kon-
dan servasi
pertokoan perair-
an
nasio-
nal
f. Kawa-
san
lintas

SK No 122886 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.317
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2} S} (4) (S) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
provin-
si
82 36002 | Penam- Kelompok Kecil Rendah NIB - 14 Hari . Laporan - 1. Wilayah Gubernur
pungan ini pelaksanaan perairan
dan mencakup usaha <12 mil,
Penyalur- | usaha . Bukti diluar
an Air pengadaan pembayaran kewena-
Baku dan Retribusi ngan
penyaluran Menteri
air (laut) 2. Debit
baku yang pengam-
memanfaat bilan air
kan ruang laut
laut secara setara
menetap <30
minimal 30 m3/bulan
hari - Mene- Tinggi NIB dan Dokumen 14 Hari . Laporan 1. Wilayah Menteri/
dengan ngah Izin rencana teknis pelaksanaan perairan Kepala
atau tanpa | . Besar usaha >12 mil Badan
pengolahan . Bukti atau
Entuk pembayaran 2. Wllay.ah <
_ eperluan Penerimaan 12 mil
industri, dengan
pembangkit kriteria:

SK No 122885 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[LA.318

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB

Parameter

Kewenangan

(1)

{2)

(8)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

9)

(10)

(11)

(12)

(13)

listrik dan
lain-lain

Negara Bukan
Pajak

a. Debit
peng-
ambil-
an air
laut
setara
230
m3/
bulan

b. Kawa-
san
Stra-
tegis
Nasio-
nal

c. Kawa-
san
Stra-
tegis
Nasio-
nal
Terten-
tu

SK No 122884 C
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PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

[LA.319

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

4)

(S)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

d. Pe-
nyer-
taan
Modal
Asing

e. Kawa-
san
kon-
servasi
perair-
an
nasio-
nal

f. Kawa-
san
lintas
provin-
si

83

46206

Per-
dagangan
Besar
Hasil Per-
ikanan

Seluruh

- Mene-
ngah
- Besar

Menengah,
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

Menyampaikan
rencana usaha
yang paling

sedikit memuat:

1. Jenis usaha

5 Hari

3 Hari

1.

Memiliki
Sertifikat
penerapan
distribusi ikan
paling lama 1
(satu) tahun

- Serti-
fikat
Pene-
rapan
Pro-

Seluruh
PMDN

Gubernur

Seluruh

Menteri/
Kepala
Badan

SK No 122883 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.320
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3} (4) (5) (6) {7} (8) 9 (10) (11) (12) (13)

. Sumber dan setelah gram
nilai investasi Perizinan Mana-

. Jenis dan asal Berusaha jemen
bahan baku terbit Mutu

. Sarana . Memiliki Terpa-
produksi Sertifikat du/ Ha-
yang Penerapan zard
digunakan PMMT/ Analy-

. Tata letak dan HACCP sis and
gambaran sepanjang Critical
proses dan untuk tujuan Control

. Wilayah ekspor Point
pemasaran . Laporan kegi- |- Sertifi-

atan usaha kat pe-

paling sedikit nerapan
memuat: distri-

a. Jenis dan busi
kapasitas ikan
sarana dan |- Sertifi-
prasarana kat Cara

b. Perkemba- Pe-
ngan omzet | nangan-
dan aset an lkan

c. Pengguna- yang
an tenaga Baik

SK No 122882 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.321
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
kerja yang |- Pe-
meliputi netapan
asal tenaga | Pusat
kerja, sta- Pe-
tus tenaga nyedia
kerja, dan Bahan
jenis Baku
kelamin dan-
tenaga /atau
& Bahan
kerja serta Pe-
jumlah nolong
hari kerja | _ Sertifi-
tenaga Kkasi
kerja Nomor
d. Asal bahan | gkontrol
baku, Veteri-
wilayah ner
distribusi
dan mitra
usaha
e. Jenis dan
volume
bahan
baku dan

SK No 122881 C
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PRESIDEN

1.A.322

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

f. Jenis dan
volume
produk
yang
dihasilkan

. Asal bahan

baku berasal
dari kapal
penangkap
ikan yang
telah memiliki
Sertifikat Cara
Penanganan
Ikan yang
Baik,
sepanjang di-
persyaratkan
oleh negara
tujuan ekspor
dan/atau
pasar dalam
negeri

84

46324

Per-
dagangan
Besar

Seluruh

- Mene-
ngah

Menengah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

rencana usaha

Menyampai-kan

5 Han

3 Hari

. Memiliki

Sertifikat
penerapan

- Sertifi-
kat Pe-
menuh-

Seluruh
PMDN

Gubernur

Seluruh

Menteri/

SK No 122880 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.LA.323
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter | Kewenangan
KBLI KBLI Lingkuap Usaha Risiko Berussaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) {2) {3} 4 (5) (6) {7) (8) 9 {10} {11) (12) {13)
Hasil - Besar yang paling distribusi ikan | an Stan- Kepala
Olahan sedikit memuat: paling lama 1 dar Badan
Per- 1. Jenis usaha (satu) tahun Sistem
ikanan 2. Sumber dan setelah Mana-
nilai investasi Perizinan jemen
3. Jenis dan asal Berusaha Ke-
bahan baku terbit aman-
4. Sarana . Memiliki an Pa-
produksi Sertifikat ngan
yang Penerapan Olahan
digunakan PMMT/ di Sara-
5. Tata letak dan HACCP na Per-
gambaran sepanjang di- edaran
proses persyaratkan |- perse-
produksi dan di negara tujuan
6. Wilayah tujuan ekspor, | Pelak-
pemasaran dipenuhi pada sanaan
saat akan Uji
melakukan Klinik
ekspor Pangan
. Laporan Olahan
kegiatan - Sertifi-
usaha paling kat Pe-
sedikit menuh-
memuat: an Ko-

SK No 130003 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.324
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter | Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) %) (10) (11) (12) (13)
a. Jenis dan mitmen
kapasitas Pangan
sarana dan | Olahan
prasarana |- Izin
b. Perkemba- | Edar
ngan omzet | Pangan
dan aset Olahan
c. Pengguna- |- Sertifi-
an tenaga kat pe-
kerja yang nerapan
L distri-
meliputi .
busi
asal tenaga | .
kerja, sta- ikan
’ - Sertifi-
tus tenaga k
kerja, dan at pe-
. U ’ nerapan
jenis pro-
kelamin gram
tenaga mana-
kerja serta jemen
jumlah mutu
hari kerja terpa-
tenaga du/ Ha-
kerja zard
Analy-

SK No 122878 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
1.A.325
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) {2) (3) (4) {(5) (6) {7) (8) {9) (10) (11) (12) {13)

d. Asal bahan sis and
baku, Critical
wilayah Control
distribusi - Sertifi-
dan mitra kat Cara
usaha Pena-

e. Jenis dan nganan
volume ;l;a:;
bahan .
baku dan Balk_

f Jenisdan |- Sertifi-
volume kat Per-
produk :ituju_
yang Pangan
clhll;la;llkan Olahan

. Asal bahan :

bak_u berasal {?:;iasi

dari kapal Akun

penangkap Per-
ikan yang usahaan
telah memiliki | Sertifi-

Sertifikat Cara

Penanganan kat Pe-

g h-

Ikan yang Zlne;z_

Baik,

SK No 122877 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.A.326
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
{1) (2) {3) (4) {5) (6) (7) (8) (9) (10) f11) (12) (13)
sepanjang di- mitmen
persyaratkan Variasi
oleh negara Promosi
tujuan ekspor Pangan
dan/atau Olahan
pasar dalam - Pe-
negeri netapan
Pusat
Pe-
nyedia
Bahan
Baku
dan-
/atau
Bahan
Pe-
nolong
85 47215 | Per- Seluruh - Mikro Rendah NIB - Otomatis 1. Laporan - Serti- Seluruh Bupati/
dagangan - Kecil kegiatan fikat Wali Kota
Eceran usaha pene-
Hasil Per- . 2. Menerapkan rapan
ikanan sistemn distri-
jaminan mutu ,bUSI
dan ikan
keamanan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.327
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4 (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
hasil - Pe-
perikanan netapan
dan Pusat
. Menerapkan Pe- ]
cara distribusi gy ;dla
ikan yang ahan
baik Baku
dan-
- Mene- Menengah | NIB dan - Otomatis . Laporan /atau Seluruh Gubernur
ngah Rendah | Sertifikat kegiatan Bahan | pypyN
- Besar Standar usaha paling Pe- Seluruh Menteri/
sedikit nolong Kepala
memuat: Badan
a. Jenis dan
kapasitas
sarana dan
prasarana
b. Perkemba-
ngan omzet
dan aset
c. Pengguna-
an tenaga
kerja yang
meliputi

SK No 122875 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.328

No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan

KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan

(1) (2) (3) 4) (S) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

asal tenaga
kerja, sta-
tus tenaga
kerja, dan
jenis
kelamin
tenaga
kerja serta
jumlah
hari kerja
tenaga
kerja

d. Asal bahan
baku,
wilayah
distribusi
dan mitra
usaha

e. Jenis dan
volume
bahan
baku dan

f. Jenis dan
volume
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.329
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
produk
yang
dihasilkan
2. Memiliki
Sertifikat
penerapan
distribusi ikan
paling lama 1
(satu) tahun
setelah
Perizinan
Berusaha
terbit
86 47753 | Per- Seluruh - Mikro Rendah NIB - Otomatis 1. Laporan - Serti- Seluruh Bupati/
dagangan - Kecil kegiatan fikat Wali Kota
Eceran usaha pene-
Ikan Hias 2. Menerapkan rapan
sistem distri-
jaminan mutu ,buSl
dan ke- ikan
. - Pe-
amanan hasil
. netapan
perikanan Pusat
dan

SK No 122873 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.330
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
3. Menerapkan Pe-
cara distribusi nyedia
ikan yang Bahan
baik Baku
dan-
- Mene- Menengah | NIB dan - Otomatis 1. Menerapkan /atau Seluruh Gubernur
ngah Rendah Sertifikat standar mutu Bahan PMDN
- Besar Standar fisik, Pe- Seluruh Menteri/
penanganan nolong Kepala
ikan hias, Badan
sanitasi dan
higienis

2. Laporan kegi-
atan usaha
paling sedikit
memuat:

a. Jenis dan
kapasitas
sarana dan
prasarana

b. Perkemba-
ngan omzet
dan aset

c. Pengguna-
an tenaga

SK No 122872 C
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PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

[.LA.331

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(8)

4)

(S)

(6)

(7)

(8)

9)

(10)

(11)

(12)

(13)

kerja yang
meliputi
asal tenaga
kerja, sta-
tus tenaga
kerja, dan
jenis
kelamin
tenaga
kerja serta
jumlah
hari kerja
tenaga
kerja

d. Asal bahan

baku,
wilayah
distribusi
dan mitra
usaha

e. Jenis dan

volume
bahan
baku dan

SK No 122871 C




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.332
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter | Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4 (S) (6) {7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
f. Jenis dan
volume
produk
yang
dihasilkan
3. Memiliki
Sertifikat
penerapan
distribusi ikan
paling lama 2
{(dua) tahun
setelah
Perizinan
Berusaha
terbit
87 47815 Per- Seluruh - Mikro Rendah NIB - Otomatis Laporan kegiatan | Penetap- | Seluruh Bupati/
dagangan - Kecil usaha an Pusat Wali Kota
Eceran Pe-nyedia
Kaki Bahan
Lima dan Baku
Los Pasar dan/atau
Komoditi Bahan
Hasil Per- Penolong
ikanan

SK No 122870 C




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.A.333
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
88 47825 Per- Usaha - Mikro Rendah NIB - Otomatis Laporan kegiatan Sertifi- Seluruh Bupati/
dagangan | Perdaga- - Kecil usaha kat Pe- Wali Kota
Eceran ngan menu-
Kaki eceran han
Lima dan | berbagai Komit-
Los Pasar | jenis ikan men
Daging olahan Sistem
Olahan yang Manaje-
dan Ikan | dilakukan men Ke-
Olahan di pinggir amanan
jalan Pangan
umum Olahan
(kaki lima), di
serambi Sarana
muka Peredar-
(emper) an
toko atau Pe-
tempat netapan
tetap di Pusat
pasar yang Pe-
dapat nyedia
dipindah- Bahan
pindah Baku
atau dan-
didorong /atau
(los pasar), Bahan

SK No 122869 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.LA.334
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter | Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7} (8) 9) (10) (11) (12) (13)
seperti Pe-
abon, sosis, nolong
bakso, ikan
teri, cucut,
selar,
kerapu dan
ikan,
udang,
kerang
yang
diasinkan,
atau
dikering-
kan,
89 47828 Per- Usaha Per- | - Mikro Rendah NIB - Otomatis Laporan kegiatan | Penetap- | Seluruh Bupati/
dagangan | dagangan - Kecil usaha an Pusat Wali Kota
Eceran eceran Penyedia
Kaki berbagai Bahan
Lima dan | jenis pakan Baku
Los Pasar | ikan yang dan/atau
Pakan dilakukan Bahan
Ternak, di pinggir Penolong
Pakan jalan
Unggas umum
dan (kaki lima)},
serambi

SK No 122868 C




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.LA.335

No

Kode
KBLI1

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

4)

(S)

(6)

(7

(8)

()

(10}

{11)

(12)

(13)

Pakan
Ikan

muka
(emper)
toko atau
tempat di
pasar yang
dapat
dipindah-
pindah
atau
didorong
(los pasar),
seperti
pakan
ikan,
konsentrat
pakan
ikan, dan
tepung
kerang,

90

50133

Angkut-
an Laut
Dalam
Negeri
untuk
Barang
Khusus

Kelompok
ini
mencakup
usaha
pengang-
kutan
barang

Mikro

Menengah
Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis

. Memiliki

Buku Kapal
Perikanan

. Memiliki

Persetujuan
Berlayar

- Surat
Izin
Kapal
Pe-
ngang-
kut Ikan

Kapal pe-
ngangkut
ikan atau
kapal
pendu-
kung
operasi

Gubernur

SK No 122867 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
1.LA.336
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) {2) (3) 4) (5) (6) (7} (8) 9) (10) (11) (12) (13)

dengan . Melaporkan - Surat Penang-

mengguna- jenis dan Izin kapan

kan kapal berat ikan Kapal ikan

laut yang muatan dan Pendu- berukur-

dirancang . Memenuhi kung an

secara Operasi sampai

khusus keten.tuan Penang- dengan 5

terkait )

untuk kapan (lima) GT

mengang- pengawakan Ikan dan

kut ikan, kapgl Beropera-

alat perikanan si di

Penang- sesuai WPPNRI

kapan ketentuan paling

ikan, atau peraturan jauh 12

alat bantu perundang- (dua

Penang- undangan belas)

kapan ikan mil laut
di wilayah
adminis-
trasi
provinsi
yang
bersang-
kutan,

untuk:

- SK No 122866 C
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REPUBLIK INDONESIA
I.LA.337

No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan

KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan

{1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) %) (10) (11) (12) (13)

a. Kapal
pen-
du-
kung
opera-
si Pe-
nang-
kapan
ikan
atau

b. Kapal
peng-
angkut
ikan
yang
bero-
perasi
antar
pela-
buhan
pang-
kalan

SK No 122865 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.338
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) {11) (12) (13)
- Kecil Tinggi NIB dan 1. Menyampai- 7 Hari 1. Merealisasi- 1. Kapal Gubernur
- Mene- Izin kan kan kapal pengang-
ngah permohonan pengangkut kut ikan
- Besar dengan ikan, paling atau
melampirkan: lambat 2 (dua) kapal
tahun pendu-
. R
a. Rehcana 2. Memiliki surat kung
usaha, o .
izin kapal operasi
yang . pengangkut Penang-
memuat: ikan kapan
1) Rencana' 3. Memberikan ikan
Investasi akses kepada berupa
2) Rencana petugas kapal
peng- pendataan lampu di
adaan untuk atas 5
kapal melakukan (lima) GT
perikan- pendataan sampai
an dan ikan muatan dengan
3) Rencana dan i 30 (tiga
- 4. Menyampai- puluh) GT
operasi-
kan laporan (Khusus
onal - .
b. S kegiatan Provinsi
- Surat usaha Aceh
pernyataan ukuran
mengenai kapal
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.339
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9 (10) (11} (12) (13)
Manfaat, kut ikan
untuk dan kapal
badan pendu-
hukum kung
c. Pakta operasi
integritas Penang-
dari orang kapan
ikan
perse- sesuai
orangan dengan
atau ketentuan
penang- peraturan
gung jawab per-
badan undang-
hukum undangan
d. Pas foto mengenai
orang Pemerin-
perse- tahan
orangan Aceh)
atau dan
. Beropera-
penang- 2€TC
. b si di:
Bune jawa a. WPP-
badan
hukum NRI-
paling
jauh
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.340
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan

(1) (2) (3) 4) (8) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)

terbaru 12

berwarna (dua

e. Specimen belas)

tanda mil

tangan laut di

orang Wﬂlj‘_

. ya
perse admi-
orangan -

nistra-
atau .

si pro-
penang- vinsi
gung _]awab yang
badan ber-
hukum sang-
dan kutan,

f. Surat untuk

pernyataan kapal
bermeterai peng-
cukup atas fmgkut
kebenaran ikan
data dan yang
. . bero-
informasi .

perasi
yang dari
disampaik daerah
an dari Pe-
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.341
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
orang nang-
perse- kapan
orangan ikan
atau ke
penang- pela-
gung jawab buhan
badan pang-
hukam kalan
dan b. WPP-
NRI
2. Memb'ayar paling
Penerimaan jauh
Negara Bukan 12
Pajak atas (dua
pemanfaatan belas)
sumber daya mil
alam laut di
perikanan wila-
sesuai yah .
ketentuan admi-
peraturan nistra-
si pro-
perundang- .
vinsi
undangan yang
ber-
sang-
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PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA
[.LA.342

No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan

(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) 9 (10) (11) (12) (13)

kutan,
untuk
Kapal
pendu-
kung
opera-
si Pe-
nang-
kapan
ikan
atau
c. Wila-
yah
admi-
nistra-
si pro-
vinsi
yang
ber-
sang-
kutan
untuk
Kapal
peng-
angkut
ikan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.LA.343
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7} (8) 9) (10) (11) (12) (13)
yang
bero-
perasi
antar
pela-
buhan
pang-
kalan
- Kecil Tinggi NIB dan 1. Menyampai- 4 Hari 1. Merealisasi- 1. Kapal Menteri/
- Mene- Izin kan kan kapal pengang- Kepala
ngah permohonan pengangkut kut ikan Badan
- Besar dengan ikan, paling atau
melampirkan: lambat 2 (dua) kapal
a. Rencana tahul_’l, . pendu-
. Memiliki surat kung
usaha, .. .
izin kapal operasi
yang pengangkut Penang-
memuat: ikan kapan
1) Rencang . Memberikan ikan
investasi akses kepada berupa
2) Rencana petugas kapal
peng- pendataan lampu di
adaan untuk atas 5
kapal melakukan (lima) GT
pendataan sampai
dengan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.344
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
perikan- ikan muatan 30 (tiga
an dan dan puluh) GT
3) Rencana . Menyampai- {(Khusus
operasi- kan laporan Provinsi
onal kegiatan Aceh
b. Surat usaha ukuran
pernyataan kapal
. pengang-
mengenai kut ikan
Pemilik dan kapal
Manfaat, pendu-
untuk kung
badan operasi
hukum Penang-
c. Pakta kapan
integritas ikan
dari orang sesuai
perse- dengan
orangan ketentuan
atau peraturan
penang- per-
. b undang-
gung jawa undangan
:iiir:n mengenai
Pemerin-
tahan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.345
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
d. Pas foto Aceh}

orang dan

perse- 2. Beropera-

orangan si di:

atau a. WPP-
NRI

penang- .

gung jawab g::ﬁ;)g

badan ']1 2

hukum (dua

terbaru belas)

berwarna mil

e. Specimen laut di

tanda wila-

tangan yah

orang admi-

perse- nistra-

orangan S1 pro-

atau vinsi

penang- {)ang

gung jawab s.:;-g—

badan kutan,

hukum untuk

dan kapal
peng-
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.346
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter | Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
f. Surat angkut
pernyataan ikan
bermeterai yang
cukup atas bero-
kebenaran gerg&
ari
f:lata dan. daerah
informasi
Pe-
yang nang-
isampai- kapan
kan dari ikan
orang ke
perse- pela—
orangan buhan
atau pang-
penang- kalan
gung jawab b. WPP-
badan NRI_
hukum palmg
dan jauh
2. Membayar (1d2ua
Penerimaan belas)
Negara Bukan mil
Pajak atas laut di
pemanfaatan wila-
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.347

No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

sumber daya yah
alam admi-
perikanan nistra-
sesuai S1 pro-
ketentuan vinst
peraturan yang
ber-
perundang-
sang-
undangan kutan,
untuk
Kapal
pendu-
kung
opera-
si Pe-
nang-
kapan
ikan
atau
c. Wila-
_yah
admi-
nistra-
si pro-
vinsi
yang
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.A.348
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3} 4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
ber-
sang-
kutan
untuk
Kapal
peng-
angkut
ikan
yang
bero-
perasi
antar
pela-
buhan
pang-
kalan
91 50142 | Angkut- Kelompok - Kecil Tinggi NIB dan 1. Menyampai- 4 Hari 1. Merealisasi- Surat 1. Kapal Menteri/
an Laut ini - Mene- Izin kan kan kapal Izin pengang- Kepala
Luar mencakup ngah permohonan pengangkut Kapal kut ikan Badan
Negeri usaha - Besar dengan ikan, paling Pengang- berukur-
untuk angkutan melampirkan: lambat 2 (dua) | kut lkan an paling
Barang laut a. Rencana tahun kecil 20
Khusus internasio- ’ h 2. Memiliki surat (dua
nal untuk usana, izin kapal puluh) GT
barang yang pengangkut dan
khusus memuat: ikan

SK No 122854 C



i

o

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.A.349
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter | Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)

yaitu ikan 1} Rencana . Memberikan 2. Beropera-
Angkutan investasi akses kepada sl antar-
laut 2) Rencana petugas negara
khusus peng- pendataan
dengan adaan uniull:uk
mengguna- melakukan
kan kapal kapil pendataan
berbendera perkan- ikan muatan
Indonesia an dan dan
dengan 3) Rencana . Menyampai-
kondisi dan operasi- kan laporan
persyarat- onal kegiatan
an b. Surat usaha
kapalnya pernyataan
disesuai- mengenai
kan dengan Pemilik
jenis Manfaat,
kegiatan untuk
usaha badan
pokoknya, hukum
serta untuk

. c. Pakta
melayani ) .
trayek 1nt§gntas
tidak tetap dari orang
dan tidak perse-
teratur orangan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[LA.350
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
antar- atau
pelabuhan penang-
di gung jawab
Indonesia badan
dengan hukum
pelabuhan d. Pas foto
di luar
. orang
negeri
termasuk perse-
usaha orangan
persewaan atau
angkutan penang-
laut gung jawab
berbendera badan
asing yang hukum
diageni terbaru
oleh berwarna
perusaha- e. Specimen
an bukan tanda
perusaha- tangan
an
perikanan orang
berikut perse-
operator- orangan
nya atau
penang-
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PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

[LA.351

No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

4)

(5)

(6)

(7)

(8)

%)

(10)

(11)

(12)

(13)

gung jawab
badan
hukum
dan

f. Surat
pernyataan
bermeterai
cukup atas
kebenaran
data dan
informasi
yang
disampai-
kan dari
orang
perse-
orangan
atau
penang-
gung jawab
badan
hukum
dan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.352
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) {2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
2. Membayar
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak atas
pemanfaatan
sumber daya
alam
perikanan
sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
92 52224 | Aktivitas | Kelompok - Kecil Menengah | NIB dan 1. Penetapan 15 Hari 1. Memfasilitasi Pemindai | Seluruh Menteri/
Pelabuh- | ini - Mene- Tinggi Sertifikat oleh menteri penyelengga- Bagasi Kepala
an Per- mencakup ngah Standar sebagai raan fungsi atau Badan
ikanan kegiatan - Besar pelabuhan pemerintahan | Barang
usaha perikanan 2. Menerapkan Lainnya
pelayanan yang tidak sistem Menggu-
kepelabu- ' dibangun informasi nakan
han gu Sumber
perikanan pemerintah kepelapuhan- Radiasi
yaitu pusat dan an perikanan Pengion
seperti dan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.353
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (S) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
pengopera- pemerintah . Melaporkan
sian daerah kegiatan
fasilitas . Rencana pelabuhan
pelgbuhan operasional perikanan
perikanan pelabuhan kepada
dan perikanan Menteri c.q
dermaga d Direktur
dan/atau an ire
pelayanan . Perl.'lyataan Jende.ral
tambat dan kesiapan . sesuai dengan
labuh mengoperasio ketentuan
kapal nalkan peraturan
perikanan pelabuhan perundang-
perikanan undangan
dengan
melampirkan:
a. Data
fasilitas
yang
dimiliki
beserta
foto
b. Data
sumber
daya
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[LA.354
No Kode Judul Ruang Skala Tinghkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4 (S) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)

manusia

yang

dimiliki

dan

c. Data keter-

sediaan

anggaran

operasional
Kelompok Mikro Menengah | NIB dan - Otomatis . Memiliki 1. Pelabu- Menteri/
ini Rendah Sertifikat sarana han Kepala
mencakup Standar bongkar muat perikanan | Badan
kegiatan ikan seperti unit
usaha keranjang, pelaksana
pelayanan atau palet teknis
kepelabuh- . Memiliki pemerin-
an timbangan tah pusat
perikanan . Memiliki dan
yaitu sarana 2. Pelabu-
pelayanan pendinginan han
bongkar seperti cool perikanan
muat ikan box atau es yang
dan lain- . Memiliki tidak
lain sarana dibangun

pengangkutan oleh
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.355

No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)

seperti pemerin-
gerobak tah pusat
dorong, dan
kendaraan pemerin-
roda tiga tah
dan/atau roda daerah
empat

5. Memiliki
selasar

6. Menjaga
kebersihan
sarana,
prasarana dan
peralatan
yang
digunakan

7. Menjaga dan
mematuhi
keselamatan
dan kesehatan
kerja

8. Memiliki
penanggung
jawab
pengoperasian
pelayanan
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keranjang,
atau pallet

seperti cool
box atau es

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.356
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
bongkar muat
ikan dan
. Menyampai-
kan laporan
kegiatan
usaha kepada
Direktur
Jenderal atau
gubernur
sesuai
kewenangann
ya setiap 6
(enam) bulan
- Kecil Menengah | NIB dan 1. Memiliki 15 Hari . Memiliki Pelabuhan Gubernur
- Mene- Tinggi Sertifikat sumber daya sarana perikanan
ngah Standar manusia bongkar muat unit
- Besar tenaga ikan seperti pelaksana
bongkar muat keranjang, teknis daerah
. Memiliki atau palet
. Memiliki
sarana imbangan
bongkar muat lt\;lm AnES
. . . Memiliki
ikan .sepertl sarana
forklift, crane, pendinginan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
1.LA.357
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)

. Memiliki . Memiliki
timbangan sarana peng-

. Memiliki angkutan
sarana seperti
pendinginan gerobak
seperti cool dorong,

kendaraan
box, atau es .
Meriliki roda tiga

- vemi dan/atau roda
selasar empat

- Memiliki . Memiliki
sarana dan selasar
prasarana . Menjaga
keselamatan kebersihan
kerja sarana,

. Memiliki prasarana dan
kendaraan peralatan
pengangkut yang
ikan digunakan

. . Menjaga dan

berpendingin .

mematuhi
atau

keselamatan
kendaraan dan kesehatan
yans . kerja
dilengkapi . Memiliki
dengan penanggung
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.358
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ) (10) (11) (12) (13)
sarana untuk jawab
menjaga suhu pengoperasian
ikan dan pelayanan
. Memiliki bongkar muat
penanggung ikan dan _
jawab . Menyampai-
pengoperasian kan laporan
kegiatan
pelayanan usaha kepada
pongkar muat gubernur
ikan sesuai
kewenangann
ya setiap 6
(enam) bulan
- Kecil Menengah | NIB dan . Memiliki 15 Hari . Memiliki 1. Pelabu- Menteri/
- Mene- Tinggi Sertifikat sumber daya sarana han Kepala
ngah Standar manusia bongkar muat perikanan | Badan
- Besar tenaga ikan seperti unit
bongkar muat keranjang, pelaksana
 Memiliki atau palet teknis
. Memiliki pemerin-
sarana - .
timbangan tah pusat
Pongkar mgat . Memiliki dan
ikan seperti sarana 2. Pelabu-
Jorklift, crane, pendinginan han
perikanan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.359
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4 (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
keranjang, seperti cool yang
atau pallet box atau es tidak
. Memiliki . Memiliki dibangun
timbangan sarana oleh
 Memiliki pengangkutan pemerin-
sarana seperti tah pusat
. gerobak dan
pendinginan .
. dorong, pemerin-
seperti cool kendaraan tah
box, atau es roda tiga daerah
. Memiliki dan/atau roda
selasar empat
. Memiliki . Memiliki
sarana dan selasar
prasarana . Menjaga
keselamatan kebersihan
kerja sarana,
. Memiliki prasarana dan
kendaraan peralatan
yang
pengangkut digunakan
ikan Meni d
L . Menjaga dan
berpendingin mematuhi
atau keselamatan

kendaraan
yang

dan kesehatan
kerja
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.LA.360
No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4 (5) (6) (7) (8) 9 (10) (11) (12) (13)
dilengkapi . Memiliki
dengan penanggung
sarana untuk jawab ]
menjaga suhu pengoperasian
ikan dan pelayanan
8. Memiliki bongkar muat
enanggun ikan dan
p b ggung . Menyampai-
jawa . kan laporan
pengoperasian kegiatan
pelayanan usaha kepada
bongkar muat Direktur
ikan Jenderal
sesuai
kewenangann
ya setiap 6
(enam) bulan
93 74909 | Aktivitas | Kelompok Seluruh Tinggi NIB dan 1. Dokumen 14 Hari . Laporan - Seluruh Menteri/
Profesi- ini Izin rencana pe- pelaksanaan Kepala
onal, mencakup ngangkatan usaha Badan
Ilmiah, kegiatan Benda . Pembagian
’(Ij‘alil . gro.felii(c)inal, Muatan Kapal hasi-l lan/
eknis ilmiah dan penjualan
T 1 .
Lainnya Teknik engge’am pembagian
. 2. Bukti
YTDL lainnnya b benda muatan
yang tidak pembayaran kapal
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No

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan

Jangka
Waktu
Penerbitan

Kewajiban

PB
UMKU

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

4)

(S)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

diklasifika-
sikan di
tempat
lain, yaitu
jasa
penyelam-
an dan
pengang-
katan
benda
muatan
kapal
tenggelam
di kapal
tenggelam
{(kapal dan
benda yang
telah
tenggelam
2 50 tahun,
baik yang
memiliki
status
cagar
budaya,
objek

Penerimaan
Negara Bukan
Pajak

tenggelam
antara
pemerintah
dan pelaku
usaha sesuai
dengan
ketentuan
perundang-
undangan
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No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3} 4 (S) (6) (7) (8) 9 (10) {11) (12) (13)
diduga
cagar
budaya
maupun
benda
selain
objek
diduga
cagar
budaya/
cagar
budaya)
94 91039 | Aktivitas | Merupakan | Seluruh Tinggi NIB dan 1. Berita acara 17 Hari 1. Memiliki - Kawasan Gubernur
Kawasan | Perizinan . Izin verifikasi sertifikat Konservasi
Alam Berusaha lapangan kompetensi Daerah
Lainnya di Kawasan 2. Proposal perencanaan
Konservasi rencana pengelolaan Kawasan Menteri/
yang usaha kawasan Konservasi Kepala
meliputi : 3. Bukti konservasi Nasional Badan
1. Penye- ’ untuk setiap
diaan pembgyaran SDM pengusa-
infra- Penerimaan haan yang
struk- Negara Bukan berhubungan
tur Pajak atau langsung
pariwi- retribusi dengan
sata daerah aktivitas
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No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) {11) (12) (13)

alam penerbitan pemanfaatan
per- izin di dalam
airan pengurusan kawasan

. Pf:nye— dalam hal konservasi.
diaan peraturan . Menyampai-
sarana pemerintah kan laporan
dan/ tahunan
atau yang pelaksanaan
penye- mengatur rencana
waan jenis (flan tarif usaha
peralat- Penerimaan . Memiliki, me-
an dan Negara Bukan laksanakan,
jasa Pajak atau dan melapor-
pariwi- peraturan kan Perjanjian
sata daerah yang Kemitraan
alam mengatur dengan
per- jenis dan tarif Satuan Unit
airan retribusi di Organisasi

. Penem- daerah Pengelola
patan tersebut telah Kawasan .
infra- diterbitkan Konservasi
struk- . . Membayar
tur sesual Penerimaan
budi- ketentuan Negara Bukan
daya peraturan Pajak atau

retribusi
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No Kode Judul Ruang Skala Tingkat Perizinan Persyaratan Jangka Kewajiban PB Parameter Kewenangan
KBLI KBLI Lingkup Usaha Risiko Berusaha Waktu UMKU
Penerbitan
(1) (2) | (3) 4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
perikan perundang- daerah atas
an dan undangan kontribusi
4. Kegia- pemanfaatan

tan lain kawasan

di kawa- konservasi

san dalam hal

kon- peraturan

servasi pemerintah

yang yang meng-

bersifat atur jenis dan

menetap tarif
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak atau
peraturan
daerah yang
mengatur
jenis dan tarif
retribusi
daerah
tersebut telah
ditetapkan
sesuai
ketentuan
perundang-
undangan
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